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BAB 1
PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN
LINTAS BIDANG

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan
1.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
1.1.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas
lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan
yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke
generasi berikutnya.

Di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat
secara cukup stabil berkisar antara 5,0-6,6 persen selama 15 (lima belas)
tahun terakhir. Namun demikian, kesenjangan antar pendapatan melebar
seperti tercermin dari gini ratio yang naik dari 0,36 (2007) menjadi 0,41
(2013). Demikian pula, pertumbuhan di daerah-daerah juga terus meningkat.
Namun, ketimpangan antar wilayah masih terjadi dengan porsi PDB di Jawa
terhadap PDB nasional yang relatif tinggi dan cenderung tidak berubah dari
tahun 2008 (57,9 persen) ke tahun 2013 (58 persen). Indikator sosial, seperti
angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi (hasil survei Sensus
Penduduk tahun 2010 sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup) dan
prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 19,6 persen. Kondisi ini
mencerminkan permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan
sumberdaya manusia akibat tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum
merata.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut tidak selalu berbanding
lurus dengan kondisi lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi Indonesia
masih bertumpu pada sumbangan sumberdaya alam, yakni sebesar kurang
lebih 25% Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya
mineral, dan hutan, menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan degradasi




lingkungan. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada
kualitas air, udara dan lahan juga masih rendah. Sebagai cerminan, indeks
kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dipergunakan untuk mengukur
kualitas lingkungan hidup masih menunjukkan nilai sebesar 64,21 pada
tahun 2012.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang terus ditingkatkan harus dapat
menggunakan sumberdaya alam secara efisien agar tidak menguras cadangan
sumberdaya alam, dipergunakan untuk mencapai kemakmuran yang merata,
tidak menyebabkan masalah lingkungan hidup, sehingga dapat menjaga
kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.1.1.2 Sasaran

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian
ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan
kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada
sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.

2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada
membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin
pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta
menurunnya tingkat korupsi.

1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

1. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui
strategi: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai
pengurangan kesejangan antar wilayah; (ii) peningkatan tingkat
pendapatan (per kapita) yang disertai pengurangan kesenjangan
pendapatan antar kelompok; (iii) peningkatan lapangan pekerjaan
sehingga tingkat pengangguran menurun; (iv) penurunan tingkat
kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang; (v) ketahanan
pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi)
ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap
energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii)
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peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) dan
penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat
(tidak boros) dan ramah lingkungan.

Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui
strategi: (i) peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan,
kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (ii)
peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; (iii) peningkatan
kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan
ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; (iv)
pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT); (v) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indek
demokrasi); dan (vi) peningkatan keamanan yang tercermin dalam
rendahnya konflik horisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas.
Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup,
melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang
tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) pengembangan sistem
neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (iii) penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK); (iv) penurunan tingkat deforestasi dan
kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cover) serta
penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v)
pengendalian  pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi)
pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran
Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3).

Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan,
partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di
semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya
pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.

1.1.2 Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

1.1.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat

tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah,

maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan,




akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan
partisipasi masyarakat.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, negara membagi kekuasaan
yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (private sector) dan masyarakat
sipil (civil society). Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruang
kesetaraan (equality) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip
seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat
terwujud.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-
prinsip governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk
menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk
lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 34
kementerian, 36 Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23
provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota. Rendahnya kuantitas PPID disebabkan
karena masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai
pentingnya peran PPID, keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi,
sarana dan prasarana komunikasi, serta belum adanya dorongan dan upaya
secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah
terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan,
kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan culture set.
Sampai dengan akhir tahun 2014 75 K/L telah melaksanakan Reformasi
Birokrasi dan disaat bersamaan sejumlah Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota juga melaksanaan hal serupa. Reformasi
birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani
yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat
sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional dan
keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Selanjutnya seiring dengan diterbitkannya UU KIP seperti tersebut di
atas, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan.
Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menyepakati Declaration of
Principles on Open Government yang melahirkan Open Government
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Partnership (OGP), yang mendorong pemerintah agar membuka diri dan
membuka ruang-ruang partisipasi warga negara melalui berbagai skema
kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan.

Untuk itu, penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelola
pemerintahan yang baik dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk
menjawab dua persoalan sebagaimana tersebut diatas, yakni (i) penguatan
kapasitas pemerintah, dan (ii) perluasan ruang partisipasi masyarakat. Kedua
persoalan dimaksud akan menjadi pintu masuk bagi upaya untuk mendorong
pergeseran paradigma dari good governance menjadi democratic governance,
yang ditandai salah satunya oleh pelayanan publik yang berkualitas. Terkait
dengan hal tersebut, kebijakan pengarusutamaan tatakelola RPJMN 2010-
2014 yang cenderung berada pada level teknikalitas di internal birokrasi,
akan diperluas menuju penguatan partisipasi masyarakat dalam kerangka
good governance. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan
pemerintahan saat ini yakni mewujudkan “Tata Kelola Pemerintahan Yang
Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”.

Terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi penekanan pada
kebijakan pengarusutamaan tatakelola. Pertama, peningkatan keterbukaan
informasi dan komunikasi publik. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat
dalam perumusan kebijakan. Ketiga, peningkatan kapasitas birokrasi melalui
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah. Keempat, peningkatan
kualitas pelayanan publik.

1.1.2.2 Sasaran

Untuk itu, sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang
baik adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik,
(ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik,
(iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas
pelayanan publik.

1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan
strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya
melalui penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;




2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan,
diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;

3. Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan
kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi
pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan
oleh masyarakat.

Untuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola
pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga seperti
disajikan dalam Tabel berikut.




TABEL 1.1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No Isu/ Kebijakan instansi dalam Indikator di setiap Sasaran
: Kebijakan Nasional Renja instansi 2019
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada - % PPID di tingkat Provinsi 100%
setiap unit organisasi - % PPID di tingkat Kabupaten dan Kota 100%
- - - o - -
Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Ic(;rlga‘sl?rrrlla dengan media massa dalam rangka public awareness g;{;g&iigfersr;eézlﬁk;nrll(er]asama dengan media massa dalam rangka 100%
1 |dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka paig paig
Keterbukaan Informasi Publik
Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam % K/L/D yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran 100%
website masing-masing K/L/D kepada masyarakat 0
Publikasi informasi penggunaan/pelaksanaan anggaran % K/L/D yang mempublikasikan penggunaan anggaran 100%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam perumusan kebijakan | % K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik 100%
Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat e o . . .
1 Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan dialf',ses dangmudah dipghami P yang dap % K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi dan mudah dipahami 100%
konsultasi publik
Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat
% K/L/D yang memiliki website yang interaktif 100%
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No Isu/ Kebijakan instansi dalam Indikator di setiap Sasaran
: Kebijakan Nasional Renja instansi 2019
Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi
1 Penyusun.an.Grand Peszgn dan Road Map Penyusynan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Tersusunnya Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi 100%
Reformasi Birokrasi Instansi
Penataan kelembagaan instansi Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk 0
Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang . . . 5 | K€1) % Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, 100%
2 : rightsizing di dasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMN dan e e s
mencakup penataan fungsi dan struktur RPJMD efektif, efisien
organisasinya
3 Penataan ketatalaksanaan instansi Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit 100%
pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat kerja
4 Penerapan Sistem Pengendalian Internal | Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di % jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal 100%
Pemerintah (SPIP) setiap unit organisasi pemerintah pemerintah 0
Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan o . . 95%
Standar Akuntansi Pemerintahan (PP71 Tahun 2010) % Opini WTP Kementerian/Lembaga
5 Akuntabilitas pengelolaan keuangan % Opini WTP Provinsi 85%
Negara
Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit
organisasi % Opini WTP Kabupaten 60%
% Opini WTP Kota 65%
6 |Sistem Seleksi PNS melalui CAT System Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT system di seluruh instansi % K/L/D yang menggunakan CAT system 100%

pemerintah
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No Isu/ Kebijakan instansi dalam Indikator di setiap Sasaran
: Kebijakan Nasional Renja instansi 2019
7 Pengembangan dan penerapan e- Pengembangan dan penerapan e-Government Jumlah K/L/D yang merr}bangun dan menerapkan e-Government dalam 100%
Government penyelenggaraan pemerintahan
8 |Penerapan e-Arsip Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah % K/L/D yang telah menerapan manajemen arsip secara lebih efektif 50%
Penerapa'n sistem al.<untab111tas kinerja instansi pemerintah berbasis % Penerapan SAKIP yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi 100%
Teknologi Informasi
9 % LAKIP K/L yang memperoleh nilai B 85%
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Aparatur . R . .
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah % LAKIP Pemerintah Provinsi yang memperoleh nilai B 75%
(LAKIP) yang berkualitas
% LAKIP Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memperoleh B 50%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan % unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar 100%
1 Penerapan Standar Pelayanan Publik publik Pelayanan Publik
pada Unit Pelayanan Publik
Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan % unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki SOP 100%
Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . . . .
Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efefktif % Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pelayanan 0
2 |untuk pelayanan utama, perijinan dan . } 100%
. : dan efisien Terpadu Satu Pintu
investasi
Pembentukan unit Pengaduan Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yan
3 |masyarakat yang berbasis teknologi p J peng g YaNE | o5 Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi 100%

informasi

efektif pada setiap unit pelayanan publik
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No Isu/ Kebijakan instansi dalam Indikator di setiap Sasaran

: Kebijakan Nasional Renja instansi 2019
) ) o ) ) 100%

Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi | - % K/L/D yang memiliki sistem pelayanan publik berbasis IT
K/L/D memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal % K/L/D yang memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal 100%
K/L/D memiliki standar pelayanan yang disusun secara partisipatif | % K/L/D yang memiliki standar pelayanan partisipatif 100%

4 |Membangun sistem pengelolaan
dan layanan informasi publik yang andal | k /1, /D wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka
. 0, i i 0,

dan professional meningkatkan kualitas pelayanan publik % K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik 100%
K/L/D wajib mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif % K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi proaktif yang dapat 100%
yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami 0
K/L/D wajib mengembangkan website yang berinteraksi dengan % K/L/D yang memiliki website yang interaktif 100%

masyarakat




1.1.3 Pengarusutamaan Gender
1.1.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan
perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender
tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta
pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam
pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh
penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender
dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan
perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan
manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi
Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional. Mandat tersebut diperkuat melalui
Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, yang dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN
2010-2014. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012
diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui
Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui
Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No.
6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan
dan pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan
kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan
Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan
dari UU No. 6/2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan
desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Bahkan Badan
Kerjasama antar-Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam
keanggotaan dari tokoh masyarakat desa.




Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan
pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, dihadapkan pada
tiga isu strategis di dalam RPJMN 2015-2019 sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
dalam pembangunan.

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas merupakan
sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya
saing. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh
penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Peningkatan kualitas sumber
daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPM
merupakan indeks komposit ya.ng mengukur kapabilitas dasar manusia pada
bidang kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah
dan angka melek huruf), dan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB per
kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli). Sementara IPG
merupakan IPM yang sudah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya.
Data BPS menunjukkan IPM dan IPG Indonesia cenderung meningkat. IPM
meningkat dari 72,3 pada tahun 2010 menjadi 73,8 pada tahun 2013, dan IPG
meningkat dari 67,2 menjadi 69,6. Selisih antara IPM dan IPG juga semakin
menurun dari 5,1 pada tahun 2010 menjadi 4,2 pada tahun 2013, yang berarti
bahwa kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan manusia di
Indonesia semakin meningkat.

Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian kesetaraan
gender di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan,
kesenjangan angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki usia 15 tahun
ke atas semakin mengecil, yaitu dari 5,13 persen pada tahun 2010 menjadi
5,02 persen pada tahun 2013. Hal ini karena angka melek huruf perempuan
meningkat lebih tajam dibanding laki-laki, yaitu dari 90,52 persen menjadi
91,03 persen (Susenas, BPS). Di bidang kesehatan, angka harapan hidup
perempuan meningkat dari 71,47 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,69
tahun pada tahun 2012 (Susenas, BPS).

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat
makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran
perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi,
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politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang
dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam
angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer,
serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian. Selama tahun 2010-
2013 IDG Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari 68,2 menjadi 70,5
(BPS). Peningkatan IDG tersebut didukung oleh meningkatnya persentase
perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon V pada tahun
2014 (Juli) dibandingkan kondisi 2010. Eselon I meningkat dari 8,70 persen
menjadi 13,47 persen, eselon II meningkat dari 7,55 persen menjadi 11,39
persen, Eselon Il meningkat dari 15,70 persen menjadi 19,75 persen, Eselon
IV meningkat dari 24,90 persen menjadi 33,54 persen, dan Eselon V
meningkat dari 25,34 persen menjadi 29,06 persen.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya
saing baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih merupakan
permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.
Untuk negara ASEAN, IPM Indonesia masih berada pada posisi keenam pada
tahun 2012. Posisi yang sama seperti pada dua dekade sebelumnya. Selain itu,
Indonesia termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan Indeks
Ketimpangan/Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang tinggi, meskipun telah
melaksanakan berbagai program kesetaraan gender (Human Development
Report, UNDP).

Permasalahan gender yang terdapat di berbagai bidang pembangunan
dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut. Di bidang pendidikan,
permasalahan gender antara lain ditunjukkan oleh perbedaan partisipasi
pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dalam hal
ini partisipasi pendidikan anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak
perempuan, khususnya untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.
Pada tahun 2013, untuk kelompok usia 7-12 tahun, 1,84 persen anak laki-laki
dan 1,42 persen anak perempuan tidak bersekolah, sementara untuk
kelompok usia 13-15 tahun angkanya mencapai 10,31 persen untuk anak
laki-laki dan 8,28 persen untuk anak perempuan. Sementara itu, untuk
kelompok usia 16-18 tahun, partisipasi pendidikan anak laki-laki justru lebih
tinggi dibandingkan anak perempuan, yaitu 36,84 persen dan 36,18 persen.
Permasalahan gender lainnya adalah perbedaan angka melek huruf dan buta
huruf antara penduduk perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas. Sekitar
8,97 persen penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami buta
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huruf pada tahun 2013, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebesar 3,95
persen (Susenas, BPS). Prestasi akademik anak laki-laki juga tertinggal
dibanding anak perempuan, baik dilihat dari nilai ujian nasional maupun
dalam tes internasional seperti PISA (Programme for International Student
Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study). Di samping itu, proses belajar mengajar masih belum responsif gender
dan masih terdapat materi atau bahan pelajaran yang tidak resposif gender.

Permasalahan gender di bidang kesehatan, antara lain ditunjukkan oleh
status kesehatan ibu yang belum memperlihatkan kemajuan yang berarti.
Angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih sebesar 346 per 100.000
kelahiran hidup (SP 2010). Kondisi ini masih jauh dari target MDGs sebesar
102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Proporsi perempuan yang
menderita anemia sebesar 23,9 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki
sebesar 18,4 persen. Proporsi perempuan umur di atas 18 tahun yang
mengalami obesitas juga lebih tinggi dibanding laki-laki pada kelompok umur
yang sama, yaitu 19,7 persen berbanding 16,3 persen (Riskesdas 2013).
Kasus HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga juga cenderung meningkat,
yaitu mencapai 4.943 kasus pada tahun 2012 (KPAN).

Permasalahan gender lainnya di bidang kesehatan adalah status
kesehatan dan gizi anak laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Hal
ini ditunjukkan oleh Angka Kematian Balita (AKBa) laki-laki sebesar 49 per
1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan AKBa perempuan sebesar
37 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Selain itu, prevalensi gizi kurang
pada anak laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu masing-masing
sebesar 19,3 persen dan 15,0 persen pada usia 1-2 tahun serta 21,6 persen
dan 24,4 persen pada anak usia 4-5 tahun. Sebagai akibat dari kekurangan
gizi tersebut anak mengalami stunting (pendek), yang angkanya mencapai
29,0 persen pada anak laki-laki umur 5 tahun dan 27,5 persen pada anak
perempuan usia 5 tahun. Rata-rata tinggi badan anak laki-laki umur 5-18
tahun juga lebih rendah dibandingkan anak perempuan, yaitu masing-masing
berbeda sebesar 12,5 cm dan 9,8 cm terhadap rujukan WHO (Riskesdas
2013).

Sementara itu, permasalahan gender di bidang ketenagakerjaan adalah
perbedaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan
laki-laki yang cukup besar dari tahun ke tahun. TPAK perempuan menurun
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lebih besar dibanding TPAK laki-laki, yaitu dari 51,76 pada tahun 2010
menjadi 50,28 pada tahun 2013 sementara TPAK laki-laki menurun dari
83,76 menjadi 83,58 (Sakernas). Hal tersebut antara lain disebabkan oleh
kebijakan dan sarana prasarana di tempat kerja yang belum responsif gender.

Selain itu, masih terdapat perbedaan rata-rata upah/gaji/pendapatan
per bulan antara pekerja perempuan dan laki-laki. Upah atau pendapatan
pekerja perempuan jauh lebih rendah dari laki-laki secara rata-rata, yaitu Rp
1,427 juta untuk perempuan dan Rp 1,795 juta untuk laki-laki pada tahun
2013. Kondisi ini menyebabkan kontribusi pendapatan perempuan untuk
sektor non pertanian jauh lebih rendah dibanding laki-laki, dan kesenjangan
kontribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki cenderung meningkat
(Sakernas). Di samping itu, terdapat masalah terkait tenaga kerja perempuan.
Pekerja perempuan banyak yang berstatus pekerja tidak dibayar seperti ibu
rumah tangga atau membantu orang lain berusaha dengan tidak mendapat
upah/gaji, yaitu sekitar 30,83% persen (Sakernas 2013). Selain itu, gambaran
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga masih belum mencerminkan status
pekerja perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Pada tahun 2013, sebagian
besar TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh dan
sebagainya karena pendidikan dan keahlian yang dimilikinya rendah adalah
perempuan. Karena kurangnya pengalaman dan pendidikan, TKI tersebut
mengalami banyak permasalahan, mulai dari pra-penempatan, masa
penempatan, hingga purna penempatan (pemulangan), serta permasalahan
keluarga yang ditinggalkan.

Di bidang ekonomi, dalam upaya pengentasan kemiskinan masih
terdapat permasalahan gender. Berdasarkan data dari Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), rumah tangga miskin
yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) yang keluar dari kemiskinan lebih
rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L).
Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen,
sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Untuk
RTM-P yang menyandang disabilitas dan atau memiliki anggota disabilitas
akan lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan. Selanjutnya, pola yang sama
dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan untuk rumah tangga miskin di perkotaan. Tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan RTM-P lebih buruk dari RTM-L. Penurunan tingkat
kedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendah dari
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RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan untuk
RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen). Berbagai
program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan termasuk yang
menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat telah dilaksanakan,
namun akses RTM-P terhadap program tersebut masih terbatas.

Di bidang politik, permasalahan keterwakilan perempuan di lembaga
parlemen perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih rendahnya dan
menurunnya keterwakilan perempuan. Hal ini antara lain disebabkan oleh
masih terbatasnya jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi
untuk berperan dalam dunia politik, kurangnya kepercayaan masyarakat
terhadap aktor politik perempuan, dominannya orientasi patriarkis, dan
sikap media massa yang kurang advokatif terhadap potensi politik
perempuan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hasil Pemilu
untuk 2014 sebesar 17,32 persen, menurun dibandingkan hasil Pemilu 2009
sebesar 18,04 persen (KPU, 2014).

Selanjutnya, pengambil keputusan di lembaga eksekutif meskipun
proporsi perempuan sebagai pejabat eselon [ sampai eselon IV mengalami
peningkatan, peningkatan tersebut masih belum berimbang antara pejabat
laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BKN tahun 2014 (Juli), rasio
menteri laki-laki dengan menteri perempuan masih sekitar 8:1. Sementara
rata-rata rasio antara pejabat laki-laki dan perempuan eselon I sekitar 6:1,
eselon II sekitar 8:1, eselon III sekitar 4:1, dan eselon IV dan V sekitar 2:1.
Demikian pula pada tingkat kabupaten/kota kondisinya tidak jauh berbeda.

Di bidang hukum, masih terdapat peraturan perundang-undangan,
kebijakan, program yang bias gender. Berdasarkan catatan Komnas
Perempuan, peraturan daerah yang diskriminatif atau bias gender terus
meningkat dari sebanyak 282 pada tahun 2012 menjadi 342 pada tahun 2013.
Permasalahan lainnya adalah jumlah aparat penegak hukum yang responsif
gender juga masih terbatas.

Di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim yang dapat menyebabkan
terjadinya krisis air bersih, pangan, dan ancaman kesehatan, berdampak lebih
besar terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini karena perempuan
melakukan kegiatan yang seringkali bersinggungan langsung dengan alam,
yang mengakibatkan perempuan lebih rentan.




Permasalahan gender seperti diuraikan di atas, muncul karena (i)
belum tersedianya data terpilah di semua bidang pembangunan sebagai dasar
dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan; (ii) masih rendah
pemahaman, komitmen dan keterampilan para pelaku pembangunan dalam
pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan; dan
(iii) kelembagaan PUG/PPRG di K/L/Pemerintah daerah masih bersifat ad-
hoc. Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam
menyelesaikan permasalahan gender terkait peningkatan kualitas hidup dan
peran perempuan dalam pembangunan lima tahun ke depan adalah
meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keterampilan para pelaku
pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua
bidang dan tahapan pembangunan; penyediaan, analisis, dan pemanfaatan
data terpilah berdasarkan jenis kelamin di semua bidang pembangunan; dan
penguatan kelembagaan PUG/PPRG di K/L/Pemerintah daerah.

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai
tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai
tindak kekerasan sampai dengan tahun 2014, telah ditetapkan berbagai
peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, seperti UU No.7/1984
tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
against Women/CEDAW), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dan
Perpres No0.69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
TPPO. Di samping itu, dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan,
telah ditetapkan Permeneg PP dan PA No. 20/2010 tentang Panduan Umum
Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, yang meliputi pemberdayaan
ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak-anak TKI dan
Permendagri No. 26/2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang akan
Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, Kementerian
Luar Negeri juga memberikan bantuan hukum kepada WNI/BHI, terutama
tenaga kerja perempuan di luar negeri.

Untuk menangani perempuan yang mengalami kekerasan, telah
dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan, seperti (a) 280
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
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yang tersebar di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota; (b) 510 Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres dan Polda; (c) 21 Pusat Krisis
Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah Vertikal/RSUD/RS Swasta; (d)
4?2 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; (e) 22 Rumah Perlindungan
Trauma Center (RPTC); (f) 2 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW); (g)
5035 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); (h)
29 Citizen Service/Satgas Kemlu di perwakian RI di negara tujuan; (i) satu unit
Pusat Krisis Pengaduan oleh BNP2TKI; dan (j) Unit Pengaduan Masyarakat di
Kementerian PP dan PA. Untuk penanganan perdagangan orang telah
dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang di 30 provinsi dan 166 kabupaten/kota.

Walaupun telah banyak perundang-undangan sebagai dasar hukum
untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan sanksi bagi
pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, namun kasus kekerasan
terhadap perempuan terus terjadi dan cenderung meningkat, seperti KDRT,
kekerasan di ruang publik (tempat kerja dan tempat umum), dan TPPO. Data
Komnas Perempuan menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan
(KtP) yang dilaporkan meningkat dari 105.103 kasus pada tahun 2010
menjadi 279.760 kasus pada tahun 2013, dengan kasus KDRT yang tertinggi,
yaitu sekitar 101.128 kasus (96 persen) pada tahun 2010 menjadi 275.004
kasus (98 persen) pada tahun 2013. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah
publik meningkat dari 3.530 kasus pada tahun 2010 menjadi 4.679 kasus
pada tahun 2013, serta kasus TPPO mencapai 614 kasus pada tahun 2013.
Data Kementerian PP dan PA menunjukkan kasus kekerasan terhadap
perempuan meningkat dari 15.648 kasus dari 29 Provinsi pada tahun 2010,
menjadi 21.507 kasus dari 33 provGinsi pada tahun 2012.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
tersebut disebabkan oleh: (i) masih tingginya tingkat kemiskinan; (ii)
tingginya angka perkawinan pada usia muda, terutama pada perempuan; (iii)
masih kurangnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; (iv)
belum optimalnya penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi
korban; dan (v) masih lemahnya implementasi kebijakan terkait peran dan
fungsi kelembagaan pencegahan dan penanganan TPPO.

Permasalahan yang dihadapi dalam melindungi perempuan dari
berbagai tindak kekerasan adalah: (i) belum tersedianya data yang dapat
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memberikan gambaran tentang besaran masalah KtP; (ii) masih kurangnya
komitmen pemangku Kkepentingan terkait dalam pencegahan dan
penanganan KtP; (iii) masih kurang efektifnya layanan penanganan korban
KtP, termasuk pemberdayaan perempuan Kkorban kekerasan; (iv) masih
rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk dan dampak
KtP serta kesadaran untuk melaporkan tindak KtP; dan (v) masih belum
optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam
pencegahan dan penanganan KtP.

Berdasarkan permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi dalam
meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan,
termasuk TPPO, lima tahun ke depan adalah: (i) membangun sistem data dan
informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait
serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam
pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya
pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan
kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan
penanganan KtP.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
Dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, sampai tahun 2013 telah
dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk percepatan PUG di tingkat pusat dan
daerah telah disahkan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk
kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri PP dan PA pada tahun 2012. Untuk mengawal
pelaksanaan PPRG di daerah, pada tahun 2013 telah dibentuk Sekretariat
Bersama Nasional PPRG Daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam
Negeri serta telah disahkan Permendagri No. 67/2011 tentang Perubahan
Atas Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permendagri No. 27/2014 Tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015. Di samping itu, telah disusun pedoman
pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan di pusat dan daerah,
seperti bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perdagangan,
perindustrian, iptek, kelautan dan perikanan, dan infrastruktur. Selanjutnya,
dibentuk dan difungsikannya pokja PUG di
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kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dilaksanakan pelatihan dan
fasilitasi penerapan PUG di 34 kementerian/lembaga dan 33 provinsi.

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan, antara lain telah disusunnya
berbagai peraturan perundang-undangan terkait tindak kekerasan termasuk
TPPO, seperti yang telah diuraikan di isu strategis kedua, serta aturan
pelaksanaan seperti: Permeneg PP No. 01/2007 Tentang Forum Koordinasi
Penghapusan KDRT, Permeneg PP dan PA No. 1/2010 tentang SPM Bidang
Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Permen PP
dan PA No. 20/2010 tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI
(BK-TKI), Permen PP No.24/2010 tentang Model Perlindungan Perempuan
Lanjut Usia yang Responsif Gender, Permeneg PP dan PA No. 22/2010
Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan/atau Korban TPPO, Permeneg PP dan PA No. 9/2011 Tentang
Kewaspadaan Dini TPPO, Permeneg PP dan PA No. 19/2011 Tentang
Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, Permeneg PP dan
PA No. 10/2012 Tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-
TPPO, Permeneg PP dan PA No. 11/2012 Tentang Pencegahan dan
Penanganan Korban Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas, serta
Peraturan Presiden No. 18/2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas
kelembagaan PUG antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh
lembaga koordinator terkait PUG/PPRG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan
kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah
daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; (iii) belum optimalnya
kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam
implementasi PUG/PPRG; (iv) kurangnya pemanfaatan pedoman
pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah
daerah; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan
pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana
program/kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan
kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan antara lain: (i) masih terdapat disharmonisasi peraturan
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perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta belum lengkapnya
aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii) masih
rendahnya pemahaman pemangku Kkepentingan terkait peraturan
perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP; (iii) belum optimalnya
koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dan daerah
dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iv) masih terbatasnya jumlah dan
kapasitas SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; (v)
belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP
dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam
meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depan adalah: (i)
meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkait PUG/PPRG sehingga
dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi
kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk
data terpilah; (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan
masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iii) meningkatkan efektivitas
pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah
daerah; dan (iv) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan
pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana
program/kegiatan pembangunan.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
adalah: (i) harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan
terkait KtP serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan
yang ada; (ii) meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang
peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP; (iii)
meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-
daerah dalam dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iv) meningkatkan
ketersediaan dan kapasitas SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit
layanan terkait KtP; dan (v) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan
pemanfaatan data KtP dalam penyusunan Kkebijakan dan rencana
program/kegiatan pembangunan.

1.1.3.2 Sasaran

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, secara
umum sasaran pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan adalah
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meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur dengan menurunnya selisih
[PM dan IPG, menurunnya GII atau IKG, dan meningkatnya IDG.

Secara Kkhusus, sasaran PUG lima tahun ke depan adalah: (1)
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
pembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasio AMH
laki-laki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah laki-laki dan
perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan
pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, serta persentase
perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, dan
yudikatif; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan, termasuk TPPO, yang diukur dari prevalensi/jumlah kasus
kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu tertentu; (3)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah,
yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan, aturan
pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah
dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta
terlaksananya kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah
dalam pelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan.

1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang

Arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan
antara lain: Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (1)
Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang
pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan,
proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; (2)
Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di
berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3)
Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan
gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai
tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (1)
Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak
hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak
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kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang
melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan
hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan
terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi
perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan,
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum,
serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain:
(1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan
dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2)
Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan-
undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif
gender; (3) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam
mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah
daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah; (4) Penguatan
mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum,
masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguataan
lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan
tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan
sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk
penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan
pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender
sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana
desa; serta (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG,
termasuk PPRG.

Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (1) Pelaksanaan review
dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP
serta serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan
terkait; (2) Peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk
dalam perencanaan dan penganggaran; (3) Penguatan mekanisme kerjasama
antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat,
dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
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perempuan; (4) Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak
kekerasan terhadap perempuan; serta (5) Pengembangan kerangka
pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan terhadap
perempuan.

Penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan ditunjukkan dalam
tabel berikut.




Qg.)x_&\:
TABEL 1.2
IMPLEMENTASI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI KEMENTERIAN/LEMBAGA
ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM /KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
L. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
1 Penjaminan Kepastian Layanan Tersedianya Layanan Pendidikan SD Rasio APM perempuan:laki-laki di SD/Paket A | Kementerian Pendidikan dan
Pendidikan SD Kebudayaan
2 Program Pendidikan Islam Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola Rasio APM peserta didik perempuan : laki - Kementerian Agama
pendidikan Islam laki pada MI/Ula
3 Penjaminan Kepastian Layanan Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP/Paket | Kementerian Pendidikan dan
Pendidikan SMP B Kebudayaan
4 Program Pendidikan Islam Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola Rasio APK peserta didik perempuan : laki - Kementerian Agama
pendidikan Islam laki pada MTs/Wustha
5 Penyediaan dan Peningkatan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA Kementerian Pendidikan dan
Layanan Pendidikan SMA Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, Kebudayaan
dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di
Semua Kabupaten dan Kota
6 Penyediaan dan Peningkatan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Rasio APK perempuan:laki-laki di SMK
Layanan Pendidikan SMK Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender,
dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di
Semua Kabupaten dan Kota
7 Program Pendidikan Islam Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola Rasio APK peserta didik perempuan : laki - Kementerian Agama

pendidikan Islam

laki pada MA/Ulya




ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
8 Program Pendidikan Tinggi Tercapainya layanan pembelajaran dan Rasio APK perempuan:laki-laki pada PT Dan Kementerian Pendidikan dan
kompetensi mahasiswa PTA Usia 19-23 Thn Kebudayaan (Dikti)
9 Program Pendidikan Islam Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola Rasio APK peserta didik perempuan : laki - Kementerian Agama
pendidikan Islam laki pada PTKI/Ma'had Aly
10 | Penyediaan Layanan Pendidikan Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Kementerian Pendidikan dan
Masyarakat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal Pendidikan Keaksaraan Dasar Kebudayaan
yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Jumlah Orang Dewasa Perempuan
Berwawasan Pendidikan Pembangunan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan
Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Hidup Perempuan
Kabupaten, dan Kota
11 | Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik yang | Kementerian Kesehatan
mendapatkan PMT
Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama
masa kehamilan
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
12 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Persentase persalinan di fasilitas pelayanan
Ibu dan Reproduksi kesehatan ibu dan reproduksi kesehatan (PF)
Persentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal ke empat (K4)
13 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Persentase kunjungan neonatal pertama
Bayi, Anak dan Remaja kesehatan bayi, anak dan remaja (KN1)
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ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
penjaringan kesehatan untuk peserta didik
kelas I, VII, dan X
14 | Peningkatan Kesertaan KB di Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah | Persentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Badan Kependudukan Dan
Wilayah dan Sasaran Khusus dan sasaran khusus Pria/PA) Keluarga Berencana Nasional
15 | Peningkatan Advokasi dan KIE Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku | Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga (BKKBN)
Program Kependudukan, KB, dan kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya | yang mendapatkan informasi program KKBPK
Pembangunan Keluarga (KKBPK) pengetahuan masyarakat terhadap Program melalui media massa (cetak dan elektronik)
KKBPK dan media luar ruang, terutama media lini
bawah
16 | Pengelolaan program Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga | Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh peningkatan kualitas pelayanan KB yang
Berencana, dan Pembangunan tingkatan wilayah sesuai dengan standarisasi pelayanan KB
Keluarga Provinsi diseluruh tingkatan wilayah
17 | Rehabilitasi Sosial Orang dengan Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi peyandang Jumlah penyandang disabilitas yang Kementerian Sosial

Disabilitas

disabilitas

mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti
sesuai standar pelayanan

Jumlah penyandang disabilitas yang
mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti
(Berbasis Komunitas/Keluarga dan
Masyarakat) sesuai standar pelayanan




NO

ISU STRATEGIS/
PROGRAM/KEGIATAN

REPUBLIK INDONESIA

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat
bantuan sosial

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat
Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan
Berat

18

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Terlaksananya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia yang mendapatkan
Pelayanan Sosial di dalam dan di luar panti

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat
bantuan sosial

19

Rehabilitasi dan Perlindungan
Sosial Anak

Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi
anak balita, anak terlantar/jalanan, anak
berhadapan dengan hukum, anak dengan
disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan
khusus

Jumlah anak balita, anak terlantar /jalanan,
anak berhadapan dengan hukum, anak dengan
disabilitas, anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang mendapatkan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial di dalam dan
di luar panti

20

Jaminan Kesejahteraan Sosial
(Bantuan Tunai Bersyarat)

Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi
masyarakat miskin dan rentan

Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang
mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH

Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang
memperoleh bantuan melalui mekanisme E-
payment
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21 | Koordinasi kebijakan peningkatan | Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di Kementerian Koordinator
kualitas hidup perempuan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan bidang peningkatan kuallitas hidup Pembangunan Manusia dan
perempuan Kebudayaan
22 | Koordinasi kebijakan peningkatan | Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang
kesempatan kerja perempuan dan | bidang Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan | peningkatan kesempatan kerja perempuan
ekonomi keluarga dan Ekonomi Keluarga dan ekonomi keluarga
23 | Fasilitasi Politik Dalam Negeri Terlaksananya penyusunan Jumlah pendidikan politik untuk peningkatan | Ditjen Kesbangpol -
kebijakan, dukungan dan fasilitasi kapasitas kelompok perempuan, penyandang | Kementerian Dalam Negeri
lembaga perwakilan dan disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan
partisipasi politik lainnya
Jumlah pendidikan politik untuk politisi
perempuan
Jumlah pembangunan jaringan antar
kelompok perempuan di Indonesia
24 | Penyiapan penyusunan rancangan | Terselenggaranya penyiapan penyusunan Persentase penyusunan rancangan peraturan | Komisi Pemilihan Umum
peraturan KPU, advokasi, rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan terkait keterwakilan perempuan dalam (KPU)
penyelesaian sengketa dan penyuluhannya kepengurusan partai politik hingga 30%
penyuluhan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu
25 | Pedoman, petunjuk teknis dan Terselenggaranya bimbingan Jumlah pendidikan pemilih untuk kelompok Komisi Pemilihan Umum

bimbingan teknis/supervisi/
publikasi/sosialisasi

teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi
penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

perempuan, penyandang disabilitas, dan
kelompok marjinal /rentan lainnya

(KPU)
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penyelenggaraan pemilu dan
pendidikan pemilih
26 | Penyelenggaraan Kegiatan di Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan Jumlah UPT permasyarakatan yang Kementerian Hukum dan HAM
Bidang Kesehatan dan Perawatan kesehatan dan perawatan melaksanakan pelayanan terhadap kelompok
rentan dan resiko tinggi sesuai standar
27 | Peningkatan penyelenggaraan Peningkatan penyelenggaraan pemagangan Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan Kementerian Tenaga Kerja
pemagangan dalam dan luar negeri dalam dan luar negeri
28 | Pengembangan Standarisasi Pengembangan program pelatihan berbasis Jumlah tenaga kerja/ kelompok rentan yang
Kompetensi Tenaga Kerja kompetensi mendapat pelatihan berbasis kompetensi
29 | Pengembangan dan peningkatan Peningkatan produktivitas tenaga kerja Jumlah TK yang meningkat produktivitasnya
produktivitas
30 | Pengembangan dan Peningkatan Terwujudnya kemudahan masyarakat untuk Jumlah Tenaga Kerja Sarjana yang
Perluasan Kesempatan Kerja menjangkau sumberdaya produktif Diberdayakan agar Menjadi Wirausaha Baru
31 | Komunikasi publik dan peran serta | Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi | Jumlah masyarakat yang terpapar kampanye Kementerian Lingkungan
masyarakat dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup dan dan publikasi PPLHK meningkat setiap Hidup dan Kehutanan
kehutanan tahunnya
Meningkatnya jejaring, kemitraan organisasi Jumlah role model perilaku peduli lingkungan
lingkungan dan kehutanan dan kehutanan meningkat setiap tahun
Mitra dan jejaring lingkungan dan kehutanan
(dunia usaha, perguruan tinggi, dll) meningkat
setiap tahun
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32 | Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan | Meningkatnya pelayanan pengembangan Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Kementerian Desa, PDT, dan
Sosial Budaya Masyarakat pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat | fasilitasi dalam peningkatan kualitas Transmigrasi
sesuai standar pengarusutamaan gender (PUG) dalam
pembangunan di daerah.
33 | Pelaksanaan Penataan Ruang Sosialisasi RTR Pulau/Kepulauan Jumlah Sosialisasi RTRWN, RTR Kementerian Agraria dan Tata
Nasional Pulau/kepulauan, RTR KSN Non Perkotaan, Ruang
dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
Nasional
34 | Pelaksanaan Pengembangan Pelaksanaan Pembangunan Kota Hijau Jumlah Pemenuhan SPM dan Peningkatan
Perkotaan Percontohan (termasuk RTH) yang Responsif Kualitas Penataan Ruang Kota
Gender
35 | Pengelolaan pertanahan provinsi Terlaksananya pengaturan dan penataan Legalisasi aset hasil konsolidasi tanah
(konsolidasi tanah) penguasaan dan pemilikan tanah, serta
pemanfaatan dan penggunaan tanah secara
optimal
36 | Pengelolaan pertanahan provinsi Terlaksananya percepatan legalisasi aset Legalisasi aset hasil Prona dan lintas sektor
(Legalisasi Aset) pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan
dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah
37 | Pemberdayaan masyarakat dalam | Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan pertanahan

terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber
permodalan dan produksi serta pemberdayaan
masyarakat secara integratif dan lintassektor

pemberdayaan masyarakat
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38 | Program Penghidupan Terbentuknya kelompok masyarakat kurang Tingkat partisipasi perempuan dalam Kementerian Dalam Negeri
Berkelanjutan mampu di kantong-kantong kemiskinan tingkat Kelompok Penghidupan Berkelanjutan
kecamatan sebagai media untuk pengembangan
masyarakat kurang mampu
39 | Penguatan Perlindungan Tanaman | Mengamankan produksi tanaman pangan dari Penerapan PHT dan DPI serta Pengamatan, Kementerian Pertanian
Pangan Dari Gangguan OPT dan serangan OPT dan terkena DPI Peramalan dan Pengendalian OPT (ha)
DPI Terlaksananya pembinaan dan pengawalan
(Paket)
Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan
Iklim
40 | Pengembangan Sistem Terkelolanya Serangan OPT dalam Pengamanan Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim
Perlindungan Tanaman Produksi Hortikultura dan Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)
Hortikultura Ramah Lingkungan Persyaratan Teknis yang Terkait Dengan SLPHT (Kelompok)
Perlindungan Tanaman dalam Mendukung Ekspor | Lembaga perlindungan tanaman hortikultura
Hortikultura (Unit)
41 | Dukungan Perlindungan Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Pemberdayaan perangkat (Unit)
Perkebunan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan | SL-PHT Perkebunan (KT)
Kebun, Bencana Alam dan Dampak Perubahan Antisipasi dampak perubahan iklim
Iklim (Dokumen)
Penanganan organisme pengganggu tanaman
perkebunan (Ha)
Pemberdayaan petugas pengamat opt (Orang)
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Koordinasi Pelaksanaan Dukungan
Perlindungan Perkebunan (bulan)

42 | Penjaminan Produk Hewan yang Tercapainya Peningkatan Penyelenggaraan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang
ASUH dan Berdaya Saing Jaminan Produk Hewan yang ASUH ASUH (unit usaha)

Pencegahan Penularan Zoonosis (unit usaha)
Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit usaha)
Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk
Hewan Prospektif (unit usaha)

43 | Dukungan Manajemen dan Meningkatnya mutu hasil pertanian Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen hasil pertanian melalui LM3 (kelompok)
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Sekolah Lapangan PPHP (kelompok)
Pertanian

44 | Pengelolaan Air Irigasi untuk Meningkatnya Ketersedian Air air irigasi dalam Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan
Pertanian mendukung produksi pertanian petani pemakai air (melalui Pemberdayaan

P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif)
untuk mendukung tanaman pangan,
hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

45 | Perluasan Areal dan Pengelolaan Meningkatnya Produktivitas Lahan Pertanian, Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi,

Lahan Pertanian

Luasan Areal Pertanian Baru dan Prasarana Jalan
Usaha Tani/Jalan Produksi Serta Pengendalian
Lahan untuk Mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian

dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi
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46 | Pengembangan Ketersediaan dan Mantapnya Ketersediaan dan Penanganan Rawan | Jumlah desa mandiri pangan yang
Penanganan Rawan Pangan Pangan diberdayakan (Desa)
Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang
diberdayakan (Kawasan)
47 | Pengkajian dan Percepatan Penyediaan dan Penyebarluasan Inovasi Spesifik Jumlah teknologi spesifik lokasi (teknologi)
Diseminasi Inovasi Teknologi Lokasi Mendukung Program Strategis
Pertanian Pembangunan Pertanian Nasional dan Daerah Jumlah Model Pengembangan Inovasi
Teknologi Pertanian Bio-Industri (Model)
48 | Pelatihan Kelautan dan Perikanan | Tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan
perikanan sesuai standar kompetensi lulusan pelatihan yang kompeten Perikanan
49 | Penyuluhan Kelautan dan Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama dan | Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang
Perikanan pelaku usaha di kawasan perikanan disuluh (kelompok)
50 | Pendidikan Kelautan dan Terpenuhinya tenaga pendidik yang kompeten Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan
Perikanan sesuai standar KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)
51 | Pengembangan Usaha Meningkatnya kemampuan usaha dan Jumlah pembinaan dan perlindungan
Penangkapan Ikan dan perlindungan nelayan kenelayanan (orang)
Pemberdayaan Nelayan
52 | Pengelolaan Sistem Usaha Meningkatnya kesiapan dan kesempatan kerja di Jumlah kelompok masyarakat yang
Pembudidayaan Ikan bidang usaha Perikanan Budidaya diberdayakan melalui model pengembangam
usaha budidaya (kelompok)
53 | Pemberdayaan Masyarakat pesisir | Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian Jumlah kelompok petambak garam yang
dan Pengembangan Usaha pelaku usaha skala mikro untuk Usaha Garam diberdayakan (kelompok)
Rakyat
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54 | Peningkatan investasi dan Usaha Berkembangnya usaha di bidang pengolahan dan Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang
pascapanen pemasaran hasil perikanan tumbuh usahanya (Poklahsar)
55 | Peningkatan Serapan Pasar Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan
Domestik Hasil Kelautan dan perikanan di pasar domestik promosi dan kerjasama pemasaran hasil
Perikanan perikanan dalam negeri (Provinsi)
56 | Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan | Terwujudnya hasil litbang yang inovatif dan Jumlah model kelembagaan penyebaran
dan Perikanan implementatif di bidang Sosial Ekonomi KP IPTEK dan pemberdayaan masyarakat
(model)
I1. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
1 Pemantapan Hubungan dan Politik | Meningkatnya kerja sama di bidang politik, Persentase penanganan isu illegal migrant dan | Kementerian Luar Negeri
Luar Negeri di Kawasan Asia Timur | keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI human trafficking serta isu-isu lainnya
dan Pasifik dengan negara-negara kawasan Asia Timur dan
Pasifik
2 Pemantapan Hubungan dan Politik | Meningkatnya kerja sama di bidang politik, Persentase penanganan isu-isu Non
Luar Negeri di Kawasan Asia keamanan, ekonomi, sosial Traditional Security, illegal migrant dan
Selatan dan Tengah budaya antara RI dengan negara-negarakawasan human trafficking.
Asia Selatan dan Tengah
3 Peningkatan perlindungan dan Meningkatnya pelayanan dan perlindungan Presentase Penyelesaian Permasalahan/

pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

WNI/BHI

Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri
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4 Peningkatan Perlindungan Pekerja | Meningkatnya Perlindungan Pekerja Perempuan Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma | Kementerian Tenaga Kerja
Perempuan dan Penghapusan dan Penghapusan Pekerja Anak Kerja Perempuan
Pekerja Anak Kerjasama Lintas Sektoral perlindungan
pekerja perempuan dan anak
Advokasi pekerja perempuan dan anak
5 Penanganan Kekerasan Terhadap Terlaksananya Kegiatan Jumlah kertas kebijakan yang terkait

Perempuan

Pencegahan dan
Penanggulangan Segala
Bentuk Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Pemenuhan
Hak Korban

rekomendasi untuk penyempurnaan dan
harmonisasi peraturan perundangan-
undangan, hukum dan kebijakan yang
kondusif bagi penghapusan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan

Jumlah konsep pengembangan mekanisme
penanganan KtP di institusi penegak hukum
dalam rangka penguatan sistem peradilan
pidana terpadu penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan (SPPT-PKKTP)

Jumlah kebijakan penanganan KtP di institusi
keagamaan dan institusi kemasyarakatan
lainnya

Jumlah kebijakan untuk implementasi
Kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan
nasional yang berperspektif HAM dan gender

Komnas HAM/Komnas
Perempuan
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Persentase pesebaran isu/wilayah/mitra dan
kelompok sasaran kampanye publik dalam
rangka penyebarluasan isu KtP

Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang
ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap
perempuan dan perlindungan HAM
Perempuan

Persentase pengguna layanan Resource Centre
KtP

Jumlah konsep pengembangan sistem
pemulihan dalam makna luas bagi perempuan
korban

Jumlah laporan hasil pemantauan termasuk
pendokumentasian dan pencarian fakta serta
evaluasi atas fakta kekerasan terhadap
perempuan dan pelanggaran hak asasi
perempuan

Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

Jumlah aplikasi pengaduan online dan
database pengaduan
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Jumlah dokumen penguatan fungsi
kelembagaan Komnas Perempuan sebagai
NHRI bermandat spesifik

Koordinasi kebijakan perlindungan
perempuan dan anak

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan
bidang perlindungan perempuan dan anak

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
perlindungan perempuan dan anak

Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Penyediaan Layanan Pendidikan
Masyarakat

Penduduk usia dewasa memperoleh layanan
pendidikan keayahbundaan dalam rangka
meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat
mendidik anak sejak janin hingga dewasa

Jumlah lembaga/satuan pendidikan
menyelenggarakan pendidikan kemandirian
dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi,
kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan
seksual pada anak

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

I1I. a.

Meningkatkan kapasitas kelembagaa

n PUG

Pengarusutamaan gender bidang
pendidikan

Tersedianya kebijakan di bidang pendidikan yang
responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan yang disusun, direview,
dikoreksi, dan difasilitasi untuk
diharmonisasikan menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang pendidikan dengan memperhatikan
dimensi kewilayahan dan sosial budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang pendidikan

Jumlah dokumen profil gender bidang
pendidikan

Kementerian PP dan PA
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Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan | Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
dan masyarakat termasuk organisasi non pendidikan
pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pendidikan
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang pendidikan
Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta kebijakan PUG bidang pendidikan
antar pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, plf.sat kajian, da.n dunia Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen,
usaha:l c?alam pelaksanaan kebijakan PUG bidang PP dan PA dengan mitra terkait dalam
pendidikan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang
responsif gender
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pendidikan Pendidikan
2 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang kesehatan yang Kementerian PP dan PA

kesehatan yang responsif gender

responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi,
dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender
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Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang kesehatan dengan memperhatikan
dimensi kewilayahan dan sosial budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang kesehatan

Jumlah dokumen profil gender bidang
kesehatan

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan
dan masyarakat termasuk organisasi non
pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
kesehatan

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
kesehatan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang kesehatan

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta
antar pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia
usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang
kesehatan

Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan

Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
PP dan PA dengan mitra terkait dalam
pelaksanaan kebijakan kesehatan yang
responsif gender

Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan
Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang
kesehatan

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan
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3 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang sumber daya alam | Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA

sumber daya alam dan lingkungan

dan lingkungan yang responsif gender (UU, PP,
Perpres, Perda)

dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang sumber daya alam dan lingkungan
dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan
sosial budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang sumber daya alam dan lingkungan

Jumlah dokumen profil gender bidang sumber
daya alam dan lingkungan

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan
dan masyarakat termasuk organisasi non
pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya
alam dan lingkungan

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
sumber daya alam dan lingkungan

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
sumber daya alam dan lingkungan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan
lingkungan

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta
antar pemerintah - masyarakat termasuk

Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber
daya alam dan lingkungan
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organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang PP dan PA dengan mitra terkait tentang
sumber daya alam dan lingkungan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dan
lingkungan yang responsif gender
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber
sumber daya alam dan lingkungan daya alam dan lingkungan
4 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang politik dan Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA

politik dan pengambilan keputusan

pengambilan keputusan yang responsif gender
(UU, PP, Perpres, Perda)

dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang politik dan pengambilan
keputusandengan memperhatikan dimensi
kewilayahan dan sosial budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang politik dan pengambilan keputusan

Jumlah dokumen profil gender bidang politik
dan pengambilan keputusan

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan
dan masyarakat termasuk organisasi non
pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan PUG bidang politik dan pengambilan
keputusan

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
politik dan pengambilan keputusan

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
politik dan pengambilan keputusan
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Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang politik dan
pengambilan keputusan

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam

dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan

antar pemerintah - masyarakat termasuk pengambilan keputusan

organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.

usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang PPPA dengan mitra terkait tentang

politik dan pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan bidang politik dan
pengambilan keputusan yang responsif
gender

Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan

Politik dan Pengambilan Keputusan pengambilan keputusan

5 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang hukum yang Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA

hukum

responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang hukum dengan memperhatikan
dimensi kewilayahan dan sosial budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang hukum

Jumlah dokumen profil gender bidang hukum




ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan | Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang

dan masyarakat termasuk organisasi non hukum

pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi

pelaksanaan PUG bidang hukum tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
hukum
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang hukum

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam

dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum

antar pemerintah - masyarakat termasuk Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.

organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | PP dan PA dengan mitra terkait tentang

usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pelaksanaan kebijakan hukum yang responsif

hukum gender

Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum

hukum

6 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang ketenagakerjaan | Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA
ketenagakerjaan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda) dan difasilitasi untuk diharmonisasikan

menjadi responsif gender




NO

ISU STRATEGIS/
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang ketenagakerjaan dengan
memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial
budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang ketenagakerjaan

Jumlah dokumen profil gender bidang
ketenagakerjaan

Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
dalam pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
ketenagakerjaan

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta
antar pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia
usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan

Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan

Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
PP dan PA dengan mitra terkait tentang
pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang
responsif gender

Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan
Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang
ketenagakerjaan

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan




ISU STRATEGIS/
N ASARAN INDIKATOR PELAKSANA
0 PROGRAM/KEGIATAN SAS 0 S
7 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang KUKM dan Indag | Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA

koperasi, usaha kecil dan mikro,
industri, dan perdagangan (KUKM
dan Indag)

yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang KUKM dan Indag dengan
memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial
budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang KUKM dan Indag

Jumlah dokumen profil gender bidang KUKM
dan Indag

Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
dalam pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha
mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
KUKM dan Indag

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
KUKM dan Indag

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang KUKM dan Indag

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta
antar pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia
usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang
KUKM dan Indag

Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan
Indag

Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
PP dan PA dengan mitra terkait tentang
pelaksanaan kebijakan bidang KUKM dan
Indag




ISU STRATEGIS/
NO SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
PROGRAM/KEGIATAN
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan
KUKM dan Indag Indag
8 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang pertanian, Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA

pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis

kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan
pangan, dan agrobisnis yang responsif gender (UU,
PP, Perpres, Perda)

dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif genderp

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis
dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan
sosial budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

Jumlah dokumen profil gender bidang
pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis

Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
dalam pelaksanaan PUG bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan
pangan, dan agrobisnis

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis




ISU STRATEGIS/

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam

dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian,

antar pemerintah - masyarakat termasuk kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan

organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | pangan, dan agrobisnis

usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.

pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, PP dan PA dengan mitra terkait tentang

ketahanan pangan, dan agrobisnis pelaksanaan kebijakan pertanian, kehutanan,
perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis yang responsif gender

Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian,

pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan

ketahanan pangan, dan agrobisnis pangan, dan agrobisnis

9 Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang Iptek dan sumber | Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA
Iptek dan sumber daya ekonomi daya ekonomi yang responsif gender (UU, PP, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan

Perpres, Perda) menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan Jumlah K/L terkait dan Pemda yang

gender bidang Iptek dan sumber daya ekonomi difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang Iptek dan sumber daya ekonomi




ISU STRATEGIS/

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan | Jumlah dokumen profil genderbidang Iptek
sosial budaya dan sumber daya ekonomi
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang Iptek
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi | dan sumber daya ekonomi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
dalam pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumber tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
daya ekonomi Iptek dan sumber daya ekonomi

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang Iptek dan sumber daya
ekonomi
Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan
antar pemerintah - masyarakat termasuk sumber daya ekonomi
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang PP dan PA dengan mitra terkait tentang
Iptek dan sumber daya ekonomi pelaksanaan kebijakan Iptek dan sumber daya
ekonomi yang responsif gender
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan
Iptek dan sumber daya ekonomi sumber daya ekonomi
10 | Pengarusutamaan gender bidang Tersedianya kebijakan di bidang infrastruktur Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, Kementerian PP dan PA

infrastruktur

yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender




NO

ISU STRATEGIS/
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan
gender bidang infrastruktur dengan
memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial
budaya

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil gender
bidang infrastruktur

Jumlah dokumen profil gender bidang
infrastruktur

Meningkatnya pemangku kepentingan dan
masyarakat termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan
PUG bidang infrastruktur

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang
infrastruktur

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrasturktur

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan PUG bidang infrastruktur

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta
antar pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia
usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrastruktur

Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrastruktur

Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
PP dan PA dengan mitra terkait tentang
pelaksanaan kebijakan infrastruktur yang
responsif gender

Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan
Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang
infrastruktur

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrastruktur




ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
11 | Peningkatan ketersediaan data Tersedianya publikasi data dan informasi gender, Jumlah publikasi tentang profil gender dan Kementerian PP dan PA
gender dan anak perempuan, anak anak
Meningkatnya koordinasi pelaksanaaan sistem Jumlah SDM terlatih tentang sistem data
data gender dan anak terpilah, statistik gender dan anak
Jumlah K/L dan Pemda yang berkontribusi
aktif dalam penyelenggaraan sistem data
gender dan anak
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Aplikasi dan Jumlah Sistem Aplikasi Data yang terintegrasi
Jaringan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan data K/L, Pemda, serta SIM Pimpinan
Website
12 | Program Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan | Persentase kesesuaian antara muatan Kementerian PPN/ Bappenas
Pembangunan Nasional Bidang bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, | rancangan RKP dengan RPJMN di bidang
Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak kependudukan, pemberdayaan perempuan
Perempuan, dan Perlindungan dan perlindungan anak (100%)
Anak
13 | Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan | Meningkatkan pelayannan pengembangan Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Kementerian Desa,

Sosial Budaya Masyarakat

pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
sesuai standar

Keluarga (PKK) termasuk Penguatan
Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan
Sosial Dasar Masyarakat

Peningkatan kualitas pengarusutamaan
gender (PUG) dalam pembangunan di daerah

Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan
dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan

Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi




ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM /KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
penanganan masalah sosial (HIV/AIDS, Lansia,
Disabilitas, Pendidikan dan Kesehatan)
14 | Pengembangan Tenaga dan Terselenggaranya pengembangan tenaga dan Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang | Badan POM
Manajemen Pengawasan Obat dan | manajemen pengawasan Obat dan Makanan serta ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan
Makanan penyelenggaraan operasional perkantoran S1,S2,S3
15 | Penyelenggaraan Program Diploma | Meningkatnya kualitas pendidikan di STMKG Jumlah taruna MKG yang terdidik dan BMKG
STMKG memenuhi standar mutu SDM BMKG
16 | Pengarusutamaan gender dalam Meningkatnya keadilan gender dalam manajemen | Jumlah peserta diklat fungsional dan diklat LAN
pembangunan bidang aparatur ASN PIM yang berimbang antara proporsi laki-laki
negara dan reformasi birokrasi dan perempuan
Penerbitan peraturan perundang-undangan KemenPAN dan RB
tentang manajemen ASN yang responsif
gender
Penataan sarana dan prasarana yang KemenPAN dan RB
responsif gender di kantor pemerintahan
17 | Pembinaan Pelaksanan Penataan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah Kementerian Agraria dan Tata
Ruang Daerah II Provinsi dan Kabupaten di Pulau Bali, Nusa Ruang
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan
Papua




ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM /KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
18 | Pembinaan Pelaksanaan Penataan | Diseminasi Regional Bidang Penataan Ruang Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah
Ruang Daerah | Wilayah Jawa dan Sumatera
19 | Pelaksanaan Penataan Ruang Penerbitan Buletin Tata Ruang Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan
Nasional Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas
Wilayah
20 | Pembinaan Program Ditjen Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan | Jumlah Laporan Pembinaan Kemitraan
Penataan Ruang Ruang Masyarakat dan Dunia Usaha
Pelatihan Pembentukan Pelopor Madya Penataan
Ruang
21 | Peningkatan pendaftaran tanah Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan Jumlah PPAT yang ditetapkan
dan guna ruang pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan
rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan
perairan, serta PPAT
22 | Kegiatan pendidikan dan pelatihan | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
bidang pertanahan lingkungan BPN yang berkualitas teknis dan struktural bagi pegawai di
lingkungan BPN RI
23 | Rehabilitasi Sosial bagi Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang | Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya Kementerian Sosial

Penyandang Disabilitas

disabilitas

dalam memberikan Rehabilitasi Sosial
penyandang disabilitas

Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi
penyandang disabilitas yang telah
dikembangkan/dibantu




ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA
24 | Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlaksananya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut
usia yang telah dikembangkan/dibantu
25 | Rehabilitasi dan Perlindungan Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi | Jumlah anak balita, anak terlantar & jalanan,
Sosial Anak anak balita, anak terlantar/jalanan, anak anak berhadapan dengan hukum, anak dengan
berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang mendapat bantuan
disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan | sosial
Khusus Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
yang telah dikembangkan/dibantu
26 | Analisis dan Pengembangan Jumlah publikasi/laporan Indeks Kesetaraan Indeks Kesetaraan Gender (IKG) Badan Pusat Statistik
Statl.St.lk (Pe.ng.embangan dan Gender dan Pemberdayaan Gender yang terbit Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
analisis statistik) tepat waktu
27 | Pemantapan Sistem Pelatihan Terlatihnya Non Aparatur Pertanian untuk Jumlah Non Aparatur yang Ditingkatkan Kementerian Pertanian
Pertanian Meningkatkan Kompetensi Kerja Kapasitasnya Melalui Pelatihan Pertanian
28 | Monitoring, evaluasi, pelaporan Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan PUG di Bidang Koperasi dan UMKM Kementerian Koperasi dan
dan pengelolaan data dan kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, UMKM
informasi koperasi dan UMKM serta pengelolaan data dan sistem informasi
KUMKM
III. b. | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
1 Peningkatan Perlindungan Tersedianya kebijakan perlindungan perempuan Jumlah kebijakan yang disusun, direview, Kementerian PP dan PA
perempuan dari tindak kekerasan | dari tindak kekerasan yang lengkap dan harmonis | dikoreksi, dan diharmonisasikan
(PP, Perpres)

1-54




NO

ISU STRATEGIS/
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
kekerasan terhadap perempuan yang
berkelanjutan

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil kekerasan
terhadap perempuan

Jumlah dokumen profil perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan

Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
tentang tindak kekerasan terhadap perempuan
serta dampaknya

Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan (pencegahan, penanganan, dan
pemberdayaan)

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta
antar pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia
usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan

Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan
Pemda

Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
PP dan PA dengan mitra terkait tentang




ISU STRATEGIS/
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA

pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan | Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

2 Peningkatan pencegahan dan Tersedianya kebijakan pencegahan dan Jumlah kebijakan yang disusun, direview, Kementerian PP dan PA

penanganan tindak pidana
perdagangan orang (TPPO)

penanganan TPPO yang lengkap dan harmonis
(PP, Perpres)

dikoreksi, dan diharmonisasikan

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
pencegahan dan penanganan TPPO yang
berkelanjutan

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil pencegahan
dan penanganan TPPO

Jumlah dokumen profil pencegahan dan
penanganan TPPO

Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
tentang pencegahan dan penanganan TPPO

Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan
penanganan TPPO

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang
perlindungan pencegahan dan penanganan
TPPO
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Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta pelaksanaan kebijakan pencegahan dan
antar pemerintah - masyarakat termasuk penanganan TPPO di K/L dan Pemda
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
usaha dalam pencegahan dan penanganan TPPO PP dan PA dengan mitra terkait tentang
pencegahan dan penanganan TPPO
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan | Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO
pencegahan dan penanganan TPPO
3 Peningkatan perlindungan bagi Tersedianya kebijakan perlindungan bagi tenaga Jumlah peraturan yang disusun, direview, Kementerian PP dan PA

tenaga kerja perempuan

kerja perempuan yang lengkap dan harmonis (PP,
Perpres)

dikoreksi, dan diharmonisasikan

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang
berkelanjutan

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan
bagi tenaga kerja perempuan

Jumlah dokumen profil perlindungan bagi
tenaga kerja perempuan

Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
tentang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan
kebijakan pelaksanaan kebijakan
perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
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Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang
perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam

dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi

antar pemerintah - masyarakat termasuk tenaga kerja perempuan di K/L dan Pemda

organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.

usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan | PP dan PA dengan mitra terkait tentang

bagi tenaga kerja perempuan pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi
tenaga kerja perempuan

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan | Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

4 Peningkatan perlindungan bagi Tersedianya kebijakan perlindungan bagi Jumlah kebijakan yang disusun, direview, Kementerian PP dan PA

perempuan dengan masalah sosial

perempuan dengan masalah sosial yang lengkap
dan harmonis (PP, Perpres)

dikoreksi, dan diharmonisasikan

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
perlindungan bagi perempuan dengan masalah
sosial yang berkelanjutan

Jumlah K/L terkait dan Pemda yang
difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan
perempuan dengan masalah sosial

Jumlah dokumen profil perlindungan
perempuan dengan masalah sosial

Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi
non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha

Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi perempuan
dengan masalah sosial
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tentang perlindungan bagi perempuan dengan Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi
masalah sosial tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang
perlindungan bagi perempuan dengan
masalah sosial
Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam
dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi
antar pemerintah - masyarakat termasuk perempuan dengan masalah sosial di K/L dan
organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia | Pemda
usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan | Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.
bagi perempuan dengan masalah sosial PP dan PA mitra terkait tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi perempuan
dengan masalah sosial
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan | Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan
perlindungan bagi perempuan dengan masalah masalah sosial
sosial
5 Penyajian Data Statistik Kriminal Tersedianya basis data yang dapat menyajikan Pengelolaan Data Statistik Kriminal Kejaksaan Republik Indonesia

dan Teknologi Informasi

informasi data perkara secara akurat, cepat dan
lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan
perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat
diakses oleh masyarakat

Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan
Pengembangan Teknologi Sistem Informasi
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6 Penyelenggaraan Pendidikan dan Terlaksananya pendidikan dan latihan Teknis Jumlah Angkatan Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan Teknis Fungsional Fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas Teknis Fungsional
dan profesionalisme Aparatur Kejaksaan
7 Kerjasama dan Instrumen HAM Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan | Jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan | Kementerian Hukum dan HAM
peraturan perundang-undangan dalam perspektif | perundang-undangan dalam perspektif HAM
HAM
8 Perancangan Peraturan Tersusunnya rancangan peraturan perundang- Persentase Rancangan Peraturan Perundang-
Perundang-undangan undangan, terlaksananya pembahasan RUU di DPR, | undangan di bawah UU yang mampu
meningkatnya pembinaan pejabat fungsional menjawab kebutuhan masyarakat dan
perancang peraturan perundang-undangan, serta perkembangan global yang disusun secara
terwujudnya pelayanan dokumentasi dan tepat waktu
kepustakaan hukum
9 Harmonisasi Peraturan Perundang- | Terselesainya pengharmonisasian Persentase penyelesaian rancangan peraturan
undangan rancangan peraturan perundangundangan perundang-undangan di bidang kesejahteraan
tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan
keuangan, perbankan, industri, perdagangan, permohonan
sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan
rakyat




1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang
1.2.1 Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Selama kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasil
menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,80 juta orang. Pada
tahun 2009, persentase penduduk miskin masih mencapai 14,15 persen
atau 32,53 juta orang, dan pada bulan September 2014 angka kemiskinan
menurun menjadi 10,96 persen atau sebanyak 27,73 juta orang.

Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selama periode
2010-2014 adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (pro-poor,
pro-job, dan pro-growth) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengurangan kemiskinan pada periode tersebut dicapai melalui berbagai
kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program,
yakni 1) perlindungan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3)
pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan 4) program pro rakyat.

1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi per kapita penduduk
secara nasional tumbuh sekitar 4,87 persen antara tahun 2008-2012.
Hanya 20,0 persen penduduk teratas yang pertumbuhannya di atas rata-
rata nasional, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 50 juta jiwa.
Sementara itu, sekitar 80,0 persen penduduk lainnya mempunyai tingkat
pengeluaran konsumsi dibawah rata-rata nasional. Gambaran ini
mencerminkan bahwa Indonesia masih mengalami ketidakmerataan
distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan
menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar kelompok
masyarakat. Ini berarti, pendapatan nasional belum dapat dinikmati oleh
seluruh penduduk, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan
antar kelompok masyarakat, yang dicerminkan oleh meningkatnya gini
rasio dari 0,37 tahun 2007 menjadi 0,41 tahun 2012. Ketidakmerataan
pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih
besarnya angka kemiskinan dan kerentanan, yang dicerminkan oleh
angka kemiskinan turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja
yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti, meskipun
tingkat pengangguran menurun.
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GAMBAR 1.1
LAJU PERTUMBUHAN PENGELUARAN PER KAPITA, 2008-2012
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Sumber: BPS dan TNP2K (2013)

Pada periode yang sama, pertumbuhan pengeluaran konsumsi per
kapita di pedesaan rata-rata 3,54 persen, dan di perkotaan sebesar 5,61
persen. Berdasarkan perubahan harga yang berbeda, di pedesaan lebih
merata dibandingkan perkotaan. Pengeluaran konsumsi di perdesaan
meningkat mulai percentile ke 40,0. Tetapi hanya 30,0 persen penduduk
teratas yang tumbuh di atas rata-rata. Di perkotaan, meningkat mulai
percentile ke 30,0, dan 20,0 persen penduduk teratas tumbuh diatas rata-
rata. Dampak dari kecenderungan ini adalah terdapatnya kesenjangan
antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, pendapatan riil buruh
diperkirakan tidak mengalami perubahan, sementara pendapatan riil
tenaga profesional meningkat. Walaupun demikian jumlah buruh non
pertanian memang meningkat.




Py [
E “‘:&)o
= h
5 P

o8 /24

Q Y2
L=

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 1.2
LAJU PERTUMBUHAN PENGELUARAN PER KAPITA,
2008-2012 PERKOTAAN DAN PERDESAAN
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Sumber: BPS dan TNP2K

Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40
persen penduduk berpendapatan terbawah adalah angkatan kerja yang
bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja
paruh waktu (part time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah
tangga nelayan dan petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal
dan buruh perkotaan, serta rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja
keluarga tanpa upah (unpaid worker). Sementara itu, laju pertumbuhan
rumah tangga petani dan nelayan relatif tinggi dengan tingkat kemiskinan
yang juga tinggi. Sehingga persoalan dalam pasar kerja berubah dari
pengangguran terbuka menjadi setengah pengangguran.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena ini adalah semakin
banyaknya tenaga kerja yang memiliki produktivitas kerja yang rendabh,
atau curahan waktu kerja di bawah jam kerja normal meningkat.
Fenomena ini menghasilkan produktivitas sebagian dari rumah tangga
menjadi rendah, yang ditandai dengan masa kerja yang tidak stabil. Rumah
tangga nelayan merupakan rumah tangga yang sangat rentan akan
persoalan kemiskinan dan kurangnya produktivitas kerja. Ditemukan
sebanyak 82,0 persen rumah tangga menguasai penghasilan 40,0 persen
terendah, sementara hanya 6,4 persen rumah tangga yang menguasai 20,0
persen kelompok penghasilan tertinggi. Angka ketimpangan penghasilan
sesama rumah tangga nelayan ditemukan dengan gini rasio setinggi 0,54;
sementara untuk kelompok rumah tangga dalam rentang 0,30-0,40
(Andalas University Press).




Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional
yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan
perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan,
pengangguran, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kesulitan-
kesulitan lain dalam masyarakat. Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan
status pekerjaan rumah tangga diatas, memberikan gambaran tentang
kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai kondisi
pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8 persen dari pekerja. Sehingga
wajar jika pertumbuhan kelompok 40,0 persen terbawah relatif rendah
dibawah rata-rata nasional.

Pertumbuhan inklusif merupakan salah satu syarat untuk
menghilangkan kesenjangan pembangunan. Pertumbuhan harus mampu
mendorong pemerataan, dengan pola pertumbuhan yang memaksimalkan
potensi ekonomi, pola pertumbuhan yang dapat menyertakan sebanyak-
banyaknya angkatan ke dalam pasar tenaga kerja yang baik (Decent Job),
dan pola pertumbuhan yang ramah keluarga miskin. Standar hidup
penduduk berpenghasilan 40,0 persen terbawah harus dapat ditingkatkan
dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan
sosial. Akses yang sama juga harus tersedia untuk menunjang kegiatan
ekonomi semua pelaku pembangunan. Dukungan terhadap perekonomian
inklusif harus dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor
pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari
pertumbuhan yang cenderung ke sektor yang padat modal dan bukan
padat tenaga kerja.

1. Pertumbuhan ekonomi kurang menyerap tenaga kerja sejumlah
yang dibutuhkan

a. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak menyerap tenaga kerja di
sektor jasa, yang produktivitasnya rendah.

b. Kondisi booming kenaikan harga internasional dari komoditas
ekspor utama Indonesia seperti perkebunan (crude palm oil) dan
sumber daya alam (misalnya batu bara) yang terjadi selama 10
tahun terakhir

c. Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi
yang mempengaruhi daya saing kelompok masyarakat menengah
ke bawah, berdampak pada produktivitas masyarakat yang relatif
rendah.




d. Tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kelompok
ekonomi menengah ke atas yang ditunjukkan oleh fertilitas pada
kuantil terendah (TFR = 3,2) jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan kuantil tertinggi (TFR = 2,2).

e. Keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif yang
membatasi peningkatan produksi dan skala usaha yang
mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.

Perlindungan sosial yang belum komprehensif

Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namun
sebagian besar penduduk lainnya masih menghadapi kerentanan
terhadap berbagai risiko sepanjang siklus hidup seperti sakit, krisis
ekonomi dan bencana alam. Diperkirakan 4,5 juta dari 6 juta rumah
tangga berpendapatan terendah tetap dalam kemiskinan selama 3
tahun lebih, sedangkan 1,5 juta terancam selalu dalam kondisi miskin
(Susenas, BPS).

Meskipun saat ini tercatat 86,4 juta jiwa penduduk kurang mampu
menjadi penerima bantuan iuran (PBI), masih terdapat 1,8 juta jiwa
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum
mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk jaminan sosial
ketenagakerjaan, cakupan saat ini masih terfokus pada pekerja sektor
formal.

Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya
perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat
dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada
pelambatan penurunan kemiskinan. Hak-hak dan kebutuhan dasar
masyarakat kurang mampu menyangkut hak untuk mendapatkan
identitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap
pendidikan, kepemilikan rumah yang layak, penerangan yang cukup,
fasilitas sanitasi layak, dan akses terhadap air bersih. Walaupun pada
umumnya akses terhadap pelayanan dasar telah meningkat, namun
ketimpangan akses pelayanan dasar antar kelompok pendapatan
masih cukup besar.




Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat
ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar
(supply side), penjangkauan oleh masyarakat miskin (demand side),
serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan
dasar (supply side), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum
memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu.

Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam
mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan

Kesulitan untuk meningkatkan penghidupannya dicirikan oleh: (i)
keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan dan
permodalan; (ii) bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian
atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan
terhadap guncangan (shock); (iv) belum memadainya kepemilikan
aset produksi bagi petani dan nelayan; (v) terbatasnya keterampilan
dan kemampuan

Jumlah rumah tangga pertanian dengan lahan < 1.000 m2 berkurang
sejumlah 5,04 juta dalam kurun waktu sepuluh tahun (Sensus
Pertanian, 2013). Dengan fokus pembangunan pada sektor pertanian,
dan target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, kondisi ini
perlu mendapat perhatian khusus. Keterlibatan petani kecil dalam
program pembangunan perlu dipastikan agar dapat meningkatkan
taraf kehidupan lebih baik.

Permasalahan besar lain bagi petani miskin adalah keterbatasan
lahan. Terkait dengan permasalahan lahan ini, sejak tahun 2007
pemerintah telah meluncurkan Program Pembaharuan Agraria
Nasional (PPAN) atau dikenal dengan Land Reform Plus yang
ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan-lahan terlantar,
dengan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Namun
dirasa hasilnya belum optimal.

Tantangan dalam mengurangi kesenjangan dan penurunan
kemiskinan, dan untuk memastikan seluruh penduduk memperoleh
akses terhadap sumber penghidupan yang produktif diantaranya:

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan pemerataan
pembangunan dan penurunan kemiskinan;




b. Memperbesar investasi di sektor padat pekerja sehingga dapat
menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja khususnya
yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah;

c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil
sehingga dapat memiliki kepastian usaha untuk terus tumbuh
dan berkembang secara berkelanjutan;

d. Menjaga risiko ancaman perubahan iklim dan degradasi daya
dukung lingkungan yang utamanya akan mempengaruhi petani
dan nelayan;

e. Menyempurnakan sistem  perlindungan sosial yang
komprehensif untuk seluruh penduduk;

f. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor
pertanian yang masih terkendala pada tertinggalnya sarana dan
prasarana perekonomian dan terbatasnya akses terhadap kredit
dan jasa keuangan untuk petani di daerah perdesaan;

g. Mempertajam program-program khusus untuk masyarakat
miskin melalui ketepatan sasaran penerima, fokus, dan lokus
kegiatan dukungan data terkini melalui pemutakhiran dan
validasi secara berkala;

h. Mengurangi ketimpangan akses pengelolaan lahan dan
keterbatasan ketersediaan lahan, termasuk pola konversi
terhadap lahan kehutanan yang dapat dilakukan menurut
peraturan perundangan.

1.2.1.2 Sasaran Bidang

Sesuai dengan amanat RPJP 2005-2025 dan mempertimbangkan
tingginya tingkat ketimpangan dan pola penurunan tingkat kemiskinan
selama ini, permasalahannya, serta tantangan yang akan dihadapi dalam
lima tahun mendatang, maka sasaran utama (impact) yang ditetapkan
adalah:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 7 - 8 persen pada akhir
2019.

2. Mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan pada akhir tahun
2019 sekitar 0,36, agar pendapatan penduduk 40,0 persen terbawah
meningkat, dan beban penduduk miskin berkurang.
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TABEL 1.3
TARGET KONDISI EKONOMI DAN KEMISKINAN 2015-2019

Tingkat
Kemiskinan
(%)

Keterangan: *)  Tingkat kemiskinan bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan
pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014

10,969

(September 2014) 9,5-10,5 | 9,0-10,0 | 8,5-9,5 | 7,5-8,5 | 7,0-8,0

Sasaran (output) dalam lima tahun mendatang adalah sebagai
berikut:

1. Menciptakan pekerjaan yang berkualitas (decent job):

a. Memperluas kesempatan Kkerja di sektor industri melalui
investasi padat pekerja;

b. Meningkatnya peluang kerja dan berusaha bagi penduduk
kurang mampu;

c. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil terhadap kesempatan
pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan
pengembangan teknologi;

d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi
yang berkualitas;

e. Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan
kegiatan ekonomi yang inklusif terutama bagi penyandang
disabilitas dan lanjut usia; dan

f. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat
kurang mampu.

2. Penyelenggaraan perlindungan sosial:

a. Tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup
yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang
menyejahterakan;

b. Tersedianya program asistensi sosial temporer berbasis
individu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagi kelompok
masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan
guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas;




Meningkatnya pendampingan dan pelayanan sosial bagi
penduduk kurang mampu;

Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang masuk dalam
cakupan skema jaminan kesehatan nasional, baik melalui subsidi
pemerintah pusat dan daerah, maupun kepesertaan mandiri,
termasuk pekerja informal;

Meningkatnya ketersediaan akses lingkungan dan sistem sosial
yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan
kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan;

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem
rujukan dan layanan terpadu;

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi
untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang
disabilitas, lansia, dan kelompok masyarakat marjinal;

3. Peningkatan pelayanan dasar:

a.

Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang
terintegrasi terkait penyediaan paket pelayanan dasar;

Tersedianya kriteria penargetan sasaran pelayanan dasar yang
disepakati kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah
daerah;

Tersedianya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
secara sinergis yang mendorong penyediaan dan distribusi
sumber daya manusia penyedia layanan (tenaga kesehatan,
tenaga pendidikan, dan pekerja sosial) di kantong-kantong
kemiskinan

Tersedianya mekanisme pelayanan terpadu dari
kementerian/lembaga (K/L) terkait sehingga dapat menjangkau
pelayanan untuk mendapatkan identitas hukum dan pelayanan
administrasi kependudukan;

Tersedianya mekanisme pendataan, perencanaan dan
penganggaran partisipatif, serta lebih berpihak pada masyarakat
miskin terkait pelayanan dasar yang melibatkan masyarakat
kurang mampu;

Tersedianya mekanisme pemantauan oleh masyarakat di tingkat
kecamatan dan/atau desa terhadap ketersediaan dan kualitas
pelayanan dasar, termasuk mekanisme untuk memberi umpan
balik terhadap penyedia layanan.
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TABEL 1.4
TARGET CAKUPAN PELAYANAN DASAR PADA TAHUN 2019

Kepemilikan akte lahir 77,4 0.77
Cakupan persalinan di

fasilitas kesehatan 70 0.62
Cakupan imunisasi dasar
lengkap pada anak usia 12- 63 0,74

23 bulan

Angka pemakaian
kontrasepsi (contraceptive
prevalence rate/CPR) suatu 65 0.92
cara (all methods) pada
perempuan usia 15-49th
Persentase SD/MI

berakreditasi minimal B 84,2 na
Persentase SMP/Mts

berakreditasi minimal B 81,0 na
Persentase SMA/MA

berakreditasi minimal B 84,6 na
Rasio elektrifikasi 100 1.0
Akses air minum layak 100 1.0
Akses sanitasi layak 100 1.0
Rumah tangga

berpendapatan rendah yang 18,6 juta i
dapat mengakses hunian Rumah Tangga

layak

Keterangan:

e Target Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat
SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C lihat Tabel 2.9.

e Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20% masyarakat termiskin dan terkaya tingkat SMP/MTs
dan SMA/MA/SMK lihat Tabel 2.8.

4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan:

a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurang
mampu yang memperoleh program Pengembangan Penghidupan
Berkelanjutan;

b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai
media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan
penduduk miskin;




c. Terbentuknyakemitraan pemerintah di tingkat pusat, pemerintah
daerah, dan pihak swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan
kapasitas;

d. Meningkatnya Kketerampilan masyarakat miskin dalam
kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha;

e. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang
akses masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset
kepemilikan;

f. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di
kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media
untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;

g. Terbentuknya mekanisme dalam pengembangan keterampilan
masyarakat kurang mampu dan penyaluran tenaga kerja dan
pengembangan wirausaha; dan

h. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal dan
pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu oleh
pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan
kecamatan.

1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan konsumsi
per kapita penduduk 40 persen terbawah lebih cepat untuk memulihkan
distribusi pendapatan yang lebih merata ditempuh dengan:

1. Membangun Landasan yang Kuat agar Ekonomi Terus Tumbuh
Menghasilkan Kesempatan Kerja yang Berkualitas. Kualitas
pekerjaan yang tercipta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
bagi 40 persen penduduk terbawah melalui:

a. Penyediaan lapangan kerja baru sebagai salah satu sarana
meningkatkan pendapatan penduduk.

b. Tersedianya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru,
baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing.

c. Dukungan regulasi yang mendorong peningkatan iklim investasi
yang positif, peraturan yang efisien dan transparan, serta iklim
ketenagakerjaan yang menguntungkan pekerja dan pengusaha.

d. Memperbaiki sistem perpajakan antara lain dengan memberikan
pengecualian pada barang-barang pokok yang banyak dikonsumsi
masyarakat kurang mampu.




2. Meningkatkan produktivitas sektor/subsektor ekonomi

Kebijakan ini erat kaitannya dengan transformasi struktur ekonomi
ke arah sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah tinggi dan
menyerap tenaga Kerja.

a. Sektor pertanian merupakan pemberi kesempatan kerja besar
dan membantu dalam ketahanan pangan, dapat ditingkatkan
produktivitasnya sehingga meningkatkan penghasilan petani.

b. Sektor industri memiliki potensi dapat menggerakkan
pertumbuhan, menciptakan lapangan Kkerja dan membawa
perbaikan pada Kkesejahteraan hidup pekerja. Penekanan
diarahkan pada jenis industri yang lebih beragam dan beralih dari
produksi komoditas ke arah produksi yang memberi nilai tambah
tinggi disertai keterampilan memadai, serta membangun
keterkaitan antar industri dan pertanian.

c. Memberikan insentif bagi industri padat pekerja terutama pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah.

d. Menguatkan konektivitas lokasi perdesaan dengan pembangunan
infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang
dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikto dan
kecil kepada pusat ekonomi terdekat.

e. Meningkatkan akses penduduk kurang mampu terhadap akses
pengelolaan lahan terutama lahan pertanian dan akses terhadap
modal usaha dan peningkatan keahlian tenaga kerja.

3. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif

a. Penataan asistensi sosial reguler dan temporer berbasis
keluarga dan siklus hidup, melalui Program Keluarga
Produktif dan Sejahtera, meliputi:

1) Mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasis keluarga
bagi keluarga miskin dan rentan yang memiliki anak,
penyandang disabilitas, dan lanjut usia, dalam bentuk bantuan
tunai bersyarat dan/atau sementara, bantuan pangan
bernutrisi, dan pendampingan pengasuhan.

Untuk penyaluran asistensi sosial dalam bentuk bantuan tunai,
dikembangkan penyaluran dengan skema uang elektronik
(UNIK) dan memanfaatkan agen layanan keuangan digital
sebagai tempat pencairan bantuan.




2) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis
komunitas untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga,
serta menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti sebagai
alternatif terakhir. Pelayanan bagi lanjut usia dan rehabilitasi
bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok
masyarakat marjinal berbasis komunitas dapat dilakukan
melalui peningkatan kapasitas pendampingan sosial dan
ekonomi.

3) Meningkatkan integrasi program pemberdayaan bagi
penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan
kemampuan keluarga dan inklusi keuangan, serta peningkatan
akses layanan keuangan sehingga membuka kesempatan bagi
pengembangan ekonomi.

4) Transformasi subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan
rendah secara bertahap menjadi bantuan pangan bernutrisi
(tidak hanya beras, namun juga bahan makanan lainnya,
seperti telur, kacang-kacangan, dan susu). Perbaikan proses
bisnis mencakup pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
dan pengembalian melalui mekanisme penyaluran bantuan
menggunakan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS),
terutama di daerah yang memiliki jaringan ritel memadai.

5) Melaksanakan asistensi sosial temporer, baik yang berskala
individu (seperti korban kekerasan, penyalahgunaan NAPZA
dan trafficking), maupun kelompok (kebencanaan dan
guncangan ekonomi).

6) Penataan asistensi sosial temporer di tingkat pusat maupun
daerah dilakukan melalui i) peningkatan koordinasi dan
pembagian wewenang dalam antar kementerian/lembaga
dalam pelaksanaan asistensi sosial temporer; ii) penyediaan
layanan yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga dalam
penanganan kasus; iii) peningkatan akses dan cakupan
pelayanan untuk individu maupun kelompok penduduk yang
mengalami permasalahan.

b. Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja
informal

1) Meningkatkan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait
pentingnya dan manfaat jaminan sosial kesehatan bagi
seluruh penduduk dan ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

2) Mengembangkan skema perluasan kepesertaan bagi
penduduk rentan dan pekerja informal melalui berbagai
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pendekatan, termasuk metode pendaftaran, pembayaran
iuran, dan klaim manfaat yang mudah.

c. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat
marjinal pada setiap aspek penghidupan

1) Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat
pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk
penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan
kelompok masyarakat marjinal lain. Untuk itu disusun
rencana aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup hak
asasi penyandang disabilitas serta regulasi pendukung bagi
pelayanan lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok
marjinal;

2) Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan
kesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi
penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal
lainnya. Penyuluhan dan pendidikan dilaksanakan melalui
pemanfaatan teknologi informasi; promosi/kampanye sosial
melalui multimedia, sosialisasi, pelatihan, dan aksi sosial;
serta pengarusutamaan rehabilitasi berbasis komunitas di
tingkat masyarakat, termasuk edukasi pengasuhan terhadap
keluarga miskin yang memiliki anggota yang menyandang
disabilitas dan lanjut usia.

d. Penguatan peran kelembagaan sosial

1) Mengembangkan sistem rujukan dan layanan terpadu, pada
tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensi
sosial, melalui: i) penguatan fungsi pendampingan dan
penjangkauan oleh SDM kesejahteraan sosial; ii)
peningkatan jejaring kerja melalui media, dunia usaha, dan
masyarakat,; iii) pengembangan skema pendidikan dan
pelatihan bagi SDM  kesejahteraan sosial serta
pengembangan kapasitas pengelolaan data.

4. Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik
terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu
administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,
dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air
minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).
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TABEL 1.5
PAKET PELAYANAN DASAR
Identitas hukum Pelayanan identitas hukum dan administrasi

kependudukan (akte kelahiran, KTP, surat nikah,
akta cerai, kartu keluarga)

Perlindungan Sistem pusat pelayanan dan rujukan terpadu
Kesehatan Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan KB
Pendidikan Layanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)
serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)
Infrastruktur dasar Perumahan, air dan sanitasi, listrik, transportasi,

dan komunikasi

Peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui
pendekatan frontline, yaitu sebuah pendekatan yang menitikberatkan
pada mekanisme penyediaan pelayanan dasar yang responsif terhadap
permasalahan yang terjadi di berbagai fasilitas pelayanan dasar, termasuk
umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan dasar.

a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan
dasar bagi masyarakat kurang mampu

1) Penyusunan SPM terkait penyediaan paket pelayanan dasar yang
berkualitas (administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan,
rumah, listrik, sanitasi, dan air bersih);

e Pemerintah daerah menyusun perangkat hukum untuk
mendukung pelaksanaan SPM; dan

e Pemerintah daerah menetapkan standar kualitas pelayanan
dasar.

2) Penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia penyedia
layanan, termasuk profesi pekerja sosial sebagai ujung tombak
peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, tenaga
kesehatan dan guru terutama di lokasi yang sulit terjangkau.

e Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama
menyusun kebijakan terkait dengan penyediaan sumber daya
manusia penyedia layanan (tenaga kesehatan, tenaga
pendidikan, dan pekerja sosial), khususnya di kantong-
kantong kemiskinan; dan

e Pemerintah daerah mengembangkan mekanisme insentif dan
disinsentif bagi penyedia layanan (terutama tenaga kesehatan,
pendidikan, dan pekerja sosial) berbasis kinerja dan kualitas
pelayanan.
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3) Penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi penduduk
kurang mampu dan rentan oleh pemerintah daerah dengan:

Melakukan penjangkauan dalam pelayanan administrasi
kependudukan agar mudah dijangkau;

Mengintegrasikan pelayanan identitas hukum dan pelayanan
administrasi kependudukan (akte kelahiran, surat nikah, akta
cerai, KTP, kartu keluarga) melalui koordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait.

b. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk
kurang mampu dan rentan

1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar dan
layanan dasar yang disediakan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga Non
Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pelayanan dasar
yang disediakan;

Pendampingan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam dalam
pengambilan keputusan, termasuk perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan dasar.

2) Pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi
berbasis masyarakat terkait penyediaan layanan dasar.

c. Penyempurnaan pengukuran Kemiskinan yang menyangkut
kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.

1) Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, akademisi,
dan Lembaga Non Pemerintah memperbaharui definisi dan
metode pengukuran kemiskinan;

2)

3)

Menyelaraskan kriteria penargetan sasaran penerima manfaat
program penanggulangan kemiskinan baik secara individu
maupun kewilayahan; dan

Pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Kemiskinan
dan Instrumen Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang
Berpihak Pada Masyarakat Miskin (Pro-Poor Planning, Budgeting,
dan Monitoring).

5. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada upaya-

upaya

1-76

pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk




REPUBLIK INDONESIA

meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak dan
berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan
meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif secara
kelompok.

Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan
wilayah. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber
pembiayaan dan pasar, diversifikasi Kketerampilan, serta
perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi
produktif.

Perbaikan tata kelola sistem usaha pertanian, optimalisasi fungsi dari
stakeholders yang bekerja dalam pasar pertanian, serta mendorong
kemampuan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian
akan terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor
pertanian. Selain itu, memastikan agar petani dapat mengakses pada
“pasar”, baik untuk meningkatkan input petani maupun untuk
pemasaran hasil produksi. Membangun kemitraan dengan para
stakeholder, pemerintah daerah, perusahaan swasta, asosiasi usaha,
lembaga nirlaba dan penelitian dalam membantu memacu
pertumbuhan di sepanjang rantai nilai.

a. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal

1) Peningkatan produk unggulan dengan memanfaatkan SDA
dan tenaga kerja setempat sehingga mendatangkan
pendapatan penduduk.

e Mempertimbangkan pembangunan desa mandiri
untuk ditingkatkan menjadi desa vokasi.

e Memberdayakan masyarakat mandiri agar dapat
meningkatkan kualitas produk lokal

e Menjaga kesinambungan karya kearifan lokal dan
meningkatkan keahlian masyarakat.

¢ Mendorong penumbuhan wirausaha tingkat lokal dan
kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan daya
saing dan memperkuat ekonomi nasional.

2) Pengaturan dan perlindungan persaingan usaha yang sehat
dengan mengoptimalkan peran pemerintah pusat dan daerah
melalui:

e Perlindungan usaha yang banyak menyerap tenaga
kerja, antara lain dengan memberikan dukungan
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perbaikan  kualitas dan  pemasaran  serta
mengupayakan pembatasan ijin usaha yang bersifat
monopoli di daerah;

Peningkatan nilai tambah produk lokal, antara lain
dengan pengembangan teknologi tepat guna,
perlindungan terhadap pasar rakyat, serta
peningkatan kapasitas infrastruktur pasar,

3) Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat kurang mampu, melalui:

Identifikasi potensi pengembangan komoditas
unggulan daerah dan pengembangan kemitraan,
pemenuhan infrastruktur lokal sesuai kewenangan
daerah;

Membangun kemitraan dengan industri, perusahaan,
dan lembaga pelatihan untuk penempatan tenaga
kerja;

Pengembangan data dan informasi yang dapat diakses
dengan mudah, akurat, dan terkini untuk peluang
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

4) Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan,
khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu.

Penguatan faktor input dan sarana prasarana
pendukung produksi, menjamin ketersediaan dan
kemudahan rantai distribusi input produksi yang
mencakup BBM, benih ikan, pakan murah, obat-obatan
bagi nelayan, pemenuhan infrastruktur pendukung
pertanian dan perikanan;

Dukungan penyediaan sumber-sumber pembiayaan
yang mudah diakses bagi petani dan nelayan, termasuk
pendirian bank untuk pertanian;

Pemberian pelatihan kemampuan teknis dan
pendampingan intensif bagi petani dan nelayan dalam
pengelolaan produksi pertanian dan perikanan;

Peningkatan inovasi teknologi melalui kebijakan
penciptaan sistem inovasi nasional dan pola
penanganan paska panen.




5)

Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia
usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan
akses kepada sumber penghidupan yang layak.

e Pengembangan pola baku kemitraan, pelatihan,
kesempatan  kerja, pengembangan wirausaha,
diversifikasi usaha (off-farm), dan magang usaha;

e Pembangunan kemitraan dalam pemberian dukungan
penerapan teknologi tepat guna;

e Pengembangan harmonisasi dan kerja sama kepada
sumber pembiayaan dan layanan keuangan.

b. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui
penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang
mampu

1

2)

3)

4)

Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan
lembaga keuangan mikro, termasuk bentukan program-
program pemberdayaan masyarakat.

e Pengembangan kelembagaan pengelola Dana Amanah
Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) sebagai salah satu
sumber pemenuhan kebutuhan keuangan;

e Memberikan pendampingan bagi pengelolaan DAPM
dan penyalurannya.

Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi lembaga keuangan
mikro dalam skema pembiayaan keuangan dan memperbaiki
kerangka regulasi pengembangan lembaga keuangan mikro,
termasuk yang dikelola oleh masyarakat seperti DAPM .

Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam
pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan lembaga
keuangan mikro.

e Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam
pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan
mikro;

e Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam
pembinaan dan pemantauan lembaga keuangan mikro;
dan

Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis
penjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha
produktif yang dijalankan.




5)

Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola
kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat
kurang mampu.

Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang
mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan

iy

2)

3)

4)

5)

Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta
meningkatkan harmonisasi pendampingan dengan berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM,
perguruan tinggi, TKPKD, maupun oleh pihak swasta lainnya.

Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga,
peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan
manajemen keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan
kerja sesuai kebutuhan lokal;

Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan
menyangkut aspek aplikasi keterampilan yang telah
dikembangkan dan/atau aplikasi dalam pengembangan
usaha.

Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan
BUMN/BUMD untuk peningkatan Kkapasitas masyarakat
miskin dalam wirausaha dan akses kepada kegiatan ekonomi
produktif.

Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk
mendukung peningkatan keterampilan melalui integrasi
dengan kelembagaan dan program pemerintah daerah.

Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi
masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi
pengembangan penghidupan

iy

2)

Mengoptimalkan hasil distribusi pemberian hak milik atas
tanah melalui program kepemilikan tanah terutama bagi
petani gurem secara selektif, disertai pembinaan yang
memadai sebagai sumber penghidupan yang layak;

Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan
penduduk miskin agar dapat diketahui secara pasti upaya-
upaya apa saja yang masih perlu dan bisa dilakukan oleh para
pihak dalam mendukung optimalisasi pengelolaan lahan
tersebut;




3) Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat
dan daerah dalam mendukung pengembangan lahan
penduduk miskin secara maksimal;

4) Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-
upaya tersebut berjalan dan mendiskusikan kembali dengan
para pihak terkait inovasi-inovasi apa yang masih mungkin
dilakukan sebagai jalan keluar bagi peningkatan penghidupan
masyarakat miskin secara lebih baik.

1.2.1.4 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab
pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu
secara harmonis menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan
pemerataan pendapatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan
kemiskinan dapat diarahkan dengan meningkatkan fokus penggunaan
dana transfer daerah, yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa,
terutama untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk
kurang mampu. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan
untuk mendanai urusan wajib yang terkait pelayanan dasar. DAK tidak
hanya dapat digunakan untuk kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan non-fisik
yang mendukung pelayanan dasar. Dengan telah disahkannya Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran transfer daerah menjadi
semakin strategis sebagai sumber pendanaan pembangunan desa yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat miskin.

Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah juga dapat
dioptimalkan sebagai alternatif sumber pembiayaan berbagai kegiatan
penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan mampu menjadi
jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam
melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mengelola potensi desa
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam meningkatkan
sumber pendapatan desa, BUMDes juga dapat menghimpun tabungan
dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana
bergulir dan simpan pinjam.




Selama ini swasta/BUMN telah banyak melakukan intervensi dalam
menanggulangi kemiskinan melalui dana Corporate Social Responsibility
(CSR) atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peranan
swasta/BUMN/individu tersebut diharapkan dapat diarahkan sebagai
upaya penguatan pengurangan kemiskinan sehingga dapat mempercepat
pencapaian target penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, konsolidasi
dari semua pihak perlu dilakukan terutama dalm hal penentuan target,
waktu, dan sasaran sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.

Sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan
pihak swasta perlu dilakukan. Peningkatan kerjasama antara pemerintah
dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu
dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skema Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS), Corporate Social Responsibility (CSR) dari
perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Perseroan
Terbatas, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, dan
dana yang bersumber dari zakat/donasi yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Optimalisasi dana yang bersumber dari non pemerintah untuk
pembiayaan program kemiskinan, dilakukan dengan sinkronisasi target,
waktu, dan alokasi. Pemerintah memiliki sistem penentuan target, waktu,
dan lokasi yang terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan
(BUMN /Swasta/Masyarakat). Kriteria dan data tersebut menjadi acuan
bagi pihak non pemerintah untuk melaksanakan intervensi terhadap
kemiskinan. Untuk harmonisasi tersebut, pemetaan program
CSR/TJSL/PKBL dapat mencakup identifikasi perusahaan-perusahaan
yang mempunyai program CSR/T]SL/PKBL, Kklasifikasi berdasarkan jenis
program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Terkait dengan perluasan kepesertaan sistem jaminan sosial
nasional bagi masyarakat miskin dan rentan, pelaksanaan program
perlindungan sosial membutuhkan alokasi dana yang besar karena skala,
jumlah program, dan cakupan penerima manfaat yang besar. Oleh karena
itu, skema pendanaan dari sistem ini merupakan gabungan dari beberapa
sumber, diantaranya: 1) iuran peserta dan pemberi kerja, 2) anggaran
pemerintah: APBN dan APBD, dan 3) sumber pendanaan lainnya yang
mempunyai potensi besar dalam mendukung implementasi bantuan
sosial.




1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Kerangka Regulasi

Dalam mendukung pelaksanaan pemerataan dan penanggulangan
kemiskinan, upaya bersama dari semua pihak terkait secara harmonis dan
sinergis perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam
membantu masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, perlu adanya
kerangka regulasi dan kelembagaan yang jelas dalam membagi atau
mensinergikan peran tersebut. Kerangka regulasi yang mendukung isu
strategis peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan
adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi
penduduk rentan dan pekerja informal

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial antara lain:

a. Peninjauan ulang terhadap regulasi terkait penyandang disabilitas,
kesejahteraan lanjut usia, serta peraturan perlindungan bagi
kelompok masyarakat marjinal, seperti masyarakat ada;

b. Penguatan regulasi dengan penyusunan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang telah
diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang No.11 tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang No. 13 tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mencakup i) fungsi
dan peran lembaga penyelenggara bantuan sosial; ii) kriteria
penduduk miskin dan rentan serta mekanisme pelaksanaan
pendataan; iii) mekanisme sistem pelayanan sosial terpadu dan
pendataan bagi keluarga miskin dan rentan (termasuk PMKS); iv)
mekanisme pelaksanaan dan standar pelayanan kesejahteraan
sosial; v) mekanisme akreditasi lembaga penyelenggara dan
sertifikasi pekerja sosial; vi) peran masyarakat dalam pelaksanaan
perlindungan dan kesejahteraan sosial, serta; vii) peningkatan dan
penyelenggaraan kesetiakawanan sosial.




2. Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat
kurang mampu

Peningkatan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dan hak-hak dasar, perlu diperkuat melalui kerangka regulasi sebagai
berikut:

a.

Penguatan regulasi dalam mengatur akuntabilitas pemerintah
pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar
sebagai Urusan Pemerintahan Wajib, sesuai dengan amanat UU No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96 Tahun
2012 tentang pelaksanaannya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terutama setelah diberlakukannya UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, serta melibatkan masyarakat secara
aktif dalam proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan
pelayanan publik dan pelayanan dasar;

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh,
penyusunan Peraturan Pemerintahan yang memperkuat
keberpihakan pada masyarakat kurang mampu dalam standar
pelayanan minimum (SPM) terkait enam Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di tingkat
kabupaten/kota (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan
penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
dan sosial), serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
walaupun tidak masuk dalam kategori Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

Penyusunan regulasi dan mekanisme insentif yang mendukung
pemenuhan kebutuhan SDM penyedia layanan terutama tenaga
kesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial untuk dapat
menjangkau masyarakat kurang mampu di kantong-kantong
kemiskinan.

3. Pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu secara
berkelanjutan

Regulasi dalam hal usaha pengembangan penghidupan harus
dilandaskan pada tujuan utama yaitu untuk membangun aset
penghidupan kelompok kurang mampu dan rentan melalui perluasan
akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, dan pada saat yang sama
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melindungi dan mengembangkan aset penghidupan yang mereka
miliki. Hal tersebut dilakukan melalui:

a.

Penyusunan model lembaga bisnis dalam pengelolaan Dana
Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dana bergulir
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN
saat ini belum diakui secara hukum. Sementara ini, aset tersebut
dikelola oleh masyarakat sebagai pemilik aset dan Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) selaku organisasi pengelola aset. Oleh karena itu,
diperlukan payung hukum (legal formal) yang manjamin
keberadaan dan status badan hukum lembaga pengelola DAPM.
Hal ini penting mengingat lembaga tersebut dapat berperan
sebagai Perusahaan Sosial (Social Enterprise), khususnya yang
bersifat Community Enterprise dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat karena memiliki orientasi ganda, yaitu
komersial dan sosial. Berdasarkan kajian komprehensif yang telah
dilakukan terkait status hukum kelembagaan untuk mendukung
visi misi penanggulangan kemiskinan, status badan hukum yang
menjadi pilihan dan diakui dalam sistem hukum positif di
Indonesia adalah (i) Badan Hukum Koperasi, (ii) PT Lembaga
Keuangan Mikro, dan (iii) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).
SOP dan AD/ART dari model lembaga bisnis yang akan dibentuk
diarahkan agar dapat mengoptimalkan layanan bagi segmen
sasaran yang fokus utamanya ditujukan kepada masyarakat
kurang mampu. Salah satu basis legal yang dapat dijadikan sebagai
acuan misalnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian yang didalamnya belum tercantum pasal terkait
aturan untuk lembaga koperasi yang mengarah ke Community
Enterprise. Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan
Pemerintah (PP) terkait proses legalisasi DAPM menjadi koperasi,
PT. LKM, atau PBH yang memuat perlakuan khusus dari seluruh
proses legal-formal yang diperlukan untuk memperlancar dan
mengefektifkan pemanfaatan DAPM;

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur suku
bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan Lembaga Keuangan
Mikro (LKM), luas cakupan wilayah LKM, dan pembentukan
lembaga penjamin simpanan nasabah LKM, sebagai pendukung




pelaksanaan amanat Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro;

c. Harmonisasi kebijakan dan peraturan turunan terkait
implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sinergis
dengan pelaksanaan program pengembangan penghidupan
berkelanjutan;

d. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tata ruang dan berbagai
peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitan
dengan kepastian lokasi usaha, khususnya bagi penataan usaha
informal/pedagang kaki lima;

e. Harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang mendukung
pemanfaatan anggaran di daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan yang langsung dikelola
secara swadaya oleh masyarakat miskin. Hal ini penting untuk
mendorong keberpihakan pemerintah dalam membuka pekerjaan
dan penurunan kemiskinan.

Kerangka Kelembagaan

Untuk mendorong keberhasilan dalam peningkatan pemerataan dan
penanggulangan kemiskinan, penataan kelembagaan diarahkan untuk:

1. Memperkuat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara
memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak
pada masyarakat miskin, baik secara vertikal (antarkementerian
lembaga), horisontal (pemerintah pusat dan daerah), maupun dengan
stakeholder lain di luar pemerintah;

2. Memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi
untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan, = mengarahkan  pengarusutamaan  pengurangan
kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Institusi koordinasi
penanggulangan kemiskinan tersebut dipimpin langsung oleh kepala
pemerintahan (presiden, gubernur, bupati/walikota) dengan anggota
unsur pemerintahan dan perwakilan lembaga non-pemerintah;

3. Mengembangkan pusat rujukan dan pelayanan terpadu di tingkat
kabupaten/kota secara bertahap, dengan mengembangkan jaringan
hingga unit pelayanan di tingkat kecamatan dan desa. Pusat rujukan
dan pelayanan ini berfungsi untuk pengelolaan data, pelayanan,
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penjangkauan, serta pelaporan dan penanganan keluhan.
Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat diikuti dengan perbaikan
layanan dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik
terhadap lembaga rujukan. Sistem pelayanan perlindungan sosial
terpadu dikembangkan melalui kerjasama pemerintah dengan
berbagai unsur masyarakat. Sistem ini terdiri dari bagian pelayanan,
bagian penjangkauan, serta bagian keluhan dan pelaporan.
Diharapkan dengan adanya sistem ini program penanggulangan
kemiskinan dan perlindungan sosial dapat terkoordinasi dengan baik,
serta pemerintah daerah dapat melakukan pemutakhiran data secara
berkala.

1.2.2 Perubahan Iklim
1.2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis
1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/mitigasi (GRK)

Sebagai pelaksanaan RAN GRK sesuai Perpres No. 61/2011 sampai
dengan tahun 2013 telah diselesaikan: (i) Penerbitan Peraturan Gubenur
tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-
GRK) di 33 provinsi, serta Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii) Penyelenggaraan Inventarisasi
Gas Rumah Kaca Nasional melalui Perpres No.71/2011; (iii) Pembentukan
Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim di tingkat nasional yang
didukung oleh unit Sekretariat Perubahan Iklim melalui Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 38/M.PPN/HK/2012; dan (iv)
Penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.15/2013 tentang
Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim,
serta pembentukan Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN Center)
untuk inventarisasi GRK.

Sejalan dengan itu, di tingkat lapangan telah dilaksanakan berbagai
kegiatan rendah emisi, sebagai contoh di pertanian, kehutanan dan lahan
gambut telah dilakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan, perambahan hutan, dan penebangan liar; penerapan
pola Reduce Impact Logging (RIL) dalam industri hulu kehutanan;
penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB); penerapan System of
Rice Intensification (SRI); pengembangan biogas untuk pemanfaatan
limbah domestik dan peternakan. Untuk mengurangi kandungan karbon
di atmosfir (carbon sequestration) telah dilakukan kegiatan reboisasi
kawasan hutan dan gambut terdegradasi, penghijauan lahan kritis, dan
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pembangunan hutan kota. Pada sektor energi, transportasi dan industry
telah dilaksanakan konversi bahan bakar minyak ke gas (industri, rumah
tangga, dan transportasi), pengembangan dan pemanfaatan biofuel serta
biomass, pengembangan lampu jalanan yang hemat energi,
pengelolaan/pengembangan transportasi publik/massal berkelanjutan,
efisiensi energi di sektor industri, serta pengembangan energi baru dan
terbarukan lainnya. Pada sektor limbah juga telah dilakukan kegiatan-
kegiatan seperti: pengelolaan sampah pada tingkat komunitas,
pengembangan 3R (reduce, reuse, recycle), pengelolaan bank sampah, dan
pengelolaan limbah oleh swasta

Selanjutnya, = untuk  menampung dukungan masyarakat
internasional dalam melakukan penurunan emisi, Kementerian
PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan pada tahun
2009 telah mendirikan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Pada
saat ini ICCTF telah membantu pelaksanaan RAN/RAD GRK dengan
membantu berbagai pilot kegiatan untuk dapat diperluas penerapannya
melalui K/L terkait. Pada saat ini sesuai dengan semangat kemandirian
nasional, ICCT telah menjadi Lembaga Wali Amanah (LWA) Nasional,
sesuai dengan Perpres No. 80/2011. Pembentukan LWA tersebut
diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pendanaan pembangunan
untuk penanganan perubahan iklim agar lebih terpadu, terarah dan tepat
sasaran. Dengan perubahan ini, kerjasama di bidang perubahan iklim akan
dapat dilakukan secara langsung (direct access). Sehubungan dengan itu,
ke depan, perlu dilanjutkan proses untuk memperoleh akreditasi lembaga
wali amanah ini.

2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat/adaptasi terhadap Perubahan
Iklim

Kekuatan mitigasi/penurunan emisi GRK sangat dipengaruhi oleh
kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Sehubungan dengan itu, untuk melindungi ketahanan ekonomi khususnya
pangan dan energi, serta ketahanan masyarakat terutama petani, nelayan
dan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan rentan terhadap
perubahan iklim, maka pada tahun 2013 telah disusun Rencana Aksi
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). RAN API berisi: (i) rencana
aksi adaptasi prioritas sektor dan lintas sektor dalam jangka pendek
(2013-2014); (ii) upaya pengarusutamaan rencana aksi adaptasi ke dalam
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RPJMN 2015-2019; dan (iii) arah kebijakan adaptasi dalam jangka panjang
(2020-2025). RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang
lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang
memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (climate proof/resilient
development) di tingkat nasional.

Upaya adaptasi perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan
ketahanan di bidang: (i) ekonomi; (ii) sistem kehidupan; (iii) ekosistem;
(iv) wilayah khusus; dan didukung oleh sistem pendukung adaptasi
perubahan iklim. Ketahanan ini diwujudkan melalui upaya di berbagai
sector, yaitu: (i) ketahanan pangan; (ii) kemandirian energi; (iii)
ketahanan infrastruktur; (iv) ketahanan kesehatan masyarakat; (v)
ketahanan permukiman; (vi) ketahanan ekosistem; (vii) ketahanan
perkotaan; dan (viii) ketahanan pesisir dan pulau kecil.

Dokumen RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada
Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah daerah juga
didorong untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim daerah
sejalan dengan RAN-API, serta menginternalisasikan dalam perencanaan
daerah (RPJMD dan RKPD). Untuk mendorong pelaksanaan adaptasi
perubahan iklim, diperlukan upaya penerapan RAN-API untuk dapat
secara nyata meningkatkan ketahanan (adaptasi) masyarakat terhadap
perubahan iklim. Langkah konkrit yang akan dilakukan pada lima tahun ke
depan adalah menerapkan rencana aksi adaptasi di 15 (lima belas) daerah
rentan perubahan iklim, sebagai daerah percontohan penerapan RAN-API.

1.2.2.2 Sasaran Bidang

1. Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan dan
lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbabh,
mendekati 26% pada tahun 2019.

2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan
iklim, khususnya terlaksananya langkah-langkah di 15 (lima belas)
daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan
RAN-API.




1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan
RAN/RAD-GRK, dengan strategi: (i) meningkatkan upaya mitigasi
perubahan iklim untuk sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan
pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan
penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan,
pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi
dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii)
meningkatkan pelibatan sektor-sektor terkait baik di pusat maupun di
daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-
GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (iii) meningkatkan
kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iv)
mengembangkan insentif fiskal dan pengelolaan pendanaan hibah
untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali
Amanah Perubahan Iklim (ICCTF); dan (v) melaksanakan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK.

2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-
API) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di 15
daerah percontohan, dengan strategi: (i) mengarusutamakan RAN-API
ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (ii)
melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan iklim seperti yang
tercantum dalam RAN-API secara terkoordinasi antara K/L dan
pemerintah daerah serta antar daerah; (ii) mengembangkan indikator
kerentanan dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim dan
cuaca; (iii) menyusun kajian kerentanan dan meningkatkan ketahanan
(resiliensi) pada sektor yang sensitif serta pelaksanaan upaya adaptasi
di daerah percontohan; (iv) mensosialisasikan RAN-API kepada
pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya
adaptasi; dan (v) melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan adaptasi, khususnya di 15 daerah percontohan.

1.2.2.4 Kerangka Pendanaan

Dalam wupaya penanganan perubahan iklim, masing-masing
Kementerian/ Lembaga melakukan identifikasi kegiatan dan pendanaan
yang spesifik untuk menangani perubahan iklim. Upaya tersebut mengacu
pada rencana aksi yang tertuang dalam RAN-GRK dan diperkuat dengan
rencana aksi adaptasi (RAN-API). Pada dokumen perencanaan
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pembangunan, pendanaan untuk perubahan iklim dikelompokkan
menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: (i) bidang mitigasi; (ii) bidang adaptasi; dan
(iii) bidang pendukung untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi
seperti penguatan data dan informasi, peningkatan iptek, kajian, dan
koordinasi pelaksanaan. Pendanaan untuk penanganan perubahan iklim
bersumber dari APBN (anggaran kementerian/lembaga, DAK,
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah dari APBN), APBD, hibah luar
negeri, dana perwalian, dan swasta/masyarakat.

1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
1. Kerangka Regulasi

Upaya penanganan perubahan iklim dilakukan berdasarkan
Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas
rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71/ 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Inventarisasi Nasional, serta 33 Peraturan
Gubernur terkait dengan RAD-GRK. Sementara, pendanaan hibah
perubahan iklim dilaksanakan berdasarkan Perpes No 80/2011
tentang Dana Perwalian. Sementara itu, upaya adaptasi dilaksanakan
mengacu kepada dokumen RAN-API yang akan terintegrasi di dalam
RPJMN 2015-2019.

2. Kerangka Kelembagaan

Penanganan perubahan iklim dilaksanakan dengan koordinasi yang
erat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah,
masyarakat, maupun swasta. Di tingkat pusat, telah dibentuk Tim
Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.38/
M.PPN/HK/03/2012 tanggal 1 Maret 2012, untuk mengoptimalkan
pelaksanaan RAN-GRK dan memudahkan koordinasi dalam
penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi). Tim tersebut
terdiri atas Kelompok-kelompok Kerja yang beranggotakan
perwakilan dari Kementerian/Lembaga lain, yakni kelompok kerja
Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut,; Bidang
Energi, Transportasi, dan Industri; Bidang Pengelolaan Limbabh;
Bidang Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang; serta Bidang Adaptasi
Perubahan Iklim. Di tingkat daerah/Provinsi, terdapat pula Tim
Penyusun RAD-GRK yang terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok
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Kerja (Pokja I[-IV) sesuai dengan bidang dalam RAN/RAD-GRK.
Adapun untuk dana perwalian, telah diterbitkan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim
Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, dan Keputusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Majelis Wali
Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia
Climate Change Trust Fund.

Ke depan, diperlukan penataan fungsi dan kewenangan berbagai
lembaga yang menangani perubahan iklim, untuk mensinergikan dan
mengoptimalisasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang perubahan iklim, serta menjawab dinamika tantangan
nasional dan dunia internasional.

1.2.3 Revolusi Mental

Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik
individual maupun kolektif dari warga negaranya. Revolusi Mental
bermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita
bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara, yaitu memajukan
kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa
Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan
berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara
pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu
berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Revolusi Mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh
bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan
pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui
internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial,
masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial
tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin,
taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-
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adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan
publik dan kemaslahatan umum.

Indonesia merupakan negara majemuk yang ditandai dengan
khazanah kebudayaan Nusantara yang sangat kaya dan beragam baik
budaya, suku, agama, bahasa, maupun adat istiadat. Dalam kemajemukan,
masyarakat hidup rukun dalam suatu interaksi sosial antarwarga yang
harmonis, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga keutuhan nasional
dalam bingkai kebhinnekaan yang tunggal ika. Limpahan kekayaan alam
dan aneka rupa khazanah kebudayaan Nusantara tersebut apabila dikelola
dengan baik, dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara-bangsa yang
maju, makmur, dan sejahtera serta mandiri.

Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta
mandiri diperlukan manusia-manusia unggul dengan pendidikan yang
baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja
keras, mempunyai etos kemajuan; selalu bersikap optimistik dalam
menatap masa depan; dan memiliki nilai-nilai luhur yaitu gotong royong,
toleransi, solidaritas, rukun dan saling menghargai dan menghormati.
Disamping itu manusia unggul harus memiliki kesadaran bahwa sumber
daya alam dan lingkungan hidup adalah aset yang harus digunakan secara
efisien dan tetap dijaga kualitasnya, tanpa mengurangi kesempatan
generasi mendatang untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam tersebut
bagi kesejahteraan mereka.

Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa posisi geografis
Indonesia sangat strategis sebagai negara maritim yang berpotensi
menjadi salah satu pemain kunci perdagangan internasional dan
transportasi laut antarnegara. Posisi geo-ekonomi dan geo-politik yang
sangat strategis ini sangat menguntungkan, sehingga Indonesia dapat
menjadi salah satu kekuatan ekonomi-politik tangguh di Asia.

Dengan sistem politik dan pemerintahan demokratis yang semakin
mantap bangsa Indonesia harus mempunyai ambisi besar dan cita-cita
mulia untuk menjadi negara maju, modern, dan bermartabat. Bangsa yang
bermartabat ditandai oleh tiga hal pokok: (i) berdaulat secara politik, (ii)
berdikari secara ekonomi, dan (iii) berkepribadian dalam kebudayaan.
Kedaulatan politik sangat penting dalam konteks hubungan antarnegara
dengan prinsip saling menghormati dan menghargai keutuhan wilayah
masing-masing negara. Indonesia perlu menegaskan garis politik luar
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negeri “bebas aktif” dengan mengambil peran nyata dalam mengatasi
masalah-masalah internasional sebagai tanggung jawab dalam
mewujudkan Ketertiban dan perdamaian dunia.

Peran Indonesia di komunitas internasional akan semakin kuat bila
ditopang oleh ekonomi yang kuat dan mandiri. Kemandirian ekonomi
menjadi faktor penting yang sangat menentukan, agar Indonesia disegani
oleh negara dan bangsa lain di pentas dunia. Kemandirian ekonomi harus
dimaknai bahwa bangsa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan,
papan, dan sandang dengan menjamin kepastian dan keberlanjutannya.
Mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Indonesia
sangat penting dan perlu untuk meneguhkan identitas dan mengukuhkan
jati diri bangsa.

Selain itu, perkuatan kapasitas kelembagaan (lembaga keluarga,
pranata sosial-budaya, institusi politik, pemerintahan dan birokrasi) dan
proses internalisasi nilai-nilai budaya memberi sumbangan dangat
penting terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas
suatu bangsa. Untuk menjadi negara maju dan mandiri dengan
produktivitas tinggi, Indonesia perlu bercermin pada pengalaman negara-
negara maju di berbagai belahan dunia. Keberhasilan pembangunan
nasional sangat ditentukan oleh sikap terhadap kerja, sikap dalam
mengelola kekayaan dan materi, sikap dalam berkeluarga dan merawat
anak, motivasi berprestasi, serta dorongan untuk melakukan penemuan
(invention) dan pembaharuan (inovation). Karakteristik sikap dan perilaku
tersebut berpangkal pada akal budi dan pikiran manusia.

1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan strategis,
perlu diindentifikasi masalah-masalah yang menjadi kendala dalam
mendorong percepatan pembangunan nasional. Isu-isu strategis dapat
dikelompokkan menjadi tiga bagian: (i) kedaulatan politik, (ii)
kemandirian ekonomi, dan (iii) kepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan Politik

Pertama, pelembagaan demokrasi belum terbangun dengan baik,
sehingga rakyat belum sepenuhnya berdaulat secara politik. Konsolidasi
demokrasi yang berhasil akan diharapkan membangun kedaulatan politik.
Dengan kedaulatan politik, pemerintah dapat menunjukkan kepada
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masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang
bermartabat, serta mampu menerapkan politik luar negeri “bebas aktif”
secara utuh dalam pergaulan dunia, sehingga mampu secara nyata
berkontribusi pada terwujudnya perdamaian dan keadilan dunia.

Demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan kurang
ditopang oleh kultur berdemokrasi yang baik. Hal ini terlihat dari masih
banyaknya tindakan anarkis, adanya hambatan kebebasan sipil, dan
adanya persoalan jaminan hak-hak politik rakyat. Sebagai lembaga
demokrasi, partai politik belum cukup berhasil menjalankan peran dan
fungsi asasinya sebagai saluran aspirasi rakyat, serta melakukan
perekrutan dan pengkaderan untuk menghasilkan pemimpin dan pejabat
publik yang berkualitas. Organisasi masyarakat sipil belum sepenuhnya
mampu berperan memperjuangkan kepentingan asasi rakyat. Persoalan
revolusi mental tercermin juga dari masih rendahnya keterwakilan
kelompok marjinal, terutama dari kalangan perempuan, di lembaga politik
dan lembaga perwakilan.

Dengan kata lain, secara umum, sistem demokrasi modern yang
diterapkan di Indonesia belum disertai tumbuh-kembangnya budaya
politik berbasis nilai-nilai keadaban dan moralitas publik. Prinsip
“musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”
tergerus oleh obsesi kekuasaan secara berlebihan. Padahal, politik
semestinya dijalankan sebagai sarana agregasi kepentingan umum,
berorientasi pada kebajikan publik, dan mewujudkan kemaslahatan
bersama.

Kedua, konflik berdimensi kekerasan masih mewarnai kehidupan
politik bangsa dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial politik serta
menggoyahkan sistem dan tatanan demokrasi yang sudah dibangun.
Sejumlah faktor yang menjadi penyebab konflik dalam masyarakat
Indonesia, yaitu: (1) melebarnya kesenjangan sosial ekonomi,
ketimpangan antarwilayah, dan perebutan sumber daya alam, (2)
menguatnya sentimen primordial (adat, kesukuan, kedaerahan) dan
berkembangnya politik identitas, (3) birokrasi dan aparatur negara yang
korup (4) munculnya ancaman pada kebebasan sipil berupa sikap
intoleran dan diskriminatif, (5) belum optimalnya peran dan fungsi aparat
keamanan dalam memberi perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.




Selain itu, keamanan nasional juga menjadi masalah utama yang
termanifestasi, antara lain, masih adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh
aparat keamanan, belum optimalnya profesionalnya tindakan aparat
keamanan dalam menghentikan dan mencegah konflik, belum
terintegrasinya berbagai prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, dan
petunjuk teknis di masing-masing kesatuan, belum optimalnya peran
kepala daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya, dan
kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara rasa
aman.

Berbagai penyebab konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan
adanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, dan
penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan adanya kegamangan jati
diri dan karakter bangsa.

Ketiga, kepatuhan dan penegakan hukum yang masih lemah serta
budaya hukum yang belum tumbuh secara optimal. Negara demokrasi
modern hanya dapat berdiri tegak di atas landasan hukum yang kuat,
tercermin pada penegakan hukum berprinsip imparsialitas yang
bersumber pada peraturan perundang-undangan, moralitas publik, dan
keadilan masyarakat. Hukum adalah panglima yang memandu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menjamin tegaknya
keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip moral hukum di negara demokrasi
modern. Namun, dalam kenyataan proses penegakan hukum seringkali
tidak selaras dengan cita-cita mewujudkan keadilan yang disebabkan,
antara lain, praktik suap dan jual beli pasal tuntutan di lembaga peradilan
yang melibatkan aparat penegak hukum. Reformasi kelembagaan
mendesak dilakukan untuk melahirkan para penegak hukum yang
kompeten dan berintegritas, yang memiliki komitmen dan tanggung jawab
dalam menegakkan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan,
menjunjung tinggi prinsip equality before the law, dan menjadikan
moralitas sebagai sandaran tertinggi dalam proses penegakan hukum.

Keempat, peran Indonesia dalam forum regional, internasional
maupun global masih belum sepenuhnya optimal terutama dalam rangka
memperjuangkan kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara
maritim. Peran ini perlu didukung dengan pengembangan kebijakan luar
negeri strategis dan yang didukung dengan kekuatan ekonomi, diplomasi,
pertahanan dan keamanan.

1-96



Kelima, birokrasi pemerintahan belum efisien dan budaya
pelayanan masih lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
telah dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah
munculnya distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang
belum sepenuhnya transparan dan-akuntabel baik pada saat penyusunan,
pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya.

Meskipun sejumlah institusi pemerintah telah dilakukan berbagai
perbaikan dan penataan kelembagaan melalui reformasi birokrasi, tetapi
pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan
tidak efisien dan pelayanan publik belum optimal. Prinsip dasar good
governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum
sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan-
jabatan publik. Masalah ini diperburuk oleh belum terbangunnya sistem
rekrutmen pejabat publik berdasarkan prinsip meritokrasi, tetapi masih
mengutamakan sentimen primordial seperti hubungan kekerabatan,
kesukuan, dan pertemanan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di atas, tantangan
utama yang dihadapi lima tahun mendatang adalah memperkuat
kedaulatan politik, dengan memantapkan sistem demokrasi yang makin
terkonsolidasi, menjamin keamanan nasional dengan menciptakan
ketertiban di masyarakat dan mencegah konflik sosial yang dapat
mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,
reformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan peran Indonesia
dalam forum-forum internasional yang mengedepankan kepentingan
nasional serta reformasi sistem hukum dan peradilan untuk mewujudkan
keadilan di masyarakat.

Kemandirian Ekonomi

Pertama, daya saing Indonesia masih rendah menjadi penghambat
bagi peningkatan daya saing diupayakan melalui pengembangan ekonomi
yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi pengembangan
ekonomi berbasis pengetahuan yang digerakkan oleh inovasi teknologi.
Untuk itu, industri manufaktur harus diperkuat dan terus dikembangkan
untuk dapat menyerap tenaga kerja terdidik, berkeahlian, dan
berketerampilan. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua pelaku
ekonomi dan industri kreatif dalam rangka mewujudkan bangsa yang
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mandiri, berdaya saing, memiliki etos dan etika kerja, yang berdampak
pada meningkatnya produktivitas nasional. Kemandirian ekonomi
ditandai dengan meningkatnya peran investasi dalam negeri dalam
pengembangan ekonomi dan industri.

Selain itu, rendahnya daya saing Indonesia juga disebabkan oleh
praktik ekonomi yang kurang efisien dan produktivitas yang rendah. Salah
satu cara untuk mewujudkan efisiensi ekonomi dan produktivitas yang
tinggi adalah melalui praktik persaingan usaha yang sehat. Pemerintah
terus mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan pilihan barang
berkualitas dan jasa terbaik dengan harga yang wajar. Karena itu, nilai-
nilai persaingan usaha yang sehat—sebagai elemen pokok efisiensi
ekonomi—harus ditumbuhkan di dalam kegiatan perekonomian agar
menjadi common values di kalangan pelaku ekonomi. Melalui produk
berkualitas dan harga murah, daya saing ekonomi Indonesia akan
meningkat sehingga kemandirian ekonomi dapat tercipta. Persaingan
usaha yang sehat perlu menjadi tata nilai kolektif bangsa, agar dalam
jangka panjang perekonomian Indonesia dapat tumbuh-kembang
berkelanjutan dan kokoh.

Kedua, ekonomi rakyat belum mendapat perhatian layak. Untuk
mendukung kemandirian ekonomi nasional, pemerintah juga perlu
memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan
penghidupan mayoritas penduduk Indonesia. Selama ini, pemerintah lebih
fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat
modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat
perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud
aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar
tradisional termasuk pasar apung, industri rumahan (perajin batik, perajin
kompeksi, perajin mainan anak-anak). Ekonomi sektor informal
(pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung), selain sebagai wujud
aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman
paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi
sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang
tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran
kapitalisme global

Ketiga, kedaulatan pangan dan energi masih lemah. Kemandirian
ekonomi harus pula ditopang oleh kedaulatan pangan dan energi—dua hal
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yang sangat strategis dan vital,untuk menjaga keberlangsungan kehidupan
masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah dan pendapatan
penduduk, kebutuhan energi juga terus meningkat dan harus dapat
dipenuhi. Selama ini, penyediaan energi masih sangat bergantung pada
minyak bumi. Padahal produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami
penurunan sangat signifikan dari tahun ke tahun, yang saat ini (2013)
hanya sebanyak 826 setara barel minyak (SBM). Selain disebabkan
rendahnya kapasitas produksi, Indonesia juga belum mampu
mengembangkan ladang dan kilang minyak baru untuk keperluan
perluasan eksplorasi. Selain itu, bauran energi nasional minyak bumi saat
ini mencapai 49,7 persen, sedangkan energi baru dan terbarukan hanya
sebesar 5,7 persen saja. Indonesia juga dikenal sangat kaya sumber daya
mineral, namun selama ini hanya diekspor dalam bentuk mentah. Untuk
itu, diperlukan penguasaan teknologi pengolahan sumber daya mineral
sehingga punya nilai tambah, untuk memperluas basis perekonomian
nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk yang terus meningkat juga
menuntut penyediaan pangan bergizi dalam jumlah yang cukup dan dapat
diakses oleh seluruh masyarakat. Sampai saat ini (2013), sektor pangan
mampu menyediakan 71,3 juta ton padi (setara 41,2 juta ton beras) dan
11,4 juta ton ikan untuk konsumsi rumah tangga. Meskipun untuk
sebagian sudah dapat diproduksi di dalam negeri, bahan pangan penting
lain seperti gula, kedelai, jagung, daging sapi, unggas, bahkan garam
ternyata harus diperoleh melalui impor. Sungguh, impor bahan pangan
pokok tersebut dapat membahayakan ketahanan pangan bagi rakyat
Indonesia.

Keempat, potensi negara maritim kurang dioptimalkan. Dalam
konteks pemenuhan bahan pangan terutama pasokan ikan, Indonesia
harus berpaling kembali ke laut yang menyimpan kekayaan sangat
melimpah. Budaya maritim Indonesia yang pernah mengalami periode
keemasan di masa lampau hampir tak tersisa sama sekali, dan digantikan
oleh budaya daratan yang berimplikasi pada perubahan paradigma
pembangunan nasional. Budaya maritim tidak hanya sebatas pada cara
pandang dan teknik eksplorasi kekayaan laut, tetapi mencakup pula
pengembangan struktur organisasi pemerintahan (pusat dan daerah) dan
penyediaan infrastruktur yang menopang agenda pembangunan sektor




kemaritiman. Namun, eksplorasi kekayaan laut harus disertai pula dengan
upaya menjaga kelestariannya agar tetap berkelanjutan sehingga dapat
dinikmati oleh generasi mendatang. Sebagai negara maritim, Indonesia
belum mampu memberi perlindungan atas kekayaan laut sehingga praktik
pencurian ikan oleh nelayan asing yang menggunakan alat tangkap
modern dan canggih dengan kapal-kapal besar tak kuasa dicegah oleh
pemerintah Indonesia. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di
atas, tantangan utama yang dihadapi lima tahun mendatang adalah
membangun kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing
bangsa, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan, termasuk potensi di bidang kemaritiman, untuk
meningkatkan produktivitas nasional.

Kepribadian dalam Kebudayaan

Pertama, belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang
relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dalam beberapa
tahun terakhir juga muncul gejala intoleransi dan krisis kepribadian
bangsa sekaligus menunjukkan melemahnya wawasan kebangsaan. Politik
penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang,
memudarkan solidaritas sosial, dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati
diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai
bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola
keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai
bangsa yang majemuk. Sikap untuk enggan hidup bersama dalam sebuah
komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam
bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap pihak
lain yang berbeda. Kemajemukan adalah fakta sosial yang harus diterima
oleh seluruh komponen masyarakat, sekaligus dijadikan modal dasar bagi
Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat dan unggul di tengah
pergaulan antarbangsa di dunia. Untuk itu, diperlukan upaya sungguh-
sungguh untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan
berkelanjutan untuk memperkuat ikatan dalam  kehidupan
bermasyarakat, memantapkan kohesi sosial dan solidaritas sosial, dan
meneguhkan rasa cinta tanah air untuk merekatkan persatuan dan
kesatuan bangsa.
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Kedua, gotong royong perlu diperkuat. Salah satu nilai luhur yang
menjadi identitas budaya bangsa adalah gotong royong, yang
mencerminkan sikap kesetiakawanan dan kekeluargaan, ditandai oleh
kesediaan untuk saling berbagi, tolong-menolong, dan berpartisipasi yang
dilandasi semangat persaudaraan yang tulus dalam mengatasi suatu
masalah atau melaksanakan suatu hajat dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun, globalisasi yang membawa nilai-nilai budaya baru cenderung
melemahkan gotong royong, tergantikan oleh sikap individualis dan
konsumtif terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Untuk itu, harus
diupayakan agar arus globalisasi tidak sampai mengikis nilai-nilai luhur
budaya Indonesiayang menjadi jati diri bangsa. Bahkan gotong royong
harus dapat ditransformasikan ke dalam semua aspek kehidupan
masyarakat, termasuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan
meningkatkan produktivitas nasional.

Ketiga, globalisasi telah membuka ruang yang sangat terbuka bagi
setiap negara dan bangsa untuk saling berinteraksi, yang membawa
dampak luas hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat terutama
ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan pola/gaya hidup. Globalisasi
membuat proses interaksi antarbangsa berlangsung semakin intensif yang
didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang
demikian cepat, yang menembus batas-batas negara. Pada satu sisi,
muncul dorongan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya global yang
menjelma dalam wujud kapitalisme pasar. Pada sisi lain, ada kekuatan
besar untuk merawat dan mempertahankan nilai-nilai primordial yang
menjadi identitas kebangsaan, dengan mengerem laju ekonomi kapitalis
yang menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Kegagalan bangsa
Indonesia dalam mengelola persilangan nilai-nilai budaya lokal dan
budaya global dapat menjadi ancaman dalam membangunkarakter bangsa
yang kokoh.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di atas, tantangan
utama yang dihadapi lima tahun mendatang adalah membangun
kepribadian dalam kebudayaan, dengan memperkuat wawasan
kebangsaan serta meneguhkan karakter dan jati diri bangsa, agar nilai-
nilai luhur budaya nasional tidak tergerus oleh arus globalisasi.

Keseluruhan uraian di atas menjadi argumen kuat untuk
melaksanakan agenda Revolusi Mental, untuk mewujudkan Indonesia
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yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai-nilai
gotong royong. Untuk mencapai hal itu, diperlukan prinsip pembangunan
berkelanjutan yang mencakup tiga pilar utama dan satu pilar tata kelola,
yaitu: (i) pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, (ii) pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahateraan
ekonomi masyarakat, dan (iii) pembangunan yang menjaga kualitas
lingkungan hidup masyarakat, yang didukung oleh (iv) tata kelola yang
menjaga pelaksanaan pembangunan yang terus meningkatkan kualitas
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.2.3.2 Sasaran Bidang

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi
mental selama lima tahun ke depan adalah

Kedaulatan Politik

1) Mantapnya proses konsolidasi demokrasi yang ditandai oleh
meningkatnya peran dan kapasitas lembaga demokrasi, jaminan
kebebasan sipil dan hak-hak politik termasuk keterwakilan
perempuan, meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi yang
beradab dan meningkatnya partisipasi politik rakyat, terutama dalam
proses pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan
publik, diukur melalui peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dan
tingkat partisipasi politik rakyat.

2) Meningkatnya stabilitas sosial politik ditandai berkurangnya konflik
dan meningkatnya kerukunan antar kelompok masyarakat yang
didukung dengan berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi,
birokrasi yang bersih, menurunnya ancaman kebebasan sipil dan
perlindungan aparat keamanan.

3) Efektifnya penegakan hukum dan meningkatnya budaya hukum
dalam bentuk kepatuhan pada hukum dan aturan, serta munculnya
kesadaran dan ketaatan dalam proses penegakan hukum yang
berkeadilan oleh aparat dan lembaga peradilan yang berintegritas,
untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

4) Meningkatnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional
yang ditandai dengan semakin kuatnya kebijakan luar negeri dengan
dukungan kemampuan nasional di bidang ekonomi, pertahanan dan
keamanan.

1-102




5)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan
layanan perizinan yang ditandai oleh tumbuhnya budaya pelayanan
(service culture), yang berorientasi pada pelayanan prima dan
transparan, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan
kepuasan masyarakat.

Kemandirian Ekonomi

iy

2)

3)

4)

Meningkatnya produktivitas bangsa yang tercermin pada
meningkatnya aktivitas ekonomi dan industri, yang tidak lagi
bertumpu pada eksplorasi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif,
serta menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang
sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat.
Meningkatnya kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing,
yang ditandai dengan peningkatan kecintaan terhadap produksi
dalam negeri dan mantapnya kedaulatan energi dan kedaulatan
pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif dan
manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional,
serta terlindunginya ekonomi rakyat (ekonomi subsisten, ekonomi
sektor informal), untuk menjaga kelangsungan kehidupan
masyarakat.

Berkembangnya ekonomi nasional yang bertumpu pada budaya
maritim, yang ditandai oleh optimalnya pemanfaatan potensi laut dan
pariwisata bahari, berkembangnya perdagangan internasional
melalui jalur laut, serta terbangunnya poros maritim dunia melalui
kemitraan antarnegara yang saling menguntungkan.

Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya
konsumsi, sejalan dengan meningkatnya budaya inovasi di
masyarakat, yang didukung oleh sistem logsitik nasional yang baik
untuk mendukung ditribusi bahan produksi dan konsumsi.

Kepribadian dalam Kebudayaan

iy

Meningkatnya pemahaman penghayatan dan pengamalan nilai-nilai
luhur budaya Nusantara (gotong royong, toleransi, solidaritas,
harmoni) berdasarkan falsafah Pancasila dan kesadaran masyarakat
akan pentingnya penguatan karakter bangsa dan untuk menegaskan
identitas nasional dan meneguhkan jati diri bangsa yang ditandai
dengan semakin kuatnya partisipasi generai muda Indonesia dalam
mengapresiasi budaya nasional, semakin kuatnya ketahanan
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2)

3)

masyarakat dari pengaruh budaya asing yang kurang produktif, dan
semakin majunya industri kreatif berbasis budaya nasional.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju,
mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berkeadaban yang
didukung oleh menguatnya etika kerja dan sikap gotong baik dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam kegiatan produktif
yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Meningkatnya partisipasi publik dalan berbagai kegiatan untuk
menggerakkan agenda revolusi mental, yang berbasis pada
kelompok-kelompok strategis di masyarakat dan pelibatan lembaga
publik yang berpengaruh, seperti pejabat publik, pelaku usaha,
organisasi sosial, asosiasi profesi, lembaga dan pemangku adat, tokoh
agama, dan pemuka masyarakat.

1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya

kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian
bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya
nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan)
untuk mengembangkan budaya pelayanan, melalui:

Kedaulatan Politik

iy

2)

3)
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Peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi;
jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat,
termasuk peningkatan peran organisasi masyarakat sipil dan
peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan
keputusan publik.

Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial
politik yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial politik.
Pemantapan ini diupayakan melalui penerapan strategi nasional
pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi
peradilan secara konsisten dan berintegritas untuk menciptakan
ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan, serta pelaksanaan
reformasi  birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan layanan perizinan yang bersih, transparan, dan
akuntabel, yang sejalan dengan pengembangan budaya pelayanan.




4)

Peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri
Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendukung
pencapaian kepentingan nasional di dalam negeri, serta sebagai
upaya untuk turut mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia.

Kemandirian Ekonomi

iy

2)

3)

4)

Peningkatan kemandirian ekonomi nasional melalui (i) pemberian
akses yang merata ke sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat,
sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis maritim dengan
penerapan doktrin poros maritim dunia; (ii) pengelolaan energi dan
pangan melalui hilirisasi produk-produk pertanian (pangan) dan
pengolahan minyak bumi dan hasil tambang, untuk menjamin
kelangsungan hidup masyarakat; (iii) peningkatan kapasitas
produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam negeri sehingga
mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor); (iv)
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan
meningkatkan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di
pasar dalam negeri; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menggunakan produk dalam negeri; serta meningkatkan kesadaran
produsen untuk menggunakan komponen produk dalam negeri yang
lebih tinggi.

Pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri
kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten, dengan
meningkatkan pemerataan peluang dalam pengembangan ekonomi
dan distribusi aset-aset produktif yang adil.

Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku
ekonomi, pemerintah dan masyarakat untuk mencegah praktik
monopoli yang menyebabkan kegiatan usaha tidak sehat dan ekonomi
tidak efisien melalui: pendidikan formal dan nonformal untuk
mendorong internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat,
penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan
hukum dalam pengembangan kebijakan, serta pembentukan
mekanisme harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat.
Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi melalui peningkatan
pemahaman dan penyadaran bahwa konsumsi berlebihan (excessive
consumption) tidak baik dan tidak bijak, serta penyebaran
pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang
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dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun
pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi.

5) Peningkatan dan pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi
melalui pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru dan
penegakan hak kekayaan intelektual, serta penyediaan ruang publik
yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide
kreatif ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi, dan
lain-lain.

Kepribadian dalam Kebudayaan

1) Peningkatan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan manusia-
manusia unggul, yang mampu mengembangkan kebudayaan, daya
cipta dan kreativitas, daya saing, serta merancang masa depan bangsa
yang maju, modern, dan mandiri.

2) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan (sekolah/madrasah dan
unversitas) sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek), yang tercermin pada proses pembelajaran yang
berorientasi pada penguasaan iptek dan pengembangan bahasa asing
(Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman) sebagai instrumen
untuk mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan dan
membangun peradaban modern.

3) Peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama
pembentukan karakter dan kepribadian anak melalui pengasuhan
dan pendidikan di rumah, pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti,
serta wahana sosialisasi dan persemaian nilai-nilai luhur.

4) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang
menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong,
dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai
perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, agar tercipta keutuhan,
persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan.

5) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh,
berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis, yang
dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berdasarkan Pancasila.

6) Pencanangan proyek percontohan dalam bentuk Komunitas
Berkarakter sebagai “kantung-kantung perubahan,” untuk mengawali
gerakan nasional kampanye revolusi mental di kalangan aparatur
negara, pengelola BUMN/BUMD, dan masyarakat umum.
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7) Peningkatan kampanye publik melalui berbagai media (film, sastra,
iklan layanan masyarakat), untuk menumbuhkan etos, semangat
berkarya, daya juang, sikap antikorupsi, orientasi mencari ilmu, hidup
toleran dan menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat majemuk.

1.2.3.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan yang diperlukan dalam pembangunan lintas
bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam
Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah sebagai
berikut:

1) Pendanaan isu strategis yang terdapat dalam lintas bidang revolusi
mental dapat berasal dari rupiah murni. Disamping itu sebagai
pelengkap dari RAPBN 2015-2019 sesuai dengan ketentuan hukum
dan peraturan perundangan yang berlaku dapat didukung oleh
pembiayaan melalui kerjasama dengan mitra pembangunan.

2) Pendanaan juga bisa dibangun melalui kerangka bantuan masyarakat
sipil dan swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan dukungan
demokrasi, antara lain dalam bentuk dana perwalian (trust fund) yang
dikelola oleh organisasi masyarakat sipil untuk organisasi
masyarakat sendiri.

1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat
dan penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembangunan lintas bidang ini, perlu ditelaah dan dikaji lebih lanjut
semua peraturan perundangan terkait agar tidak bersifat kontra produktif
bagi pencapaian arah kebijakan dan strategi pencapaian yang sudah
ditetapkan.

Pembangunan lintas bidang Revolusi Mental akan dilaksanakan
masing-masing oleh kementerian/lembaga terkait, dan satuan kerja
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Pada sisi lain, saat ini telah
banyak prakarsa dan ide pembangunan revolusi mental yang telah
dilakukan oleh berbagai tokoh masyarakat dan masyarakat sipil, tidak saja
berasal dari pusat, tetapi juga dari daerah. Kesemua inisiatif tersebut
harus berjalan sinergi satu sama lain.
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BAB 2
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama
sejatinya harus dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana, dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia
pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan
sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai
dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas
hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan
pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan
hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam
perspektif demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan,
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta
berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
seluruh bangsa Indonesia.

Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan
pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus mengalami
peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013.
IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia
15 tahun ke atas selama 8,14 tahun dan angka melek aksara penduduk
usia 15 tahun ke atas sebesar 94,1 persen. Sementara itu, usia harapan
hidup saat lahir mencapai 69,9 tahun dan produk domestik bruto
(PDB) per kapita sebesar Rp. 33,3 juta. Persentase penduduk miskin
juga menunjukkan penurunan, dari 12,4 persen atau 29,9 juta orang
pada tahun 2011 menjadi 11,5 persen atau 28,6 juta orang pada tahun
2013.

Sementara  kualitas pembangunan masyarakat yang
dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat yang
merupakan komposit dari indeks gotong royong, toleransi dan rasa
aman, masih rendah yaitu 0,55 pada tahun 2012. Indeks ini
menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat
menjunjung nilai-nilai gotong royong yang mengukur kepercayaan
kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan
pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat
yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial,
indeks toleransi yang mengukur nilai toleransi masyarakat dalam
menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal
dan indeks rasa aman yang mengukur rasa aman yang dirasakan
masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
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Upaya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
perlu dilengkapi dengan gerakan Revolusi Mental untuk mengubah
cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang, yang
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia
menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa
lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang
harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu:
etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum
dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja
sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan
kemaslahatan umum.

Revolusi Mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan
dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang
tertuang di dalam Preambul UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Revolusi
Mental bertumpu pada manusia yang menjadi fokus dan sasaran utama
pembangunan sekaligus pelaku yang menggerakkan pembangunan di
semua sektor dan bidang yang mencakup sumber daya manusia dan
kebudayaan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; politik, hukum,
pertahanan dan keamanan; serta ekonomi dan infrastruktur. Melalui
Revolusi Mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkan
insan-insan bekualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai,
norma, dan identitas budaya bangsa; memiliki kesadaran dalam
mengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politik
kenegaraan dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih (antikorupsi), sejalan dengan
proses penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan keadilan,
serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa dengan
memberi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara; dan
berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai
macam kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk mengentaskan
kemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga
dapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian,
Revolusi Mental merupakan faktor yang sangat penting untuk
mendorong transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang
dilakukan melalui pembangunan inklusif untuk mencapai kemajuan
dan mewujudkan kemakmuran.

Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan melalui
upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana,
kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan
olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Upaya untuk
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meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya saing sumber
daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang lain
seperti sarana ekonomi, prasarana, politik, hukum, keamanan,
lingkungan hidup, dan kewilayahan. Dengan demikian, pembangunan
sumber daya manusia dan kehidupan beragama juga merupakan
bagian dari reformasi menyeluruh (comprehensive reform) dalam
upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan
memperhatikan lingkungan strategis yang mengiringi prosesnya,
seperti bonus demografi, Asean Economic Community, Post-2015
Agenda, dan perubahan iklim serta menyiapkan landasan yang kuat
agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap pada tahun 2030
terutama dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dalam
rangka peningkatan daya saing nasional.

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis
2.1.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk
melalui Keluarga Berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui
pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan
ekonomi; serta pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan
oleh pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dan
transmigrasi, pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan
perdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur seperti
transportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan
penduduk tumbuh seimbang, maka daya tampung dan dukung
lingkungan tetap terjaga.
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sebesar 101,4. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat
dari 1,45 persen (periode 1990-2000) menjadi 1,49 persen (periode
2000-2010). Salah satu penyebab hal ini adalah masih tingginya angka
kelahiran. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun
2002, 2007, dan 2012 menunjukkan stagnansi angka kelahiran total
(total fertility rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 kelahiran per perempuan
usia reproduktif 15-49 tahun. Beberapa isu strategis dan
permasalahan, serta tantangan pengendalian kuantitas penduduk
dengan demikian meliputi:

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana,
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Dalam rangka meningkatkan program KKBPK, salah satu upaya
penting adalah penguatan advokasi dan KIE, yaitu suatu upaya untuk
menciptakan permintaan kebutuhan ber-KB (demand creation). Namun
demikian, pelaksanaan advokasi dan KIE masih dihadapkan dengan
beberapa permasalahan antara lain: (i) masih lemahnya komitmen dan
dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait
kelembagaan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran; (ii) masih
tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu
sekitar 2,7 - 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6
(SDKI 2012); (iii) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, yang
ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi begitu
tinggi (98 persen dari pasangan usia subur/PUS), namun tidak diikuti
dengan perilaku untuk menjadi peserta KB (61,9 persen, all method,
SDKI 2012). Di samping itu, pengetahuan masyarakat tentang isu
kependudukan juga masih rendah yaitu sebesar 34,2 persen (Data
BKKBN 2013); (iv) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh
informasi tentang program KKBPK, baik antarprovinsi, antara wilayah
perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan
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pengeluaran keluarga; (v) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai
keluarga berencana yang belum responsif gender, yang tergambar
dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan
untuk ber-KB; (vi) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum
dipahami secara optimal; dan (vii) peran bidan dan tenaga lapangan KB
dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI, terdapat
sebanyak 50 persen PUS yang mendapat pelayanan KB oleh bidan, dan
sebanyak 5,2 persen wanita yang dikunjungi oleh petugas lapangan KB
berdiskusi tentang KB, dan sebanyak 37,7 persen wanita yang
mengunjungi fasilitas kesehatan tidak pernah berdiskusi tentang KB
(SDKI 2012).

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah peningkatan
komitmen dan dukungan stakeholders serta peningkatan pengetahuan
dan pemahaman tentang program KKBPK yang komprehensif,
responsif gender, dan merata serta didukung oleh tenaga yang
kompeten, dan diikuti dengan perubahan perilaku untuk ber-KB.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata.

Upaya
ntuk
u tu. Trend CPR dan Unmet Need
meningkatkan
kesertaan ber- 70 == 614 619
KB perlu 60 54,7 574 = 2
ditingkatkan - 49'77”” : 5” _ Ee3 574 579
dalam hal o 52,1 ;
a0 —
akses dan
kualitas 30
pelayanan KB 20
>
yang merata. 10 o 9 1536 % %\,
Permasalahan , B2 Jaos) g2 6) (9, 15,9
pelayanap KB 1991 1994 1997 2002-2003 2007 2012
antara lain: (1) —8—Unmet Need (formula baru dan lama)
angka % CPR Modern
. CPR Suatu Cara

prevalensi Sumber : SDKI 1991-2012

pemakaian

kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR), yang tidak meningkat
secara signifikan, yaitu dari sebesar 60,3 persen pada tahun 2002
menjadi sebesar 61,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012
hanya meningkat menjadi sebesar 61,9 persen. Dari yang tidak ber-KB
(38,1 persen) sekitar sepertiganya bahkan tidak berniat untuk ber-KB;
(ii) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi,
yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan
menggunakan metode formulasi baru; (iii) masih terdapat kesenjangan
dalam kesertaan ber-KB dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi
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(unmet need), baik antarprovinsi, antarwilayah, maupun antartingkat
pendidikan, dan antartingkat pengeluaran keluarga (iv) tingkat putus
pakai pemakaian kontrasepsi (drop out) yang masih tinggi, yaitu 27,1
persen; (v) penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka
pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5 persen menjadi 47,3
persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara metode kontrasepsi jangka
panjang (MK]JP) cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6
persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (vi)
rendahnya kesertaan KB pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan
2012); (vii) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar,
yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas
kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga
kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan
dokter dalam memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai
efek samping alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan penanganannya,
serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya, yang berkenaan dengan
ketersediaan dan distribusi alokon di faskes/klinik pelayanan KB
(supply chains); (viii) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya
terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka
pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.

Tantangan pelayanan KB adalah peningkatan cakupan dan
kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat
dan wilayah, didukung tenaga dan fasilitas kesehatan, serta penguatan
manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pemenuhan
hak kesehatan reproduksi di era SJSN Kesehatan.

c. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai
Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi remaja dan calon pengantin merupakan
hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan
menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan
reproduksi remaja antara lain: (i) angka kelahiran pada perempuan
remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 kelahiran
(SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi
ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5
persen menjadi sebesar 9,5 persen; (ii) belum idealnya rata-rata usia
kawin pertama perempuan, yaitu masih 20,1 tahun (usia ideal
pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun pada
perempuan dan 25 tahun pada pria); (iii) terdapat kesenjangan dalam
pembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja
(KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran
remaja kelompok usia 15-19 tahun); (iv) perilaku seks pra-nikah di
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masih rendah; dan (vi) cakupan dan peran pusat informasi dan
konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal.

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu pembinaan
remaja adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja
mengenai kesehatan reproduksi, penundaan usia kawin pertama, dan
penyiapan kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya dan
tahapan perkembangan remaja.

d. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan
peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi juga pembinaan
kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa
permasalahan antara lain: (i) masih tingginya jumlah keluarga miskin,
yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga indonesia
(keluarga pra sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan keluarga
sejahtera [/KS-1 sebesar 23,1 persen) (Pendataan Keluarga, BKKBN,
2012); (ii) pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak
yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah; (iii) partisipasi,
pemahaman, dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja
dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga masih rendah; (iv) kualitas hidup lansia dan kemampuan
keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal; (v) terbatasnya
akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan
konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (vi) pelaksanaan
program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi
kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan
kelestarian kesertaan ber-KB. Selain itu juga, kelompok kegiatan
tersebut belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada
masyarakat akan pentingnya ber-KB. Kelompok kegiatan tersebut
adalah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan
bina keluarga lansia (BKL), serta pemberdayaan ekonomi keluarga
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melalui usaha produktif pemberdayaan perekonomian keluarga
sejahtera (UPPKS); dan (vii) terbatasnya materi program KKBPK dalam
kelompok kegiatan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas
kader/tenaga kelompok kegiatan.

Tantangan ke depan adalah peningkatan pemahaman dan
kesadaran orangtua dan anggota keluarga mengenai peran dan fungsi
keluarga dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
yang meliputi antara lain fungsi cinta kasih, perlindungan, hubungan
sosial, reproduksi, agama, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial,
dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2. Penguatan Landasan Hukum dan Penyerasian Kebijakan
Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB (KKB)

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang
KKB diperlukan dukungan landasan hukum yang kuat. Penguatan
landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB
memiliki beberapa permasalahan antara lain: (i) landasan hukum dan
penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai,
yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah sebagai turunan
dari UU No. 52/2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih
banyaknya kebijakan pembangunan sektor lainnya yang tidak sinergi
dengan pembangunan bidang KKB; (ii) komitmen dan dukungan
pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan
bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman tentang
program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan dan
penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam
perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum
sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB; dan
(iii) koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program
pembangunan lainnya masih lemah, antara lain program bantuan
pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan SJSN
Kesehatan dan penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB
selama ini masih bersifat parsial.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah perumusan landasan
hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang
harmonis, serta peningkatan komitmen dan koordinasi antar-
pemangku kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi pembangunan bidang KKB.




3. Penguatan Kelembagaan Pembangunan Bidang
Kependudukan dan KB

Dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan
bidang KKB merupakan hal yang mendasar untuk pelaksanaan
program KKBK. Permasalahan penguatan kelembagaan pembangunan
bidang KKB antara lain: (i) dukungan peraturan perundangan tentang
kapasitas kelembagaan KKB tidak sinergis antara pemerintah pusat
dan daerah, ditandai dengan masih beragam dan masih sedikitnya
pembentukan lembaga KKB oleh pemerintah daerah. Hal ini
disebabkan masih terdapat disharmonisasi peraturan perundangan
yang mengamanatkan pembentukan lembaga KKB, seperti antara UU
No. 52/2009, PP No. 38/2007, dan PP No. 41/2007 (yang merupakan
turunan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), serta dengan
ditetapkannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya
terkait nomenklatur lembaga KKB; (ii) institusi masyarakat di tingkat
lini lapangan (kader KB di tingkat desa/pos KB desa) kurang mendapat
dukungan; (iii) kuantitas dan distribusi tenaga lapangan masih kurang
yang tercermin dari rasio satu petugas untuk tiga sampai lima desa,
dan kualitas tenaga lapangan yang kurang memadai ditinjau dari latar
belakang pendidikan tenaga lini lapangan yang hanya sebagian kecil
berpendidikan sarjana, serta penggerakan lini lapangan belum optimal;
dan (iv) koordinasi antara pusat dan daerah, serta kemitraan untuk
memperkuat jejaringan pelaksanaan program KKBPK masih lemah dan
hanya sebatas pada perjanjian/MoU.

Tantangan kelembagaan pembangunan bidang KKB ke depan
adalah penataan dan penguatan kelembagaan KKB di tingkat pusat dan
daerah serta lini lapangan, baik institusi maupun ketenagaan, untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi lintas sektor serta
komitmen pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan pembangunan
bidang KKB yang didukung dengan peraturan perundangan yang
sinergis dan memadai.

4. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KB

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan,
dan evaluasi pembangunan bidang kependudukan dan KB diperlukan
ketersediaan data dan informasi yang akurat. Terdapat beberapa
sumber data pembangunan kependudukan dan KB, di antaranya
administrasi kependudukan yang mencatat registrasi kependudukan
dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait
bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan
kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi
pembangunan kependudukan dan KB.




a. Penguatan Sistem Kependudukan Nasional yang Terintegrasi
(Administrasi Kependudukan)

Admininstrasi kependudukan menjamin partisipasi,
perlindungan, pemberdayaan, serta kesamaan hak dan kewajiban
setiap penduduk, baik dewasa maupun anak, dalam pembangunan,
antara lain melalui kepemilikan dokumen bukti kewarganegaraan,
dengan segala hak dan kewajibannya. Akses penduduk terhadap
berbagai dokumen tersebut adalah melalui pelayanan registrasi
penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung hal tersebut, sampai
dengan tahun 2014, telah dibangun sistem informasi administrasi
kependudukan (SIAK) di 497 kabupaten/kota. Pengembangan SIAK
merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006 Tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang No. 24/2013, yang mengamanatkan pemerintah untuk
memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap
penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan
dokumen kependudukan. Namun demikian, pemahaman masyarakat
akan pentingnya pelaporan peristiwa vital dan kepemilikan dokumen
kewarganegaraan masih beragam. Pemanfaatan data dan informasi
administrasi kependudukan oleh para pemangku kebijakan juga belum
optimal. Untuk itu, cakupan pendataan, sosialisasi, diseminasi,
aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi penduduk tersebut
harus diperluas. Selain itu, kapasitas petugas layanan juga harus
ditingkatkan untuk menghasilkan data dan informasi kependudukan
yang valid dan mutakhir. Data dan informasi penduduk yang valid dan
mutakhir menjamin peluang setiap penduduk untuk mendapatkan
akses terhadap kebijakan dan program-program pembangunan, serta
menjadi basis bagi pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan
dan program-program pembangunan yang efektif dan efisien, serta
berbasis bukti.

b. Data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB yang
bersumber dari Sensus Penduduk dan Survei

Selain administrasi kependudukan, data sensus penduduk dan
survei yang terkait dengan pembangunan kependudukan dan KB,
termasuk data proyeksi penduduk memegang peranan penting dalam
penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
bidang KKB sesuai dengan konteks penggunaannya. Namun demikian,
pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB yang berasal
dari sensus, survei, dan proyeksi penduduk untuk perencanaan
pembangunan belum optimal karena diseminasi, aksesibilitas, dan
kemampuan SDM untuk memanfaatkan data tersebut masih terbatas.




c. Data sektoral pembangunan bidang Kependudukan dan KB

Data sektoral juga memegang peranan penting dalam
penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
bidang Kependudukan dan KB. Namun, data sektoral yang antara lain
diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan
keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan
sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah: (i) Penguatan
sistem administrasi kependudukan terpadu yang melibatkan lintas-
kementerian/lembaga; peningkatan kualitas pelayanan pencatatan
informasi penduduk di seluruh unit layanan; peningkatan kualitas dan
kapasitas tenaga (SDM) layanan data dan informasi penduduk; dan
peningkatan peran aktif petugas pencatatan, sosialisasi kepada seluruh
lapisan masyarakat, serta diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan
data dan informasi penduduk bagi pemangku kebijakan; dan (ii)
Penguatan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas yang
berasal dari sensus, survei, proyeksi, statistik sektoral KKB, kajian dan
lainnya, untuk dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB.

2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi walaupun dalam
beberapa dekade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Menurut
SDKI 1994, AKI di Indonesia sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup
kemudian menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI
2007). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP 2010), AKI di Indonesia
sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup, sementara berdasarkan hasil
survei SDKI tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup.
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GAMBAR 2.1
ANGKA KEMATIAN IBU INDONESIA TAHUN 1994-2012
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Kematian bayi dan balita terus mengalami penurunan. Namun
demikian, capaian pada tahun 2012 tersebut masih cukup jauh dari
target MDG 4 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian Neonatal
juga terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010,
selanjutnya tidak berubah pada tahun 2012. Lambatnya penurunan
kematian neonatal yang berkontribusi pada 59,4 persen kematian bayi
(SDKI 2012) menyebabkan tetap tingginya Angka Kematian Bayi
(AKB).

GAMBAR 2.2
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB), BALITA (AKBA) DAN NEONATAL
(AKN) 1991-2012
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AK-
Meonatal
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Kematian per 1.000 kelahiran hidup

o T T T T 1
1991 1995 1999 2003 2007 2012 2014
Sumber data: SDKI berbagai tahun

Indikator pelayanan kesehatan cenderung membaik, ditandai
dengan meningkatnya pemeriksaan kehamilan, meningkatnya
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persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, meningkatnya cakupan
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatnya kunjungan
neonatal pertama, dan meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap
pada bayi. Namun demikian, kesinambungan pelayanan (continuum of
care) kesehatan ibu, anak, dan remaja belum terjaga, termasuk seperti
anemia ibu hamil, pemakaian kontrasepsi, dan ASI eksklusif yang
masih rendah.

GAMBAR 2.3

CAKUPAN (PERSEN) KESINAMBUNGAN PELAYANAN (CONTINUUM OF
CARE) KESEHATAN IBU DAN ANAK

100
90 83,5

87,1

Anemiaibu Pemakaian Pemeriksaan Persalinan Persalinandi Bayi berat  Imunisasi  ASIEsklusif 6 Kunjungan
hamil WUS Kontrasepsi® Kehamilan olehNakes Faskes badan lahir dasar bulan Neonatus
(K4) rendah lengkap {(KNL1)
Sumber: Riskesdas 2013:*)SDKI 2012

Standar kualitas pelayanan kesehatan dasar masih belum
sepenuhnya mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Dari seluruh
rumah sakit umum PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif) pemerintah, hanya 7,6 persen memenuhi standar
(Rifaskes 2011); memiliki kamar operasi dan tim dokter siap 24 jam
baru mencapai 82 persen dan tidak memiliki pelayanan darah 24 jam
sebesar 58 persen (Kemenkes, 2012). Sebagian besar (60 persen)
kabupaten/kota belum memiliki 4 (empat) buah puskesmas PONED
(Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) seperti yang
dipersyaratkan. Lebih dari separuh (55 persen) puskesmas PONED
belum memiliki tenaga terlatih, dan sebagian besar puskesmas (66
persen) bahkan tidak dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan
yang memadai.

Kesehatan ibu dan anak sangat terkait erat dengan kesehatan
remaja putri. Hampir sepertiga remaja putri tergolong pendek
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(stunted). Sementara itu, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah dan
proporsi penduduk lanjut usia diproyeksikan akan meningkat pesat.
Pelayanan kesehatan lansia, terutama bagi upaya pencegahan penyakit
tidak menular, kronis, dan penyakit degeneratif perlu terus
ditingkatkan.

Disparitas status kesehatan terjadi antar kelompok sosial
ekonomi dan perkotaan-perdesaan. Sebagai contoh, angka kematian
bayi pada penduduk termiskin (52 per 1.000 kelahiran hidup), jauh
lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya (17 per 1.000 kelahiran
hidup). Balita dari penduduk miskin tiga kali lipat lebih beresiko
mengalami gizi buruk. Selain itu, kematian bayi dan kekurangan gizi di
perdesaan jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam peningkatan kesehatan
ibu, bayi, dan remaja adalah menjamin keberlangsungan pelayanan
(continuum of care). Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk
lanjut usia, maka perlu terus dikembangkan pelayanan kesehatan yang
terjangkau dan berkualitas bagi penduduk lanjut usia. Tantangan
berikutnya adalah menjamin ketersediaan fasilitas dan tenaga
kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan
fertilitas dan memperbaiki status gizi remaja perempuan dan ibu
hamil, serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan
anak di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Permasalahan gizi yang utama adalah kekurangan gizi dan
kelebihan gizi pada saat yang bersamaan dan terjadi pada seluruh
kelompok umur. Kekurangan gizi yang diukur dengan stunting
(pendek) telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya
meningkat hingga anak berusia dua tahun dan terus terjadi hingga usia
lima tahun. Pada tahun 2013, prevalensi stunting pada balita mencapai
37,2 persen, prevalensi balita yang mengalami wasting (kurus)
mencapai 12,1 persen dan underweight sebesar 19,6 persen. Disparitas
masalah gizi yang cukup tinggi terjadi antar provinsi, antar
kabupaten/kota, serta antar kelompok sosial ekonomi masyarakat.
Variasi stunting antar provinsi menunjukkan status yang paling rendah
di Kepulauan Riau (26,3 persen) dan paling tinggi di Nusa Tenggara
Timur (51,7 persen).
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GAMBAR 2.4
PETA STATUS GIZI DI INDONESIA

BALITA STUNTING {PENDEK): Terjadi hampir pada seluruh wilayah

<0 %< ., =o=s e 20-25 % I <20 %

Sumber: Riskesoos, 2013

Permasalahan gizi mikro yang perlu mendapat perhatian adalah
anemia pada anak balita, remaja putri, maupun ibu hamil. Asupan iodium
pada anak sekolah dan wanita usia reproduktif cukup baik, tetapi pada
daerah-daerah penghasil garam, status asupan iodiumnya relatif rendah.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN GIZI
MASYARAKAT 2007-2013

Gizi kurang dan gizi buruk pada balita 18,4 17,9 19,6
a.  Gizi kurang 13,0 13,0 13,9
b.  Gizi buruk 54 4,9 57
Stunting (pendek + sangat pendek) pada balita 36,8 35,6 37,2
Stunting (pendek + sangat pendek) pada baduta - - 329
Wasting (kurus + sangat kurus) pada balita 13,6 13,3 12,1
Wanita hamil usia 15-49 tahun risiko Kurang Energi Kronik (KEK) - 24,2
Anemia pada wanita semua usia - - 23,9
Anemia pada ibu hamil 24.5 - 37.1
Kegemukan pada balita 12,2 14,0 11,9
Berat badan lebih dan obesitas IMT (>18 tahun) - 21,7 28,9
a. Laki-laki - 16,3 19,7
b. Perempuan - 26,9 32,9
Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 11,5 11,1 10,2
Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif - - 38,0

Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013




Selain hal-hal spesifik gizi di atas, beberapa permasalahan gizi
sensitif dan perlu mendapat perhatian antara lain adalah tingkat
kesakitan anak termasuk diare, cakupan imunisasi lengkap pada bayi,
dan akses terhadap air minum dan sanitasi. Pernikahan usia muda dan
kehamilan pada remaja meningkatkan peluang terjadinya kekurangan
gizi pada anak. Selain itu, kekurangan akses pada pangan yang
disebabkan oleh kemiskinan dan infrastruktur yang kurang memadai
ikut berkontribusi pada kerawanan pangan.

Prevalensi kelebihan gizi meningkat cukup tajam dan
mengkhawatirkan terutama pada perempuan. Gizi lebih (overweight)
meningkat lebih dari dua kali antara 2007 hingga 2013. Pada anak
balita, gizi lebih menurun dari 12,2 persen menjadi 11,9 persen selama
periode 2010-2013 (Riskesdas). Peningkatan gizi lebih berkorelasi
dengan meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular.

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres No. 42
Tahun 2013) menjadi landasan dalam integrasi intervensi spesifik
(sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan)
yang sejalan dengan pembangunan gizi global yaitu Scaling Up
Nutrition (SUN) Movement. Gerakan ini difokuskan pada 1000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan secara terpadu dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan komitmen
pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Sektor yang terlibat dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi
dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Sekretariat Kabinet.
Sedangkan di luar pemerintahan, melibatkan dunia usaha dan
masyarakat madani, perguruan tinggi, serta organisasi profesi.

Tantangan utama dalam peningkatan status gizi masyarakat
adalah meningkatkan intervensi gizi spesifik serta peningkatan
intervensi sensitif melalui penguatan regulasi, kesiapan fasilitas
pelayanan kesehatan bagi upaya perbaikan gizi termasuk peningkatan
jumlah dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses
masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, dan mendorong pola
hidup makan sehat terutama dengan penurunan konsumsi gula, lemak,
dan garam untuk menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular.
Tantangan lainnya yang perlu diselesaikan adalah disparitas masalah
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gizi yang masih cukup tinggi antarpropinsi,
serta antarkelompok sosial ekonomi masyarakat.

antarkabupaten/kota,

3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu
penyakit menular dan penyakit tidak menular. Secara umum,
prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat dan pada
tahun 2013, berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di
Indonesia. Peningkatan beban PTM sejalan dengan meningkatnya
faktor risiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan obesitas,
terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan
merokok. Meningkatnya kasus PTM diperkirakan akan menambah

beban

pemerintah  dan

masyarakat

karena

penanganannya

membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi.

GAMBAR 2.5

PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT ANTARA TAHUN 1990, 2010 DAN 2015

DI INDONESIA. BEBAN DIHITUNG SEBAGAI DALYS
(DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEARS).

Peringkat
Tahun 1990
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1. Stroke (+76%)
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1. Stroke
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2. Tuberkulosis (-4%)
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5. Kecelakaan Lalu
Lintas

4. Diare (-40%)

3. Penyakit Jantung
Iskemilke

5. Penyakit Jantung Iskemik
(+85%)

. Kanker

6. Komplikasi
Kelahiran

6. Diabetes (+86%)

. Diabetes

6. Tuberkulosis

7. Anemia Gizi Besi

7. Low Back Pain (+50%)

7. ISPA

8. Depresi (+33%)

8. Malaria
9.

. Neonatal

‘1 9. ISPA (-81%)

8. Depresi
9

10. Depresi

10. Neonatal Encephalopaty
(+7%)

. Asfiksia dan
Trauma Kelahiran

11. Low Back Pain

13. Penyakit Jantung
Iskemilc

12. Komplikasi Kelahiran
Preterm (-14%)

10. Penyakit Paru
Obstruksi Kronis

[
I
| Encephalopaty
[
[

16. Diabetes

13. Anemia Gizi Besi (-18%)

A Y
 26. Malaria (-65%)

Sumber: Global Burden of Disease, 2010 dan Health Sector Review (2014)

Kematian akibat penyakit menular cenderung menurun, sejalan
dengan penurunan prevalensi demam berdarah dengue (DBD), diare,

malaria, TB, dan AIDS.

Prevalensi ISPA, pneumonia, dan hepatitis

justru mengalami peningkatan antara tahun 2007 sampai 2013. Hal ini
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menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan penanganan kasus
berbagai penyakit menular, walaupun tantangannya masih besar
antara lain munculnya risiko multi-drug resistante TB, infeksi baru HIV
yang masih tinggi, serta masih tingginya insidens malaria dan DBD di
dearah-daerah tertentu. Pengendalian penyakit menular makin berat
dengan adanya kerusakan lingkungan, tingginya mobilitas, urbanisasi,
serta masih belum tuntasnya eliminasi berbagai penyakit tropis lama
seperti frambusia, kusta, filariasis, dan schistosomiasis.

TABEL 2.2

STATUS BEBERAPA PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR TAHUN

2013

Penyakit Menular

Demam Berdarah Case Fatality Rate (CFR) DBD 0,77 % 1
Dengue (DBD)
Diare Period Prevalence diare semua kelompok umur 7 %2
Malaria Annual Paracite Index (API) 1,38 per
1.000
penduduk 1
Tuberculosis Prevalensi TB paru yang didiagnosis oleh nakes 0,4 %2
HIV dan AIDS Jumlah kasus baru HIV positif 29.037 1)
Penyakit Tidak Menular
Jantung koroner Prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis | 1,5 %2
dokter atau gejala pada penduduk 215 tahun
Diabetes Mellitus Persentase DM pada penduduk =15 tahun 6,9 %32
Stroke Prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 7 per 1.000
pada penduduk umur 215 tahun penduduk 2)
Gangguan mental Prevalensi gangguan mental emosional umur =15 tahun 6,0 %2
emosional
Kecelakaan
Prevalensi penduduk yang mengalami cedera dalam 12 | 8,2 %2
bulan terakhir
Persentase cedera karena transportasi darat (seperti motor | 47,7 % 2)
dan darat lain)
Faktor Risiko
Hipertensi Prevalensi hipertensi pada umur 218 tahun 258% 32
Kadar gula darah Persentase gula darah puasa (GDP) terganggu pada umur | 36,6 % 2
215 tahun
Kadar kolesterol Persentase penduduk =15 tahun dengan kadar kolesterol | 35,9 % 2
total di atas normal
Merokok Prevalensi merokok pada penduduk 215 tahun 36,3%32
Pola makan Persentase penduduk 210 tahun yang kurang konsumsi | 93,5 % 2
sayur dan buah
Aktifitas fisik Persentase penduduk =10 tahun yang melakukan aktivitas | 26,1 % 2)

fisik “kurang aktif”

Sumber: 1) Profil Kesehatan 2013; 2) Riskesdas 2013
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Tantangan pengendalian penyakit menular antara lain adalah
peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit
termasuk imunisasi, peningkatan penemuan kasus dan tata laksana
kasus serta peningkatan upaya eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan
(neglected tropical diseases). Sementara itu, tantangan pengendalian
penyakit tidak menular adalah penurunan faktor risiko biologi,
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatan
lingkungan. Peningkatan pendendalian penyakit perlu difokuskan pada
penyakit-penyakit yang memberikan beban (burden of disease) yang
besar serta penyakit yang dapat berdampak pada pembiayaan yang
besar. Tantangan dalam penyehatan lingkungan adalah meningkatkan
akses dan penggunaan air dan sanitasi yang layak serta meningkatkan
kualitas lingkungan.

4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
yang Berkualitas

Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan
tersier masih terbatas terutama pada daerah tertinggal, perbatasan,
dan kepulauan (DTPK). Kendala geografis menyebabkan keterbatasan
akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia. Kualitas
pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang
belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar
guideline pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya siap bila
ditinjau dari ketersediaan fasilitas, begitu pula kelengkapan sarana,
obat, alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan. Data
Rifaskes 2011 menunjukkan rata-rata indeks kesiapan pelayanan
umum (general service readiness) untuk seluruh kategori Puskemas
baru mencapai 71 (dari maksimum 100). Indeks kesiapan yang paling
tinggi adalah peralatan dasar (84 persen) sedangkan yang paling
rendah adalah kapasitas diagnosis (61 persen). Variasi indeks kesiapan
antar propinsi masih cukup lebar, dengan indeks yang rendah terutama
di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi
Barat.
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TABEL 2.3
KESIAPAN PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah tempat tidur rawat inap per 10.000 12,6 25
penduduk

Jumlah admission per 100 penduduk 19 5.0
Rata-rata bed occupancy rate 65% 80%
Kesiapan pelayanan umum di puskesmas 71% 100%
Kesiapan pelayanan PONED di puskesmas 62% 100%
Kesiapan pelayanan penyakit tidak menular 77% 100%
di puskesmas

Kesiapan pelayanan PONEK di RS 86% 25
pemerintah

Sumber: World Bank berdasarkan data Rifaskes, 2011

Permasalahan pada pelayanan kesehatan rujukan meliputi
ketersediaan fasilitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta
keterbatasan tenaga kesehatan. Khusus untuk tenaga dokter spesialis,
keterbatasan tenaga kesehatan juga masih terjadi di banyak rumah
sakit di perkotaan dan di Pulau Jawa. Kemampuan rumah sakit dalam
hal transfusi darah secara umum masih rendah. Selain itu, hanya 8
persen RS pemerintah dan 33 persen RS swasta yang memenuhi
seluruh kesiapan bedah komprehensif. Permasalahan lain adalah
belum tertatanya sistem rujukan, sistem informasi yang baik, dan
sistem rekam medis (medical record). Dari sisi kualitas,
permasalahannya adalah akreditasi fasilitas kesehatan rujukan.
Kesiapan fasilitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu,
kesehatan anak dan remaja, penyakit menular (misalnya tuberkulosis),
dan penyakit tidak menular masih banyak yang belum baik, terutama
di klinik swasta.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar
adalah pengembangan dan penetapan standar guideline, pemenuhan
sarana, obat, dan alat kesehatan, pengembangan dan penerapan sistem
akreditasi fasilitas, dan penguatan dan peningkatan upaya promotif
dan preventif. Tantangan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutama
adalah pemenuhan fasilitas pelayanan mencakup sarana, obat, alat
kesehatan, dan tenaga kesehatan sesuai standar, pengembangan dan
penerapan akreditasi rumah sakit, dan sistem rujukan didukung oleh
sistem informasi yang memadai.




5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Pengawasan Obat dan Makanan

Permasalahan yang dihadapi meliputi ketersediaan obat dan
alat kesehatan, mutu pelayanan, dan penggunaan obat di tingkat
masyarakat. Manajemen supply chain menghadapi kendala dalam
kualitas fasilitas dan sarana, serta kemampuan dan keterampilan
dalam perencanaan, distribusi, manajemen stok, dan mutu serta
pengelolaan persediaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta
sistem data dan informasi persediaan dan penggunaan obat di instalasi
farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang lemabh.

Ketersediaan obat dan vaksin secara umum telah cukup baik
yaitu mencapai 96,93 persen pada tahun 2013, namun, ketersediaan di
tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum memadai.
Selain itu, variasi ketersediaan obat dan vaksin masih tinggi dengan 13
provinsi melebihi 100 persen (misalnya Kalimantan Barat, Jawa Timur,
dan Yogyakarta), sedangkan di beberapa provinsi lainnya masih di
bawah 80 persen (Maluku, Gorontalo, dan Kepulauan Riau). Persentase
obat, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
yang memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan terus meningkat.
Walaupun demikian, hanya 67,8 persen sarana produksi obat (tahun
2013) dan hanya 64,7 persen sarana produksi alat kesehatan dan PKRT
yang memiliki sertifikasi Good Manufacturing Practices terkini dan
memenubhi cara produksi yang baik (Good Manufacturing Practices).

Walaupun penggunaan obat generik di sarana kesehatan terus
meningkat tetapi penggunaan obat rasional di sarana pelayanan
kesehatan dasar pemerintah baru mencapai 61,9 persen. Hal ini
disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai obat
generik.

Dalam upaya mencapai kemandirian pemenuhan obat dalam
negeri, hampir 90 persen kebutuhan obat dapat diproduksi dalam
negeri, namun hampir 96 persen bahan baku industri farmasi masih
sangat tergantung dengan bahan baku impor. Pemenuhan alat
kesehatan (alkes) juga masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi
terhadap industri alkes luar negeri. Tingkat ketergantungan ini dapat
diminimalisasi dengan peningkatan kemandirian di bidang obat dan
alkes dengan menumbuhkan industri bahan baku obat dan alkes dalam
negeri yang didukung oleh riset terkait bahan baku obat terutama
bahan baku obat kimia. Selain itu, kemandirian pemenuhan bahan baku
obat (BBO) juga perlu didukung dengan pengembangan bahan baku
obat tradisional terutama pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam
negeri. Untuk menunjang upaya pencapaian kemandirian bahan baku
obat, perlu juga penguatan jejaring antara perguruan tinggi, swasta,
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pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dalam rangka riset dan
penguatan industri obat.

GAMBAR 2.6
INDIKATOR KEFARMASIAN TINGKAT NASIONAL 2011

Ketersediaan obat dan vaksin 93,0

Puskesmas yang mempunyai 280% jenis obat umum yang cukup

&
o
~
&
©

Puskesmas dengan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Instalasi farmasi RS dengan pelayanan kefarmasian sesuai standar _ 353
Penggunaan obat rasional di sarana yankes dasar publik _ 62,6

Penduduk yang mengetahui obat generik (kota) 46,1

Penduduk yang mengetahui obat generik (desa) 174

20 40 60 80 100

Sumber: Rifaskes, 2011

Tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan,
mutu, keamanan, dan khasiat obat dan alat kesehatan hingga di fasilitas
kesehatan dan pasien, peningkatan supply chain dan monitoring
(termasuk sumber daya manusia, fasilitas, standar keamanan, dan
teknologi informasi), dan peningkatan penggunaan obat generik dan
obat rasional melalui peningkatan peresepan, penggunaan, dan
pengetahuan masyarakat. Selain itu, perlu ekplorasi dalam penetapan
dan pengendalian harga obat misalnya melalui berbagai insentif fiskal
dan finansial. Dari sisi produksi dan distribusi, perlu upaya
peningkatan kapasitas produksi sesuai standar cara pembuatan obat
yang baik (CPOB) dan mengikuti cara distribusi obat yang baik untuk
menjamin mutu, kemanan, dan khasiat serta peningkatan daya saing
produk obat, alat kesehatan, dan makanan, termasuk penguatan
pengawasan regulasi dan penegakan hukum. Tantangan dalam hal
kemandirian penyediaan bahan baku obat adalah perlunya penguatan
dan pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri termasuk
bahan baku obat tradisional dengan pemanfaatan keanekaragaman
hayati dalam negeri serta penguatan jejaring stakeholder terkait.
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6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Permasalahan ketenagaan kesehatan terjadi pada sisi produksi
dan ketersediaan, persebaran dan penempatan, serta mutu dan Kinerja.
Dalam hal ketersediaan, di tingkat populasi, WHO merekomendasikan
ketersediaan 10 dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Pada saat ini,
jumlah dokter di Indonesia baru mencapai 2 per 10.000 penduduk.
Walaupun jumlah tenaga kesehatan di Indonesia terus meningkat,
namun jumlah tenaga kesehatan masih belum memadai untuk dapat
memberikan pelayanan yang maksimal. Kekurangan juga terjadi untuk
tenaga kesehatan lain seperti bidan, sanitarian, tenaga gizi, dan tenaga
promosi kesehatan. Status ketersediaan tahun 2013 adalah dokter gigi
dengan status 4,3, perawat dengan status 89,9, dan bidan dengan
status 49,9 per 100.000 penduduk.

Kekurangan tenaga kesehatan juga terjadi di tingkat fasilitas
pelayanan kesehatan. Menurut data Kemenkes pada bulan Desember
2013, kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit mencapai 29
persen untuk spesialis anak, 27 persen untuk spesialis kandungan, 32
persen untuk spesialis bedah, dan 33 persen untuk penyakit dalam.
Pada tahun 2012, rumah sakit mengalami kekurangan 87.874 perawat,
15.311 bidan, 3.309 dokter, 1.382 tenaga farmasi, dan 1.357 spesialis
penyakit dalam. Berdasarkan Risfaskses 2011, kekurangan 4 jenis
dokter spesialis dasar terutama terjadi pada RS kelas C yang baru
mencapai kisaran 81-91 persen dan kelas D yang baru mencapai
kisaran 48-56 persen. Di tingkat puskesmas, 9,8 persen puskesmas
tidak memiliki dokter, dan terdapat kekurangan tenaga kesehatan
dasar yang cukup banyak. Kekurangan dokter terutama pada provinsi
di Indonesia bagian timur seperti Papua (32 persen), Papua Barat (16,3
persen) dan Maluku Utara (14,9 persen).

TABEL 2.4
KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2012

Perawat 10.146 Sanitarian 2.939
Analis kesehatan 5.353 Ahli gizi 2.934
Bidan 4.485 Sarjana kesehatan masyarakat 2.813
Asisten apoteker 4.370 Dokter umum 2.269
Dokter gigi 4.349 Apoteker 2177
Perawat gigi 3.514

Sumber: BPPSDM, Kemenkes
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Beberapa jenis tenaga kesehatan belum dapat dihasilkan secara
reguler seperti tenaga promosi kesehatan dan dokter layanan primer.
Pertumbuhan insititusi pendidikan tenaga kesehatan yang sangat cepat
menimbulkan tantangan dalam menjaga dan memastikan kualitas dan
kompetensi lulusan. Pada tahun 2012, hanya 52 persen institusi
pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi secara valid, sementara
selebihnya tidak terakreditasi atau akreditasinya telah kadaluarsa.
sehingga kualitas lulusan menjadi tidak optimal. Data  Health
Professional Education Quality (HPEQ) 2014 menunjukkan persentase
lulusan tenaga kesehatan yang lolos uji kompetensi untuk perawat
sebesar 63,0, D3 keperawatan sebesar 67,5 persen, D3 kebidanan
sebesar 53,5 persen, serta dokter sebesar 71,3 persen, dan dokter gigi
sebesar 76,0 persen.

TABEL 2.5
STATUS AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA
KESEHATAN, 2011

Kebidanan 454 15 259 728 62
Keperawatan 457 44 252 753 60
Kesehatan 101 15 60 176 57
masyarakat

Farmasi 79 7 67 153 51
Gizi 12 4 28 44 27
Total 1181 118 954 2253 52

Sumber: HPEQ Project 2012

Keterbatasan formasi dan sistem rekrutmen yang tidak standar
antardaerah menyebabkan distribusi yang tidak merata. Penempatan
tenaga di daerah perdesaan dan DTPK belum sepenuhnya didukung
dengan regulasi yang kuat dan sistem insentif finansial dan non-
finansial yang memadai.

Tantangan utama dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalah
menjamin kecukupan dengan meningkatan Kkeselarasan dalam
produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas
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dan kinerja tenaga kesehatan. Tantangan berikutnya adalah
meningkatkan perekrutan; persebaran dan retensi tenaga kesehatan
melalui pengembangan sistem karir dan perjenjangan serta insentif
finansial dan non-finansial terutama untuk pemenuhan tenaga
kesehatan di daerah DPTK.

7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya
promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan.
Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan
masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah. Upaya
peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum
optimal, sehingga diperlukan peningkatan komunikasi, informasi, dan
edukasi, khususnya dalam rangka pencapaian perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS). Selanjutnya, peningkatan pemberdayaan masyarakat
dilakukan melalui peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat) seperti posyandu, polindes, poskesdes, pos obat desa
rumah sehat, dan lain-lain. Hingga saat ini, peran UKBM dalam
pembangunan kesehatan masih belum dapat dimanfaatkan secara
optimal. Kerja sama pemerintah dan swasta dalam promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

GAMBAR 2.7
CAPAIAN INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
Persalinan nakes 87,6
Sumber air bersih baik 82,2
BAB di jamban 81,9
Tidak merokok di dalam rumah 788
Perilaku cegah jentik 77,4
Menimbang balita 68,0
Aktifitas fisik tiap hari 52,8
Cuci tangan dengan benar =47,2
Memberi ASI eksklusif 38,0
Konsumsi sayur dan buah tiap hari 10,7
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Sumber: Riskesdas, 2013
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Tantangan utama dalam promosi kesehatan adalah
keberlanjutan pembangunan kesehatan dan sektor-sektor lain
sehingga peran serta sektor-sektor lain dalam promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Tantangan lainnya adalah
jumlah dan mutu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi masih
perlu ditingkatkan; fasilitasi kesehatan untuk menjamin efektivitas
berlangsungnya promosi dan konseling kesehatan secara baik perlu
ditingkatkan; efektifitas berbagai gerakan sosial, advokasi, serta
kemitraan perlu diefektifkan; kebijakan publik untuk menciptakan
lingkungan perlu dikembangkan; serta partisipasi UKBM dan
kerjasama dengan swasta perlu ditingkatkan.

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta
Sistem Informasi Kesehatan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen
kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung evidence-
based planning yang belum didukung sistem informasi yang kuat;
kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal;
sikroninasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah; dan tingkat pelaksanaan
riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan
kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah.

Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kemampuan
teknis dan manajemen pengelolaan program baik di pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota; menguatkan sistem informasi kesehatan
sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program
pembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem pendataan
angka kematian ibu di daerah yang terstandardisasi; meningkatkan
dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan; meningkatkan
pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana; serta
meningkatkan upaya riset dalam negeri terkait pemenuhan bahan baku
obat termasuk pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bahan
baku obat kimia dan tradisional.

9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan
Kesehatan

Pada tahun 2012, pembiayaan kesehatan pemerintah (public
health expenditure) baru mencapai USD 43 per kapita atau 1,2 persen
dari PDB. Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaan
kesehatan terendah di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad,
dan Myanmar. Pembiayaan publik sektor kesehatan masih belum
mencapai 5 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan Undang-
undang Kesehatan. Kompleksnya mekanisme pembiayaan kesehatan di
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daerah menimbulkan kesulitan dalam manajemen dan sering
menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Salah satu
akibatnya adalah masih tingginya presentase pengeluaran penduduk
untuk kesehatan (out of pocket expenditure). Di sisi lain, peningkatan
jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum diikuti dengan
pengawasan dan koordinasi yang baik oleh pemerintah.

GAMBAR 2.8
PENGELUARAN KESEHATAN (PERSEN TERHADAP GDP)
NEGARA ASEAN

Myanmar — 2
Indonesia _ 2,9
Malaysia R 3,6
nci T s 0
Philippines I 4,1
Thailand (T 4,1
Timor Leste [ s,
cna I 5,2
vietnam I .8

Sumber: Health Sector Review, 2014 dari National Health Account

Isu lainnya adalah terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi
teknis (allocative and technical efficiency). Pada tahun 2014, hanya 15
persen alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanja
sektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang
bersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatan
masyarakat. Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit di Indonesia juga
masih rendah yaitu 66 persen dibandingkan dengan negara OECD yang
mencapai 78 persen. Peningkatan pengeluaran kesehatan sebagai
konsekuensi dari pelaksanaan JKN perlu ditangani dengan baik untuk
merespons transisi epidemiologi, dan peningkatan teknologi
kesehatan.

Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pembiayaan
kesehatan, terutama pengeluaran pemerintah untuk secara bertahap
memenuhi undang-undang, serta kerjasama dengan swasta dan
masyarakat termasuk pengembangan corporate social responsibility
bidang kesehatan.

10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Periode 2015-2019 merupakan periode krusial dalam
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai
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universal health coverage pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah
menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh
masyarakat terutama masyarakat miskin. Kartu Indonesia Sehat
menjadi bentuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang menjamin setiap
orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhannya.

Peningkatan jumlah kepesertaan perlu menjadi prioritas
dengan pengembangan peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta
penerima upah, dan bukan penerima upah, serta integrasi jaminan
kesehatan daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Kepesertaan
dalam Jaminan Kesehatan Nasional perlu terus diperluas untuk
mengurangi hambatan finansial dan memberikan keadilan bagi seluruh
penduduk Indonesia dengan Kartu Indonesia Sehat termasuk yang
telah dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu.
Peningkatan kepesertaan perlu memperhatikan mekanisme besaran
dan sistem kontribusi finansial serta paket manfaat yang diterima.

Kartu Indonesia Sehat harus didukung oleh kesiapan fasilitas
pelayanan kesehatan (sisi suplai) yang memadai meliputi ketersediaan
dan mutu sarana, prasarana, alat, obat, dan tenaga kesehatan. Saat ini,
banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum menjadi penyedia layanan
SJSN Kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan masih belum memadai.
Jumlah puskesmas yang mempunyai lebih dari 80 persen obat umum
baru mencapai 13,2 persen dan yang mampu memberikan pelayanan
kerfarmasian sesuai standar baru mencapai 25 persen, sementara
masih terdapat 9,8 persen puskesmas yang tidak memiliki dokter. Pada
fasilitas rujukan, jumlah tempat tidur rawat inap baru mencapai 12,6
per 10.000 penduduk yang masih di bawah rekomendasi WHO sebesar
25 per 10.000 penduduk. Selain itu, hanya 8 persen RS pemerintah dan
33 persen RS swasta yang memenuhi seluruh kesiapan bedah
komprehensif.

Sistem rujukan antarfasilitas kesehatan belum terintegrasi,
demikian juga dengan informasi data klinis (medical record) dan
monitoring dan evaluasi yang belum tersistematis. Dalam rangka
kendali mutu dan biaya, perlu upaya untuk terus meningkatkan
kualitas pelayanan dan pada saat yang sama menjaga agar tidak terjadi
eskalasi pelayanan dan biaya yang tidak perlu sehingga diperlukan
sistem penapisan dan penilaian teknologi kesehatan. Pelayanan
kesehatan melalui JKN masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk
optimalisasi  pencapaian  prioritas pembangunan kesehatan,
peningkatan pelayanan kesehatan primer, dan upaya promotif dan
preventif belum dilakukan. Pengembangan dan penyempurnaan perlu
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terus dilakukan dalam pengelolaan pembayaran kepada penyedia
layanan, penetapan paket manfaat, penetapan besaran iuran, standar
tarif, kontrol biaya, serta berbagai moral hazard penerapan asuransi.

Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah
meningkatkan kepesertaaan, mengembangkan manfaat jaminan,
kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran penyedia
layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas pelayanan
dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, dan
penyediaan fasilitas dan ketenagaan. Sebagai bagian dari Sistem
Kesehatan Nasional (SKN), JKN merupakan upaya untuk meningkatkan
perlindungan finansial serta meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan. Oleh karenanya tantangan yang juga dihadapi
adalah kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk menjamin
ketersediaan, menyiapkan standar, dan menjamin compliance standar
sarana, tenaga, dan manajemen pelayanan kesehatan; menguatkan
mekanisme kontrol terhadap eskalasi biaya JKN (klaim); menguatkan
JKN sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan
pembangunan kesehatan; dan mengembangkan sistem pembayaran/
insentif bagi penyedia layanan dan tenaga kesehatan.

2.1.3 Pendidikan
1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas

Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda
prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam
periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks
penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan
empat kemampuan: (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii)
learning to be, dan (iv) learning to live together. Pelaksanaan Wajar 12
Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Upaya
Indonesia untuk keluar dari “jebakan pendapatan menengah” hanya
akan terealisasi jika tersedia tenaga kerja terampil secara memadai
terutama untuk bersaing dalam skala global, termasuk untuk
menghadapi perdagangan bebas ASEAN.

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun harus mencakup keseluruhan
proses pendidikan sampai siswa menyelesaikan jenjang pendidikan
menengah. Oleh karena itu, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan
harus dapat diatasi, agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan
pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat
melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
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a. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar
yang Berkualitas

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, dalam kenyataan pada
tahun 2012, sebagian dari mereka yaitu sekitar 2,12 persen anak usia
7-12 dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah.
Sebagian kecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah sekolah
(Gambar 2.8). Kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih
mengemuka, seperti antardaerah, antara kota dan desa, dan antara
penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai contoh, kesenjangan
APS penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kelompok 20 persen
termiskin sebesar 81,0 persen dengan kelompok 20 persen penduduk
terkaya sebesar 94,9 persen. Isu kesenjangan ini makin mencolok
karena cukup banyak di antara anak usia 13-15 tahun dari kelompok
miskin yang tidak bersekolah. Mereka adalah anak-anak yang putus
sekolah selama di SD/MI dan anak-anak yang lulus SD/MI tetapi tidak
melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/sederajat.

GAMBAR 2.9
STATUS PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK USIA 6-18 TAHUN DI
INDONESIA TAHUN 2012

90% - @ Z-10: Lulus SM

0 Z-9: Putus Sekolah di SM
80% -
B Z-8: Sedang sekolah di SM
70% -
B Z-7: Lulus SMP/MTs tidakmelanjutkan
609 -
% O Z-6: Putus sekolah di SMP/MTs

50% - B 7-5: Sedang sekolah di SMP/MTs

40% - B Z-4: Lulus SD/MI tidak melanjutkan

30% - O Z-3: Putus sekolah di SD/MI

20% - B Z-2: Sedang sekolah di SD/MI

B Z-1: Sedang mengikuti di PAUD
10% -
0 Z-0: Tidak/belum pernah sekolah

0% -~
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Usia

Sumber: Diolah dari Data Susenas, 2012

Kesenjangan gender sudah tidak tampak di tingkat nasional,
tetapi jika dilihat antarkabupaten/kota, perbedaan masih cukup lebar
dan berbeda. Berbagai masalah kesenjangan ini perlu segera diatasi
untuk menjamin anak Indonesia usia 7-15 tahun, tanpa terkecuali,
dapat terpenuhi haknya untuk bersekolah dan dapat menyelesaikan
Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.




Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah
meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dalam rangka
menuntaskan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan memberikan
peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk
pemenuhan hak anak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang
berkualitas sehingga dapat menurunkan kesenjangan akses pendidikan
antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin.

b. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun menuntut kinerja maksimal untuk
menjamin semua anak usia 7-18 tahun dapat bersekolah dan
menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Permasalahan pada pendidikan
jenjang menengah adalah masih terdapat sekitar 2,0 juta anak dari 12,4
juta anak usia 16-18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar
sembilan tahun, bahkan sekitar 100 ribu di antaranya tidak pernah
sekolah. Jumlah tersebut belum termasuk 1,4 juta anak yang sudah
lulus SMP/MTs, tetapi tidak melanjutkan dan 280 ribu anak yang putus
sekolah selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.

Peningkatan partisipasi pendidikan menengah belum terjadi
secara merata di tanah air. Pada rentang tahun 2009 dan 2012, hanya
beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan,
Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara mengalami kenaikan Angka
Partisipasi Kasar (APK) lebih dari 10 persen. Sementara itu, beberapa
provinsi lain tidak mengalami peningkatan APK yang berarti serta
capaian pada tahun 2009 juga masih rendah, seperti Kepulauan Bangka
dan Belitung, Kalimantan Barat, dan Papua. Kesenjangan ini harus
segera diperkecil dengan memberikan perhatian lebih besar pada
daerah-daerah dengan APK di bawah rata-rata nasional.

Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan menengah sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketersediaan fasilitas, daya
jangkau terhadap fasilitas, keterjangkauan pembiayaan, kualitas
layanan yang disediakan, dan persepsi terhadap nilai tambah yang
diperoleh. Biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi salah satu
penyebab rendahnya partisipasi pendidikan menengah pada kelompok
miskin. Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa pada saat Angka
Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun pada kelompok 20
persen terkaya sudah mencapai 75,3 persen, APS pada kelompok 20
persen termiskin baru mencapai 42,9 persen (Gambar 2.9).
Keterbatasan finansial merupakan alasan utama tidak melanjutkan
sekolah. Oleh karena itu, pemberian perhatian lebih besar bagi anak-
anak dari keluarga miskin, termasuk melalui beasiswa, harus
dilanjutkan.
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GAMBAR 2.10
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN MENURUT
KELOMPOK PENGELUARAN KELUARGA TAHUN 2000-2009
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Sumber: Diolah dari data Susenas 2000, 2006, 2009, dan 2012

Kualitas pendidikan menengah juga masih rendah karena
belum semua sekolah/madrasah memiliki fasilitas memadai untuk
mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun
hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan
S1/D4. Selain itu, masih terdapat sekitar 32,1 persen SMA/SMK dan
23,27 persen MA yang belum terakreditasi. Kualitas pendidikan yang
rendah juga disebabkan banyak sekolah swasta yang dibangun tanpa
memperhatikan standar mutu, seiring dengan terbatasnya daya
tampung sekolah/madrasah negeri. Pada tahun 2011, dari 26.408
SMA/SMK/MA yang ada, 17.860 di antaranya (67,6 persen) adalah
sekolah/madrasah swasta (PODES, 2011).

Relevansi pendidikan menengah juga masih rendah yang
diindikasikan oleh rendahnya penilaian pelaku usaha terhadap
karyawan yang berpendidikan menengah baik umum maupun
kejuruan. Sekolah menengah kejuruan juga dinilai belum mampu
membekali lulusan dengan keterampilan memadai, yang dapat menjadi
pembeda wupah (significant wage premium) dan kemudahan
memperoleh  pekerjaan dibanding sekolah umum. Tingkat
pengangguran terbuka lulusan SMK juga sedikit lebih tinggi (9,88
persen) dibanding dengan lulusan SMA (9,60 persen) (Sakernas 2012).

Selain bidang-bidang studi yang dikembangkan belum
sepenuhnya searah dengan kebutuhan dunia Kkerja, rendahnya
relevansi pendidikan menengah juga disebabkan oleh kurangnya
kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri.
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Kegiatan magang di dunia usaha dan industri masih sangat terbatas,
terutama karena antara lain, ketiadaan fasilitas termasuk peralatan
untuk pelatihan, kurangnya manfaat yang dirasakan oleh dunia usaha
dan industri, dan kurangnya dukungan peraturan perundangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, pembangunan
pendidikan menengah pada kurun waktu lima tahun ke depan
dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikan
menengah melalui Wajar 12 Tahun dengan memberikan dukungan
yang lebih besar kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu,
serta meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan
sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Tantangan berikutnya
adalah membangun sistem yang lebih komprehensif melalui
penyediaan alternatif pembelajaran yang beragam termasuk
diferensiasi kurikulum agar siswa dapat mengembangkan potensi,
minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal.

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik
diukur dengan proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa.
Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas
umumnya tidak berjalan secara interaktif. Sekitar 74 persen aktivitas
kelas dilakukan oleh guru saja dan hanya sekitar 11 persen yang
dilakukan bersama guru-siswa. Proses pembelajaran demikian tidak
dapat menumbuhkan kreativitas siswa dan membangkitkan daya kritis
dalam berpikir dan kemampuan analisis siswa, suatu kompetensi yang
justru sangat vital dimiliki siswa sebagai hasil dari pembelajaran.
Proses pembelajaran yang baik akan terjadi bila guru menerapkan
metode discovery learning approach, untuk menggantikan metode
expository learning approach.

Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan. Ujian
Nasional (UN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66
persen siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batas minimal nilai UN
murni. Selain itu, hasil UN masih sangat senjang baik antarsiswa,
antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan
terjadinya kesenjangan gender. Anak perempuan secara rata-rata
memperoleh nilai lebih tinggi untuk semua mata pelajaran dibanding
anak laki-laki, dengan selisih yang lebih signifikan pada mata pelajaran
bahasa Indonesia.

Dalam tes internasional seperti dalam Programme for
International Student Assessment (PISA) dan Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia
juga tidak menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA
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2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD
(497). Sekitar 55,3 persen siswa Indonesia tidak mencapai kecakapan
Level-2 yang merupakan kecakapan minimal yang harus dikuasai oleh
anak-anak usia 15 tahun. Hasil belajar siswa Indonesia untuk pelajaran
matematika dan sains tidak mengalami peningkatkan, bahkan
mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Hasil PISA juga
menunjukkan bahwa hasil belajar anak perempuan lebih baik
dibanding anak laki-laki. Proporsi anak perempuan yang tidak
mencapai kecakapan Level-2 (47,6 persen) lebih kecil dibandingkan
dengan anak laki-laki yang tidak mencapai kecakapan yang sama (62,5
persen).

Terdapat tiga faktor utama rendahnya kualitas proses
pembelajaran di Indonesia, yaitu: (i) rendahnya jaminan kualitas
pelayanan pendidikan; (ii) lemahnya pelaksanaan kurikulum; dan (iii)
lemahnya sistem penilaian pendidikan.

a. Penguatan Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk menjembatani pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan (SNP), pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kemudian diubah
dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013. SPM tersebut ditetapkan
sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar di tingkat
kabupaten/kota yang merupakan tahapan dalam pencapaian seluruh
standar nasional pendidikan.

Survei tahun 2013 yang dilakukan terhadap 5.280 SD/MI dan
SMP/MTs melaporkan hanya sekitar 54 persen SMP/MTs yang
memiliki ruang laboratorium sains, bahkan hanya sekitar 21 persen
MTs swasta yang memiliki ruang laboratorium. Selain itu, kurang dari
60 persen SD/MI yang semua gurunya menerapkan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan hanya sekitar 50 persen SD/MI
yang semua gurunya mengembangkan dan menerapkan program
penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta
didik. Selain itu, jaminan kualitas pendidikan menengah juga belum
sepenuhnya diterapkan. Sekitar 32,1 persen SMA/SMK bahkan belum
terakreditasi. Lingkungan pembelajaran termasuk ketersediaan
fasilitas (perpustakaan dan laboratorium) belum cukup mendukung
proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun hampir seluruh
guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4.




b. Penguatan Kurikulum dan Pelaksanaannya

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
diamanatkan bahwa kurikulum harus dikembangkan dan dilaksanakan
untuk dapat meningkatkan potensi, minat, dan kecerdasan jamak
peserta didik. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan dan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan
potensi peserta didik. Selain itu, kurikulum juga perlu diselaraskan
dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21 yang ditandai oleh
kesadaran global, penumbuhan kreativitas dan inovasi, serta berbagai
macam kemampuan yang meliputi pemecahan masalah, kerjasama,
mencari informasi yang sahih, berkomunikasi dan menggunakan
teknologi  informasi, serta menjadi warga negara yang
bertanggungjawab dan memiliki karakter dan moral yang kokoh yang
ditun